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KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin ...

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa
ta’ala, atas terbitnya buku ini. Buku dengan judul Tindak Pidana
Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Sektor Sumber Daya
Alam ini diharapkan dapat menambah khazanah kepustakaan,
bacaan serta rujukan bagi siapa saja yang berminat mempelajari
Hukum Pidana, khususnya bagi Mahasiswa, Aparat Penegak
Hukum, serta Masyarakat pada umumnya. Tulisan dalam buku ini
sebahagian besar merupakan yang diolah dan diedit dari beberapa
materi bahan ajar yang disampaikan penulis pada acara Diklat yang
diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I.
serta ditambah dengan literatur yang terkait.

Buku ini tentu masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan.
Untuk itu kami para Penulis mengharapkan masukan-masukan
serta kritikan guna menjadikan pembahasan dalam buku ini menjadi
lebih baik lagi.

Pada kesempatan ini juga disampaikan terimakasih kepada
semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara
langsung maupun tidak langsung terhadap keberhasilan penulisan




buku ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta’ala membalas budi baik
tersebut secara berlipat ganda.
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SUMBER DAYA ALAM INDONESIA

umber daya alam (SDA) sebagaimana di atur dalam Pasal 33
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945', di rumuskan bahwa:
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Kemakmuran rakyat tersebut untuk dinikmati oleh generasi
sekarang, maupun untuk generasi yang akan datang secara
berkelanjutan. Namun demikian, pemanfaatan SDA saat ini tidak
sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, oleh karena:

1. ekonomi yang disusun dengan usaha bersama, dan asas
kekeluargaan, akan tetapi yang terjadi pengusahaan SDA
didominasi dengan mayoritas saham segelintir orang? serta

'Payung hukum dari pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yakni Pasal
33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat
3 UUD 1945 tersebut secara khusus mengikat bahwasanya penguasaan Sumber
Daya Alam Indonesia semata-mata dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk
kemakmuran rakyat.

2Penguasaan SDA didominasi oleh segelintir orang tertentu yang menjadikan
mereka menjadi orang-orang terkaya, sementara kegiatan yang dilakukannya
menyebabkan masih banyaknya rakyat yang tetap miskin dan daerah tertinggal,
serta terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.




tidak menghiraukan SDA tersebut sebagai “warisan” yang
merupakan hasil perjuangan untuk “keluarga bangsa” yang
semuanya berhak atasnya;
2. cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak
yang seharusnya dikuasai oleh negara, tetapi saat ini banyak
dikuasai swasta atau milik dari segelintir orang dan asing;
3. SDA seharusnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat, namun yang terjadi untuk kemakmuran konglomerat;
4. kurang adanya kebersamaan dan tidak sesuai dengan amanat
untuk berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.
Sumber Daya Alam Indonesia yang kaya yang merupakan
anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, pengelolaannya
wajib dilakukan sesuai dengan kaidah nilai-nilai Pancasila, yakni:
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Negara dalam penguasaan atas SDA berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-1/2003, memiliki
fungsi untuk membuat kebijakan:

1. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) yakni oleh negara
dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk
mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning),
lisensi (licentie), dan konsesi (concessie).

2. Fungsi pengaturan (regelendaad) yakni oleh negara dilakukan
melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan
pemerintah, dan regulasi oleh pemerintah (eksekutif).

3. Fungsi pengelolaan (beheersdaad) yakni oleh negara dilakukan
melalui mekanisme kepemilikan saham (shareholding) atau
melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan
Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara
sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q.
Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-
sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
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4. Fungsi pengawasan (toezicht houden daad) yakni dilakukan
oleh negara c.q. pemerintah dalam rangka mengawasi dan
mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas
cabang produksi yang penting atau yang menguasai hajat hidup
orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Atas kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam
yang dikuasai oleh negara tersebut “melahirkan” tanggung jawab
negara untuk melakukan perlindungan dan pengelolaannya.
Berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(selanjutnya disebut UUPPLH)?, diatur bahwa: perlindungan dan
pengelolaan lingkungan dilaksanakan berdasarkan asas tanggung
jawab negara. Tanggung jawab negara tersebut dimaknai*:

1. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan
dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun
generasi masa depan;

2. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat;

3. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber
daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan
dalam upaya utama untuk pencegahan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup, bukan penanggulangan pencemaran
dan/atau yang telah terjadi®. Tindakan preventif yang dilakukan
sebagaimana dalam prinsip dalam Hukum Administrasi Negara,

3Pasal 2 huruf a UUPPLH, berbunyi:

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan
asas:

a. Tanggung jawab negara;

b. ...

“Penjelasan Pasal 2 huruf a UUPPLH.

°Hal ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan “an ounce of prevention is
worth a pound of cure”.
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yakni melalui prosedur perizinan. Setiap kegiatan usaha yang
bersinggungan dengan lingkungan hidup, fungsi preventifnya
diwujudkan dalam bentuk perizinan di bidang lingkungan yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Izin tersebut menjadi
syarat utama dalam kaitannya dengan eksploitasi sumber daya
alam.

Sifat ganda dari fungsi pembangunan yang pada satu sisi
berfungsi untuk memperbaiki taraf hidup rakyat, namun di
sisi lain pembangunan juga dapat mengakibatkan kemerosotan
kualitas lingkungan, memerlukan suatu pemikiran yang didasarkan
pada pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan,
berintikan pada kesepakatan dua prinsip utama pembangunan,
yakni:

1. prinsip pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
2. prinsip kesejahteraan rakyat.

Dalam UUPPLH®, konsep pembangunan berkelanjutan
(sustainable development) diartikan sebagai:

‘upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek
lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi
pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan
hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan
mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Pemanfaatan SDA selain perlu mengintegrasikan prinsip-
prinsip keberlanjutan ekonomi, ekologi, dan sosial dalam
pemanfaatan SDA, dan menumbuhkan tanggungjawab sosial dan
praktik ekoefisiensi di tingkat perusahaan dengan mengintegrasikan
biaya lingkungan dan biaya sosial terhadap biaya produksi serta
menerapkan teknologi yang terbaik dan tersedia, termasuk
teknologi tradisional untuk kegiatan konservasi, rehabilitasi
SDA, melakukan optimalisasi pemanfaatan SDA yang menjamin
keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi SDA, juga perlu
didukung oleh kepastian hukum?” atas kepemilikan dan pengelolaan

SPasal 1 angka 3 UUPPLH.

’Pembenahan terhadap sistem hukum yang ada, menuju ke sistem hukum
yang responsif yang didasari prinsip-prinsip keterpaduan, pengakuan hak-hak
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SDA, termasuk menata kelembagaan pendelegasian kewenangan
dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup secara bertahap
kepada pemerintah daerah.

Pemanfaatan SDA pengelolaannya dilakukan oleh pihak swasta
(korporasi) mempunyai titik rawan (potensi) terjadinya korupsi.
Titik rawan tersebut, diantaranya:

1. terkait tata kelola perizinan.

Pola korupsi di daerah-daerah yang kaya SDA, biasanya
menggunakan lalu lintas perizinan sebagai pintu masuk.
Kondisi yang relatif berbeda di daerah yang minim SDA,
dimana mark up anggaran lebih banyak digunakan sebagai
modus utamanya.®

2. terkait informasi yang tertutup.

Isu keterbukaan informasi, yang dikampanyekan sebagai bagian
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), hanya
berada (berhenti) di tataran diskursus belaka tanpa mampu
diterapkan dengan baik. Dalam konteks tata kelola SDA, publik
begitu sulit mendapatkan akses terhadap data, terutama data
yang terkait dokumen-dokumen perizinan di sektor SDA. Mulai
dari data yang terkait perizinan di bidang lingkungan (Amdal,
UKL-UPL, dan lain-lain), data jaminan reklamasi, data status
ijin pertambangan yang tumpang tindih atau tidak (Clear and
Clear dan Non-Clear and Clear), data pajak, data NPWBP dan lain-
lain.

asasi manusia, serta keseimbangan ekologis, ekonomis, dan pengarusutamaan
gender serta melakukan reorientasi paradigma pembangunan yang mengakui hak-
hak publik terhadap pengelolaan SDA dan mendorong budaya yang berwawasan
lingkungan melalui revitalisasi budaya lokal dan menumbuhkan etika lingkungan
dalam pendidikan dan lingkungan masyarakat, dan mengembangkan pola
kemitraan dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan
dan pemanfaatan SDA.

8Kenapa perizinan? Pertama, karena perizinan memerlukan kuasa dan
kewenangan. Hal inilah yang rentan disalahgunakan oleh sipemilik kuasa. Korupsi
pada dasarnya bertalian dengan kewenangan. Terlebih jika kewenangan itu tidak
terkontrol oleh pengawasan yang memadai. Kedua, perizinan disektor SDA sudah
pasti disertai dengan keuntungan eksploitasi dengan jumlah besar. Keuntungan
yang besar inilah yang memungkinkan sipenerima izin memobilisasi sumber daya
ekonominya untuk melancarkan politik kotor yang menghalalkan segala cara.

I | Sumber Daya Alam Indonesia [l




3. terkait kerusakan lingkungan.

Tata kelola SDA yang buruk, berkontribusi besar terhadap
kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terjadi
selalu berbanding lurus dengan tingkat korupsi yang terjadi.
Keluhan dan protes masyarakat akan kerusakan lingkungan,
cenderung diabaikan. Aktivitas industri ekstraktif yang bersifat
ilegal disetujui oleh oknum pejabat Pemerintahan korup, yang
mengabaikan keluhan dan keberatan penduduk asli.

4. ketidakpatuhan hukum.

Ketidakpatuhan hukum tersebut, bertalian dengan dua hal,
yakni: Pertama, dampak dari kerusakan lingkungan yang
cenderung diabaikan, baik pada level pengawasan maupun
ditingkat penegakan hukumnya. Kedua, kebijakan yang
bertentangan dengan aturan payungnya (umbrella act).’

5. oligarki kekuasaan.

Bentuk oligarki tidak hanya terbatas kepada penguasaan
minoritas terhadap mayoritas, tetapi juga pada saat yang
bersamaan mensyaratkan adanya penguasaan terhadap sumber
daya ekonomi. Kedua aspek inilah yang melapangkan jalan
lahirnya dominasi ekonomi dan politik, sehingga sekelompok
minoritas mengendalikan mayoritas pada satu sisi, dan kontrol
terhadap distribusi kekayaan ekonomi melalui kebijakan
anggaran, lalu lintas perizinan dan proyek-proyek pemerintah
pada sisi lainnya.

Bentuk-bentuk korupsi yang dilakukan yakni terkait
perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang
menyebabkan kerugian keuangan negara. Bentuk perilaku korupsi

*Misalnya, berkenan dengan izin pertambangan yang berada dalam kawasan
konservasi. Secara eksplisit berdasarkan Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan bahwa:

“Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar

kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan

produksi dan kawasan hutan lindung*.
Memperhatikan ketentuan tersebut, apakah mengeluarkan izin pertambangan
yang berada dalam kawasan konservasi yang jelas-jelas melabrak aturan?
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tersebut, diantaranya suap menyuap, penggelapan dalam jabatan,
pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam
pengadaan, dan gratifikasi. Perilaku korupsi juga terjadi di bidang
Sumber Daya Alam (SDA).!° Dampak yang ditimbulkan dari korupsi
di sektor SDA, menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
yakni berupa dampak ekonomi, sosial dan kemiskinan masyarakat,
runtuhnya otoritas pemerintah, politik dan demokrasi, penegakan
hukum, serta kerusakan lingkungan.'!

Korupsi di bidang SDA dan lingkungan hidup juga terjadi pada
bidang pertambangan, kehutanan, perkebunan maupun perikanan,
yang menjadi penyebab utama turunnya kualitas lingkungan
hidup di Indonesia atau terjadinya kerusakan lingkungan. Akibat
kerusakan lingkungan, menjadikan timbulnya dampak bagi
masyarakat dan pemerintah. Dampak yang timbul bagi masyarakat
diantaranya: berupa dampak ekonomi karena hilangnya sumber
mata pencaharian, atau dampak kesehatan karena terjangkit
penyakit. Dampak yang terjadi bagi pemerintah yakni banyak

YKorupsi Sumber Daya Alam dapat dikategorikan Tindak Pidana Korupsi SDA,
misalnya mengenai alih fungsi hutan menjadi perkebunan secara ilegal karena
adanya konspirasi pemegang kekuasaan dan pengelola SDA yang berujung pada
korupsi untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit. Penyediaan biaya tambahan
(fee) 10-20 persen dari nilai proyek yang berkaitan dengan pengelolaan SDA,
menjanjikan hadiah atau memberikan kemudahan izin dalam pengelolaan
SDA secara illegal dan sejenisnya yang termasuk gratifikasi menurut UU No 20
Tahun 2001. Penyebab kerentanan korupsi berkaitan SDA diantaranya adanya
ketidapastian hukum dan perizinan, kurang memadainya sistem akuntabilitas,
lemahnya pengawasan, dan kelemahan sistem pengendalian manajemen.

“Dampak ekonomi meliputi lesunya pertumbuhan ekonomi karena
pengelolaan sumber daya alam hanya dikuasai pihak-pihak tertentu terutama
yang dekat dengan penguasa dan menurunnya pendapatan negara dari sektor
pajak. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat antara lain mahalnya harga
jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat karena
aset daerah tidak merata pemanfaataannya, demoralisasi. Dampak runtuhnya
otoritas pemerintah meliputi matinya etika sosial dan politik, peraturan dan
perundangan tidak efektif, birokrasi tidak efisien. Dampak terhadap politik dan
demokrasi meliputi kurang adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,
munculnya pemimpin yang korup. Dampak terhadap penegakan hukum misalnya
fungsi pemerintahan yang mandul, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap
penegakan hukum. Dampak kerusakan lingkungan antara lain menurunnya
kualitas lingkungan dan menurunnya kualitas hidup.
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potensi penerimaan yang hilang akibat korupsi di bidang sumber
daya alam dan lingkungan hidup. Untuk itu perlu penegakan
hukum terhadap kasus korupsi SDA dan lingkungan hidup yang
dilakukan secara tegas, guna memberikan efek jera bagi pelaku,
mengembalikan kerugian negara dan memulihkan lingkungan hidup
yang rusak. Namun demikian, dalam penegakan hukum terhadap
kasus korupsi SDA dan lingkungan hidup bukanlah merupakan
hal yang mudah, karena menyangkut berbagai kejahatan maupun
potensi pelanggaran hukum, penyalahgunaan kekuasaan dan
wewenang yang menghancurkan lingkungan. Pelanggaran hukum
itu bisa menyangkut pejabat pemerintah daerah'’ setempat yang
berkongkalikong dengan pengusaha.

Pengaturan dan pengurusan SDA perlu dilakukan secara
terintegrasi dan tidak boleh hanya bersifat sektoral, sehingga sistem
pengelolaan SDA, perlu dilakukan dengan melakukan:

1. Inventarisasi, yang merupakan awal kegiatan, menyiapkan
asset inventory berupa Daftar SDA potensial, dilengkapi
valuasi multi nilai, sehingga dapat ditetapkan untuk pilihan
konservasi, pengusahaan, fasilitas publik, atau penggunaan
khusus pemerintahan termasuk penelitian dan pertahanan,
yang mengacu perencanaan tata ruang RTRW dan pengelolaan
lingkungan. Daftar SDA ditetapkan dengan peraturan
perundangan.

2. Perencanaan, dengan mengacu RPJP obyek-obyek SDA
dari Daftar SDA dipilih, diintegrasikan, dan dioptimalkan
sinergitasnya, dengan pembangunan sektor-sektor lain dalam
perencanaan pembangunan, dimasukkan sebagai SDA Prioritas
pada satu periode RPJM.

3. Pelembagaan, yakni Pemerintah dan pemerintah daerah

2pejabat pemerintah daerah merupakan titik yang sangat rawan terjadinya
korupsi, hal ini dikarenakan pejabat pemerintah daerah memiliki kewenangan
yang sangat besar untuk memberikan perizinan berkenaan dengan usaha SDA.
Peranan pejabat pemerintah secara sentral memberikan kemudahan bagi
pengusaha untuk memperlancar urusannya, sebagaiman contoh kasus Kasus
Korupsi Sawit Kutai Kartanegara dan Kasus Korupsi Tukar Guling di Bogor pada
Tahun 2008-2013.
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melakukan fasilitasi pelembagaan pengelola SDA. Tujuannya
untuk memastikangoodgovernancedalam pengelolaankonservasi,
fasilitas publik, dan penggunaan khusus pemerintahan, dan
good corporate governance untuk pengusahaan. Usaha SDA
dilaksanakan oleh badan usaha bersama, untuk memastikan
pembagian hasil usaha yang adil antara pemerintah, pemerintah
daerah, swasta, masyarakat setempat/adat, pekerja, dan lainnya.

4. Pelaksanaan, yakni Pemerintah dan pemerintah daerah
melakukan fasilitasi termasuk menyediakan dokumen legalitas,
izin-izin, pembiayaan dan/atau akses modal, serta sarana
& prasarana wilayah. Pelaksanaan pengelolaan SDA yang
bukan pengusahaan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah/
pemerintah daerah atau nirlaba, sedangkan pengusahaan oleh
badan usaha bersama.

5. Pengendalian, yakni vyang dilakukan oleh Lembaga
independen yang dibentuk di tiap daerah, beranggotakan
akademisi, pakar asosiasi profesi/praktisi, Lembaga Keuangan,
dan lainnya. Pengendalian dilakukan sejak tahap inventarisasi
sampai dengan pelaksanaan.'?

Pengelolaan SDA  seharusnya dalam pengusahaannya
mengutamakan hasil manfaat yang berguna untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat berupa produksi untuk memenuhi kebutuhan
dalam negeri dan devisa, penciptaan lapangan kerja, keuntungan
usaha, pengembangan SDM, penyediaan permukiman dengan
kelengkapannya, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

BLihat juga, Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, 2022, Naskah Akademik
Rancangan Undang-Undang Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam, |katan Ahli
Perencanaan (IAP) Indonesia, Jakarta, him. 2 — 3.
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1I

TINDAK PIDANA KORUPSI

etentuan pidana mengenai korupsi' diatur dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999)2. UU
ini telah diubah dan ditambah melalui Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (UU 20/2001). Pertimbangan alasan memberantas
korupsi sebagaimana diatur dalam:

!Korupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptu. Dalam bahasa
Inggris dan Prancis corruption, dalam bahasa Belanda korruptie, selanjutnya
dalam bahasa Indonesia dengan sebutan korupsi. Kata corruptio memiliki makna
yang sangat luas namun sering juga disamakan artinya dengan penyuapan. Secara
umum, korupsi tersebut dapat dimaknai dengan: a. penyalahgunaan kekuasaaan
untuk kepentingan pribadi, b. tindakan suap menyuap untuk mempengaruhi
kewenangan penyelenggaran negara.

2Korupsi menurut Undang-undang Rl Nomor: 31 tahun 1999 jo. Undang-
undang RI Nomor 20 tahun 2001 dikemukakan bahwa Korupsi adalah: a. Tindakan
melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri yang merugikan Keuangan
Negara; b. Menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri yang dapat
merugikan keuangan negara, misalnya menyuap petugas (pemberi dan penerima
suap), benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan,
gratifikasi; c. Perbuatan curang dan mark up.

Pengertian korupsi menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah
kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral,
penyimpangan dari kesucian.
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1. UU 31/1999, yakni:

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan
menghambat pembangunan nasional.

2. UU 20/2001, yakni:
* tindak pidana korupsi telah terjadi secara meluas,
* merugikan keuangan negara, dan

* merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan

ekonomi masyarakat secara luas.

Tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh setiap orang.
Pengertian orang sebagaimana diatur Pasal 1 angka (3) UU 31/1999
yaitu:

“setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk

Korporasi”. Selanjutnya Pasal 1 angka 1 UU 31/1999,

menyatakan “Korporasi adalah kumpulan orang dan atau

kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum
maupun bukan badan hukum”.

Ketentuan Pasal 20 UU 31/1999, mengatur bahwa:

1. tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu
Korporasi,

2. tuntutan dan penjatuhan pidana terhadap Korporasi dan atau
pengurusnya dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan
hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak
dalam lingkungan Korporasi tersebut baik sendiri maupun
bersama-sama,

3. Korporasi tersebut diwakili oleh pengurus maupun dapat
diwakili oleh orang lain,

4. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus Korporasi
menghadap sendiri di pengadilan atau dibawa ke sidang
pengadilan,

5. Tuntutan pidana dilakukan terhadap Korporasi, maka panggilan
untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan
kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat
pengurus berkantor,
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6. Pidana pokok denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga).

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999, memberikan pengertian
melawan hukum yakni mencakup perbuatan melawan hukum dalam
arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan
tersebut tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan,
namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak
sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sesuai
dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam
ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan
atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana
korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi
cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah
dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Setelah putusan MK
tanggal 24 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 menyatakan membawa
konsekuensi legis terhadap pengertian “melawan hukum” dalam
UU 31/1999. Semula pengertian “melawan hukum” dalam tindak
pidana korupsi adalah mencakup pengertian melawan hukum formil
dan materiil menjadi pengertian melawan hukum formil saja.

UU 31/1999 maupun UU No. 10/2001 menyatakan tidak
ada keterangan atau penjelasan mengenai arti “memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi”. Dari sudut pandang
bahasa, yakni “memperkaya, ...” berasal dari suku kata “kaya”.
“Kaya” artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta.
“Memperkaya” artinya menjadikan lebih kaya. “memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi” dalam Pasal 2 UU
PTPK diisyaratkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu
harus nyata ada.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 menyatakan kata “dapat”
sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan
delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan
dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dapat dirumuskan
bukan dengan timbulnya akibat.

Kerugian keuangan atau perekonomian negara dalam suatu
kasus korupsi merupakan suatu akibat dari perbuatan melawan
hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh
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pelaku sehingga meskipun belum dapat dipastikan adanya kerugian
negara atau perekonomian negara akan tetapi unsur-unsur pasal
telah terpenuhi, maka perbuatan tersebut sudah merupakan
perbuatan korupsi. Selanjutnya penjelasan umum UU 31/1999,
yakni menyatakan bahwa:

1. Keuangan negara: dinyatakan sebagai seluruh kekayaan
negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak
dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan
negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

* berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-
jawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun
daerah;

* berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-
jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik
Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang
menyertakan modal negara, atau perusahaan vyang
menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian
dengan Negara.

2. Perekonomian Negara: kehidupan perekonomian yang disusun
sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun
usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada
kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran,
dan kesejahteraan kepada Seluruh kehidupan masyarakat.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP-2023) dalam Pasal 603 KUHP-2023
sampai Pasal 606 KUHP-2023, ada mengatur tentang Tindak Pidana
Korupsi. Berdasarkan Pasal 622 ayat (1) huruf | KUHP-2023, pada
saat KUHP-2023 ini berlaku (pada tanggal 2 Januari 2026)?, bahwa:
Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

3Lihat Pasal 623 KUHP-2023 dan Pasal 624 KUHP-2023.
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1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4150), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
dimaksud Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13
UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150), pengacuannya diganti dengan dalam pasal KUHP-
2023 ini dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 603 KUHP-
2023%
2. Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 604 KUHP-2023%;

“Pasal 603 KUHP-2023, berbunyi:
Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit
kategori Il dan paling banyak kategori VI.

Penjelasan Pasal 603 KUHP-2023, menjelaskan:
Yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah berdasarkan
hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan.

SPasal 604 KUHP-2023, berbunyi:
Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain,
atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit
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A.

Pasal 5 pengacuannya diganti dengan Pasal 605 KUHP-20235;
Pasal 11 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (2)
KUHP-20237; dan

. Pasal 13 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (1)

KUHP-2023.

Kerugian Keuangan Negara

Pengertian “kerugian negara” vyang dianalogikan dengan
“kerugian keuangan negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal
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kategori Il dan paling banyak kategori VI.

Penjelasan Pasal 604 KUHP-2023, menjelaskan: cukup jelas.
Pasal 605 KUHP-2023, berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori Il dan
paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau
penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan
kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian

atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (), dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun
dan pidana denda paling sedikit kategori Ill dan paling banyak kategori

V.

Penjelasan Pasal 605 KUHP-2023, menjelaskan: cukup jelas.

’Pasal 606 KUHP-2023, berbunyi:

(2).

Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai
negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau
wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh
pemberihadiah atau janji dianggap melekat padajabatan atau kedudukan
tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan
pidana denda paling banyak kategori IV.

. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau

janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak
kategori IV.

Penjelasan Pasal 606 KUHP-2023, menjelaskan: cukup jelas.
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2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK)
dapat dilihat dari putusan kasus Nur Alam® Adapun terminologi
“kerugian negara”, yakni:
6. diatur dalam UU Perbendaharaan Negara wilayah pengaturan-
nya: ranah hukum administrasi negara, dan
7. diatur dalam UU Pemberantasan tindak pidana korupsi wilayah
pengaturannya: ranah hukum pidana.
Pengaturan wilayah “kerugian keuangan negara” dalam ranah
tindak pidana korupsi, dari aspek pendekatan normatif dan praktis,
menyatakan:

1. sekecil apapun berkurangnya “keuangan negara” sebagai akibat
dari perbuatan melawan hukum dianggap sebagai perbuatan

8Kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Sulawesi Utara Nur Alam.
Dalam kasus itu, KPK menggunakan dampak kerusakan alam masuk dalam
unsur kerugian negara. KPK melakukan terobosan hukum dalam hal metode
penghitungan kerugian negara, di mana tidak hanya kerugian materiil dari
korupsi, tetapi juga kerugian ekologis, biaya pemulihan lingkungan, dan kerugian
ekonomi lingkungan. Jaksa kemudian menilai bahwa perbuatan terdakwa Nur
Alam telah merugikan keuangan negara Rp 4.300.000.000.000,00. Angka tersebut
tidak sepenuhnya atas hasil penghitungan auditor negara. Sebab, salah satu yang
dihitung adalah kerugian akibat kerusakan lingkungan. Selanjutnya, Jaksa menilai
bahwa perbuatan Nur Alam telah mengakibatkan musnahnya atau berkurangnya
ekologis/lingkungan pada lokasi tambang nikel di Pulau Kabena yang dikelola PT
Anugrah Harisma Barakah sebesar Rp. 2.700.000.000.000,00.

Terdapat tiga jenis penghitungan kerugian akibat kerusakan lingkungan.
Pertama, total kerugian akibat kerusakan ekologis. Kedua, kerugian ekonomi
lingkungan. Ketiga, menghitung biaya pemulihan lingkungan. Atas hal tersebut,
terdakwa Nur Alam dituntut hukuman 18 tahun penjara oleh jaksa. Dia juga
dituntut membayar denda Rp. 1.000.000.000,00 subsider 1 tahun kurungan. Tidak
cuma itu, ia juga dituntut membayar uang pengganti Rp. 2,700.000.000.000,00
dari keuntungan yang diperoleh dari izin pertambangan yang diberikan Nur Alam
kepada pengusaha. Hal tersebut dianggap (dinilai penting) sebagai terobosan
hukum yang akan menjerakan dan memiskinkan pelaku korupsi. “Kerugian negara
tersebut harus ditanggung bersama antara Nur Alam dan pihak Korporasi yang
diuntungkan akibat penerbitan IUP yang dinilai bermasalah.

KPK pertama sekali menggunakan kerusakan lingkungan untuk menilai
kerugian keuangan negara, dan terobosan dianggap KPK (jaksa KPK) cukup
progresif dalam memperhitungkan kerugian negara akibat korupsi di sektor
sumber daya alam, karena menggunakan penghitungan kerugian negara bukan
hanya dari kerugian materiil saja tapi dilihat juga kerugian lingkungannya, bahkan
sampai biaya pemulihannya.
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pidana (tindak pidana korupsi);

2. pengembalian “kerugian keuangan negara” atau “kerugian
perekonomian negara” hanya menjadi salah satu faktor
pertimbangan hakim, tetapi tidak menghapuskan pidana
terhadap pelaku;

3. “kerugian keuangan negara” sebagai akibat dari perbuatan
melawan hukum terjadi akibat perbuatan sengaja melawan
hukum atau menyalahgunakan kewenangan, bukan akibat lalai,
force majeure, atau karena ada kewenangan perintah jabatan yang
disalahgunakan dalam melakukan suatu kebijakan pemerintah;

4. “kerugian keuangan negara” dipadukan dengan unsur delik
“perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang
lain, atau Korporasi” atau dengan unsur delik “menguntungkan
diri sendiri, oranglain, atau Korporasi dengan menyalahgunakan
kewenangan dan kesempatan;

5. hanya ada hukuman pidana — termasuk pidana tambahan atau
penjara pengganti — tanpa ada sanksi administratif.
Berdasarkan Putusan MK, bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 UU

Pemberantasan tindak pidana korupsi sempat dipertahankan
oleh Putusan MK Nomor 003/PUU-XIC/2006 sebagai sarana untuk
mempermudah beban pembuktian karena taraf kerugian keuangan
negara dalam kasus-kasus korupsi sulit untuk dibuktikan dan
diestimasikan, meskipun putusan ini membatalkan penjelasan
pasal-pasal tersebut. Kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal
3 UU Pemberantasan tindak pidana korupsi baru kemudian dianulir
oleh Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 dengan pertimbangan:

1. telah menimbulkan ketidakpastian hukum;

2. tidak sesuai dengan prinsip lex scripta, lex stricta, dan lex certa;

3. menyebabkan para pengambil keputusan menjadi enggan
untuk mengambil keputusan penting atau untuk melaksanakan
diskresi terkait pengeluaran pemerintah sehingga akan
menghambat pembangunan ekonomi Indonesia.
“Kerugian negara” tidak dapat dianalogikan dengan “kerugian

keuangan negara”. Hal ini disebabkan di dalam Hukum Pidana
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dikenal asas legalitas, yakni:

 tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana
jika hal tersebut belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-
undang

* tidak boleh menggunakan analogi untuk menentukan adanya
perbuatan pidana

* aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Analogi terhadap “kerugian negara” dengan  “kerugian
keuangan negara” bertentangan dengan asas legalitas karena
analogi sudah tidak berpegang pada aturan yang ada berpegang
pada inti, rasio sedangkan asas legalitas mengharuskan adanya
suatu aturan sebagai dasar. Bahwa tidak seharusnya “kerugian
negara” dianalogikan dengan “kerugian keuangan negara”, sebab
penggunaan analogi “kerugian negara” sebagai bukti pelanggaran
pidana menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara, sehingga seakan-akan semua
temuan yang berkualifikasi kerugian negara atau yang dipersamakan
dengan itu, secara otomatis dapat dikualifikasi sama dengan tindak
pidana korupsi.

Perlunya kejelasan terminologi yang digunakan dalam
pembuktian penyidikan dan pembuktian peradilan tindak pidana
korupsi yaitu: “kerugian keuangan negara”, bukan “kerugian
negara” yang kemudian dianalogikan dengan “kerugian keuangan
negara”.

Hal yang dapat mengakibatkan suatu kerugian lingkungan dapat
dianggap menjadi kerugian keuangan negara yakni menyatakan
kerugian lingkungan tersebut harus diakibatkan oleh suatu
tindakan yang bersifat koruptif. Tindakan koruptif yang dimaksud
adalah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana
korupsi sebagaimana telah diatur dalam UU Pemberantasan tindak
pidana korupsi. Adapun kegiatan yang paling rentan untuk dikorupsi
yakni pada saat (dalam) proses pemberian ijin lingkungan/perijinan
PPLH.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
mengklasifikasi korupsi sebagai:
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1. merugikan keuangan negara (memperkaya diri sendiri atau
menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan keuangan
negara);

suap;

gratifikasi;

penggelapan dalam jabatan;

pemerasan;

ok W

perbuatan curang; dan
7. konflik kepentingan.

Ketentuan yang mengatur mengenai “merugikan keuangan negara”
hanya terdapat pada dua pasal yakni Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 2 UU TPK berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat
4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan denda paling sedikit RP.200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah)”.

Pasal 3 UU TPK berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan
diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit
RP.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Kemudian, ada tindak pidana yang dikategorikan sebagai korupsi
namun tidak memerlukan penghitungan kerugian keuangan
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negara. Misalnya: Penyuapan, seorang pejabat yang menerima suap
dari seseorang tidak dapat dikatakan merugikan keuangan negara.
Jenis tindakan yang bersifat koruptif, yakni yang hanya sebatas
tindakan yang memenuhi delik yang ada dalam Pasal 2 dan Pasal
3 UU Pemberantasan Tipikor saja. Adapun gratifikasi atau suap
dalam proses perizinan yang atas izin dikeluarkannya izin tersebut,
yakni mengakibatkan kerugian lingkungan (tidak dapat dianggap
merugikan keuangan negara).

Pengertian kerugian lingkungan (atau disebut juga sebagai
kerugian lingkungan hidup) terdapat dalam Penjelasan Pasal 90
ayat (1) UUPPLH yang menjelaskan bahwa: kerugian lingkungan
hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik
privat. Artinya, kerugian lingkungan hidup baru terjadi setelah
adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang
bukan merupakan hak milik privat. Selanjutnya, berkaitan dengan
perhitungan kerugian lingkungan, telah ada Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014
tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup (PermenLH 7/2014).

Ketentuan Pasal 2 Permen LH 7/2014, mengatur bahwa
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi
Instansi Lingkungan Hidup Pusat dan/atau Instansi Lingkungan
Hidup Daerah dalam hal menentukan kerugian lingkungan hidup dan
melakukan penghitungan besarnya Kerugian Lingkungan Hidup. Kerugian
Lingkungan Hidup tersebut, meliputi:

1. kerugian karena dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Hidup
sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian
kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan
limbah bahan berbahaya dan beracun;

2. kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian
Sengketa Lingkungan Hidup, meliputi biaya: verifikasi lapangan,
analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan
pembayaran kerugian lingkungan hidup;

3. kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran
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4.

dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan
lingkungan hidup; dan/atau
kerugian ekosistem.

Penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat pula dijadikan sebagai
suatu acuan dalam menghitung besarnya kerugian lingkungan
hidup dalam perkara lingkungan hidup yang ditetapkan dalam
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
36/KMA/SK/11/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan
Perkara Lingkungan Hidup. Adapun jenis perkara lingkungan hidup
meliputi:

1.

Pencemaran air (air permukaan) akibat berbagai kegiatan
sektor pembangunan (industri, pertambangan, perhotelan,
rumah sakit dll);

Pencemaran udara dan gangguan (kebisingan, getaran dan
kebauan) akibat kegiatan sektor pembangunan (industri,
pertambangan dan kegiatan lainnya);

Pengelolaan limbah B3 tanpa izin, tidak mengelola limbah B3
atau pembuangan limbah B3, impor limbah, B3 atau limbah
B3;

Pencemaran air laut dan/atau perusakan laut (terumbu karang,
mangrove dan padang lamun);

. Kerusakan lingkungan hidup akibat illegal logging dan

pembakaran hutan;

Kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan
dan illegal mining;

Kerusakan lingkungan hidup akibat alih fungsi lahan dan
pembakaran lahan, usaha perkebunan illegal;

. Pelanggaran tata ruang, yang mengakibatkan pencemaran dan/

atau perusakan lingkungan hidup.

Memperhatikan Lampiran II PermenLH 7/2014, penghitungan

kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup merupakan pemberian nilai moneter terhadap
dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang
pada Sektor Sumber Daya Alam



Besaran nilai moneter kerugian ekonomi lingkungan hidup sekaligus
merupakan nilai ekonomi kerugian lingkungan hidup yang harus
dibayarkan kepada pihak yang dirugikan oleh pihak yang melakukan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya,
terkait dengan dampak yang akan terjadi akibat pencemaran dan/
atau perusakan lingkungan dapat dilakukan estimasi terhadap nilai
moneter sebelum dampak yang akan timbul.

Hasil penghitungan nilai moneter ini merupakan nilai kerugian
lingkungan hidup yang selanjutnya akan menjadi umpan balik bagi
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak terjadi dengan tiba-
tiba, melainkan melalui suatu proses dan memerlukan waktu sejak
zat-zat pencemar keluar dari proses produksi, di buang ke media
lingkungan hidup, kemudian mengalami perubahan (menjadi lebih
berbahaya) di dalam media lingkungan hidup (udara, air dan tanah),
dan terakhir terpapar ke dalam lingkungan hidup yang kemudian
menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan hidup tersebut harus dihitung nilainya
sesuai dengan derajat kerusakannya serta lamanya semua kerusakan
ituberlangsung. Terhadap nilai kerusakaniniditambahkan padabiaya
kewajiban, kemudian juga biaya verifikasi pendugaan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup, biaya penanggulangan dan/
atau pemulihan lingkungan dan ditambah lagi dengan nilai kerugian
masyarakat yang timbul akibat rusaknya sebuah ekosistem.

Ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor
1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan
Hidup (Perma No. 1/2023) memberi arti “Kerugian Lingkungan
Hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/
atau kerusakan lingkungan hidup. Terhadap timbulnya kerugian
lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat, instansi
pemerintah pusat da/atau pemerintah daerah dapat mengajukan
gugatan ganti rugi dan/atau Tindakan tertentu.’ Selanjutnya, Pasal

°Pasal 31 ayat (3) Perma No. 1/2023, yang berbunyi:

Intansi pemerintah pusat dan/atau instansi pemerintah daerah dapat
mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu apabila:

a. terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup: atau
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38 ayat (3) Perma No. 1/2023'°, mengatur bahwa terhadap adanya
Kerugian Lingkungan Hidup, hakim pemeriksa perkara berwenang
menerapkan atau memberlakukan tanggungjawab mutlak terhadap
Tergugat apabila Penggugat mampu membuktikan adanya kerugian
lingkungan hidup.

Terkait dengan untuk memasukkan kerugian lingkungan ke
dalam ruang lingkup kerugian keuangan negara, yakni: dengan
melihat apakah lingkungan merupakan kekayaan negara karena
definisi keuangan negara berdasarkan UU Pemberantasan Tipikor
adalah “seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, ...”.
Namun demikian UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak
memberikan definisi kekayaan negara sehingga perlu merujuk pada
undang-undang lain.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menyatakan
untuk memahami kekayaan negara sebagai semua bentuk kekayaan
hayati dan non-hayati berupa benda berwujud maupun tidak
berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai
dan/atau dimiliki oleh negara. Memperhatikan hal tersebut, Subjek
kekayaan negara, adalah:

1. Subjek kekayaan negara yang dikuasai berupa kekayaan negara
potensial, yakni sektor-sektor agraria/ pertanahan; pertanian;
perkebunan; kehutanan; pertambangan; mineral dan batubara;
minyak dan gas bumi; kelautan dan perikanan; sumber daya air,
udara, dan antariksa; energi; panas bumi; dan kekayaan negara

b. menimbulkan Kerugian Lingkungan Hidup yang bukan merupakan hak
milik privat

pasal 38 ayat (3) Perma No. 1/2023, berbunyi:

Hakim Pemeriksa Perkara berwenang menerapkan atau memberlakukan

tanggung jawab mutlak terhadap Tergugat apabila Penggugat mampu

membuktikan:

a. usaha dan/atau kegiatan Tergugat merupakan usaha dan/atau kegiatan
yang menggunakan dan mengolah bahan berbahaya dan beracun,
menghasilkan dan/atau mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun,
dan/atau menimbulkan anacaman yang serius terhadap lingkungan;

b. adanya Kerugian Lingkungan Hidup, kebendaan, dan Kesehatan sebagai
akibat dari perbuatan aktif atau pasif Tergugat; dan

c. adanya kausalitas yang menunjukan bahwa kerugian yang diderita adalah
akibat dari usaha dan/atau kegiatan Terguguat yang berbahaya tersebut.
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lainnya;

2. Subjek kekayaan negara yang dimiliki berupa barang milik
negara/daerah yakni barang berwujud, barang tidak berwujud,
barang bergerak, barang tidak bergerak yang berasal dari
pembelian atau perolehan atas beban APBN/APBD dan
perolehan lainnya yang sah;

3. Subjek kekayaan negara yang dipisahkan berupa penyertaan
modal negara pada BUMN/BUMD, penyertaan modal pemda
pada BUMN/BUMD, kekayaan negara pada badan hukum
lainnya, dan kekayaan negara pada lembaga internasional.

Jika merujuk pada pemahaman DJKN, bahwa Lingkungan Hidup
merupakan kekayaan negara khususnya kekayaan negara potensial,
sehingga lingkungan dapat dikatakan masuk dalam cakupan
keuangan negara berdasarkan UU Pemberantasan Tipikor. Dengan
demikian, kerugian lingkungan masuk dalam cakupan kerugian
keuangan negara. Akan tetapi belum menemukan adanya undang-undang
yang mengakomodir definisi kekayaan negara sebagaimana dipahami
oleh DJKN.

Definisi otentik kekayaan negara yang ditemukan hanya
mencakup subjek kekayaan negara yang dimiliki, karena
kekayaan negara masih dipersamakan dengan barang milik
negara. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor
KEP-225/MK/V/4/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang
Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara,
yakni mendefinisikan kekayaan negara, sama dengan barang milik
negara, sebagai semua barang-barang milik negara yang berasal/
dibeli dengan dana yang bersumber untuk seluruhnya ataupun
sebagiannya dari Anggaran Belanja Negara ataupun dengan dana
di luar Anggaran Belanja Negara yang berada di bawah pengurusan
atau penguasaan departemen-departemen, lembaga-lembaga
negara, lembaga-lembaga pemerintahan non-departemen serta
unit-unit dalam lingkungannya yang terdapat baik di dalam negeri
maupun di luar negeri, tidak termasuk kekayaan negara yang telah
dipisahkan kekayaan Perum dan Persero dan barang-barang kekayaan
daerah otonom.
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Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KM.12/2001 tentang
Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem
Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk memaknai
barang milik/kekayaan negara sebagai semua barang milik/
kekayaan negara yang diperoleh dari dana yang bersumber dari
APBN ataupun dengan dana di luar APBN yang berada di bawah
pengurusan atau penguasaan departemen-departemen, lembaga-
lembaga, lembaga-lembaga pemerintahan nondepartemen serta
unit-unit dalam lingkungannya yang terdapat baik di dalam negeri
maupun di luar negeri tidak termasuk pemerintah daerah dan/
atau BUMN!. Dalam UU Perbendaharaan Negara, menyatakan
tidak mempersamakan barang milik negara dengan kekayaan negara
barang milik negara, semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Tidak
ada memberikan definisi mengenai kekayaan negara meskipun
dalam penjelasan undang-undang beberapa kali disebut mengenai
kekayaan negara, utamanya kekayaan negara yang tidak dipisahkan.

pasal 1 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
menyatakan bahwa Perusahaan Persero, yang selanjutnya disebut Persero, adalah
BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham
yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki
oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
Selanjutnya Pasal 11 menyebutkan terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan
prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Karakteristik
suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta
kekayaan pemilik dan pengurusnya. Dengan demikian suatu Badan Hukum yang
berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan
Direksi (sebagai pengurus), Komisaris (sebagai pengawas), dan Pemegang Saham
(sebagai pemilik). Begitu juga kekayaan yayasan sebagai Badan Hukum terpisah
dengan kekayaan Pengurus Yayasan dan Anggota Yayasan, serta Pendiri Yayasan.
Selanjutnya kekayaan Koperasi sebagai Badan Hukum terpisah dari Kekayaan
Pengurus dan Anggota Koperasi. BUMN yang berbentuk Perum juga adalah Badan
Hukum. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara menyatakan, Perum memperoleh status Badan Hukum sejak
diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya. Berdasarkan Pasal
7 ayat (6) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, BUMN
Persero memperoleh status badan hukum setelah akte pendiriannya disahkan
oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM).
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Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa kerugian
negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang,
yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan
hukum baik sengaja maupun lalai. Kemudian dalam Pasal 32 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Anti Korupsi),
menyebutkan bahwa kerugian keuangan negara adalah kerugian
yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan
instansi yang berwenang atau akuntan yang ditunjuk. Melalui frasa
“dapat” terlihat jelas bahwa Undang-Undang Anti Korupsi arahnya
pada delik formil.

Meskipun demikian, hal itu telah diubah konteksnya oleh
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016
menjadi delik materiil. Sehingga kerugian keuangan negara mesti
nyata-nyata terjadi (actual loss) sebagai akibat dari perbuatan
pelaku. Pada saat ini, terdapat kecenderungan baru mengenai
perluasan makna kerugian keuangan negara. Hal itu bisa menjadi
terobosan dalam kasus-kasus korupsi sumber daya alam, sebab
berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Kerugian keuangan negara
dalam korupsi di sumber daya alam tidak hanya pada kerugian yang
kasat mata tetapi juga kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, guna
memberi efek jera dan memulihkan kerugian negara, maka penting
membuat terobosan mengenai perluasan makna kerugian keuangan
negara. Hanya saja agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maka
ke depan sebaiknya diatur secara jelas dalam revisi Undang-Undang
Anti Korupsi.

B. Kerugian Perekonomian Negara

Penegakan hukum tindak pidana korupsi yang perkaranya
memutus terkait adanya “kerugian perekonomian negara” nyaris
tidak diketemukan. Terkait unsur merugikan perekonomian negara
terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1164K/Pid/1985
tanggal 31 Oktober 1986 dalam perkara TG yang majelis hakim
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berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang mana membangun
tanpa hak/tanpa izin yang berwajib di wilayah perairan milik
negara sehingga akibat dari perbuatannya negara tidak dapat
memanfaatkan dan mempergunakan sebagian wilayah perairan
Ujung Pandang untuk kepentingan umum adalah perbuatan yang
merugikan perekonomian negara. Kerugian negara yang timbul
akibat tindak pidana korupsi bukan hanya terbatas pada “kerugian
keuangan negara” saja namun juga lebih dari itu yakni menimbulkan
“kerugian perekonomian negara”. Untuk itu perlu di kaji mengenai
bagaimana sebenarnya “kerugian perekonomian negara” yang
timbul dari tindak pidana korupsi.

Penjelasan Umum pada Alenia ke-4 Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa:

“...Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian
yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan
asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara
mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah,
baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan
kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”.

Perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam penjelasan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor
20Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih
sangat kabur sehingga menimbulkan kesulitan dalam membuktikan
frasa “merugikan perekonomian negara” dalam penegakkan hukum
tindak pidana korupsi. Jika memperhatikan sistem ekonomi
Indonesia yang menganut Sistem Ekonomi Pancasila merupakan
sistem ekonomi yang didasarkan pada usaha bersama berdasarkan
asas kekeluargaan dan kegotong-royongan nasional dan tertuang di
dalam konstitusi Pasal 33 UUD NRI 1945.

Ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945, yang berbunyi:

"(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan.
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(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar
atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal
ini diatur dalam undang-undang”

dapat dijelaskan bahwa: perekonomian disusun sebagai usaha
bersama atas asas kekeluargaan yang dimaksudkan bahwa
perekonomian merupakan suatu susunan kebijakan pemerintah
yang sistematis mulai dari kebijakan pusat hingga kebijakan daerah
di seluruh Indonesia yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Cabang-cabang yang penting dan menguasai hajat hidup orang
ditafsirkan merupakan cabang produksi yang berkaitan dengan
tanggung jawab negara, yaitu untuk melindungi bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Penerapan “unsur merugikan perekonomian negara” dalam
tindak pidana korupsi pernah diputuskan Mahkamah Agung,
diantaranya:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1164 K/ Pid/1985 atas
nama Terdakwa TG, dimana Terdakwa secara melawan hukum
membangun tanpa ijin di wilayah perairan milik Negara
yang mengakibatkan Negara tidak dapat memanfaatkan
dan menggunakannya untuk kepentingan umum sehingga
menurut Majelis Hakim hal tersebut termasuk perbuatan yang
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merugikan “perekonomian negara”.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1144 K/Pid/2006, terkait
tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara
dalam atas nama terdakwa ECW N sebagai Direktur Utama
Bank Mandiri yang memberikan pinjaman (bridging loan) secara
melawan hukum dengan tidak memperhatikan prinsip kehati-
hatian dalam dunia perbankan dan cenderung mengarah pada
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Menurut pertimbangan
Majelis Hakim, hal itu termasuk merugikan perekonomian
Negara karena dengan memberikan jumlah kredit yang
besar di saat kondisi Negara dan masyarakat membutuhkan
pembangunan ekonomi kerakyatan dan diberikan kepada
pengusaha yang tidak produktif.

3. Putusan MA Nomor 4952 K/Pid.sus/2021 tanggal 8 Desember
2021, terkait ekspor tekstil oleh PT. Peter Garmindo Prima dan
PT. Flemings Indo Batam atas nama Terdakwa Drs. Ir dalam,
yang dalam pertimbangan Mahkamah Agung dinyatakan bahwa
akibat terjadinya penyalahgunaan ijin impor yang dilakukan
Terdakwa menimbulkan terjadinya lonjakan jumlah impor
barang yang masuk dan berpotensi merugikan produk tekstil
dalam negeri serta menyebabkan penutupan sejumlah pabrik
tekstil dan UMKM dan berdampak pula terjadinya pemutusan
hubungan kerja secara besar-besaran. Selain itu, akibat
penurunan produksi dalam negeri, terdapat pula pangsa pasar
domestik mengalami penurunan dan berpengaruh terhadap
industri perbankan yang telah memberikan kredit terhadap
pabrik-pabrik tekstil yang tutup dan tidak mampu membayar
cicilan. Hal ini juga sangat bertentangan dengan kebijakan
ekonomi mikro dalam rangka melindungi daya saing industri
tekstil dalam negeri terhadap tekstil impor.
MemperhatikanbeberapakeputusanMahkamah Agungtersebut,

Perekonomian Negara bukan dampak immateriil tetapi ekses yang
real loss dirasakan oleh Negara dan masyarakat. Selanjutnya, perlu
juga menjadi suatu bahan pemikiran bahwa unsur perekonomian
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Negara yang tidak bisa disamakan dengan perkiraan (potential loss),
akan tetapi kerugian tersebut telah nyata adanya dan dirasakan
oleh masyarakat luas sehingga menjadi real loss atau actual loss.'?
Misalnya dalam tindak pidana korupsi yang ada kaitannya dengan
aspek sumber daya alam (lingkungan hidup). Karena adanya tindak
pidana korupsi yang dilakukan, menimbulkan terjadinya kerugian
lingkungan yang lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan
hak setiap orang, yakni dengan timbulnya pencemaran dan atau
kerusakan lingkungan serta menurunnya kesehatan masyarakat
di sekitarnya, yang ini menjadikan bertambahnya biaya yang
dikeluarkan negara untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan
kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait unsur “merugikan
perekonomian negara” jika di dalilkan dalam tindak pidana korupsi
yang terjadi, yakni:

1. merugikan perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi
pada pokoknya memiliki makna yang sama dengan norma pada
Pasal 33 UUD NRI 1945;

2. memaknai unsur “merugikan perekonomian negara” tidak sama
halnya seperti memaknai Kerugian Keuangan Negara yang telah
secara jelas dapat dilihat pada Undang-Undang Perbendaharaan
Negara, undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-
Undang Badan Pemeriksa Keuangan dalam memaknai unsur
Merugikan Perekonomian Negara bisa lebih luas;

3. dalam perspektif ilmu ekonomi, terkait penjelasan Undang-
Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang konsep

2Hal ini sejalan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-
XIV/2016 yang amar putusannya pada pokoknya menghilangkan frasa “dapat”
pada Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 jo.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, menjadikan kualifikasi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara pada saat ini harus dimaknai menjadi tindak
pidana materiil yang konsekuensinya adalah akibat yang dilarang dalam pasal-
pasal tersebut yaitu “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”
harus diartikan benar-benar telah terjadi kerugian yang nyata atau actual loss.
Sehingga “merugikan perekonomian negara” harus telah terjadi dan perlu
dibuktikan oleh aparat penegak hukum.
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perekonomian negara, dapat diartikan sebagai perekonomian
Indonesia yang dilihat dari sisi pendapatan negara/nasional
yang parameternya adalah Produk Domestik Bruto (PDB);

4. konsep merugikan perekonomian negara adalah hubungannya
dengan aliran uang negara yang masuk dan keluar seperti uang
yang seharusnya masuk ke kas negara tetapi tidak dimasukkan
begitupun sebaliknya dengan uang yang dikeluarkan tetapi
tidak untuk peruntukannya serta kaitannya lebih luas daripada
konsep kerugian keuangan negara yang telah diatur dalam
Undang-Undang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara
maupun Undang-Undang BPK.

Penjelasan dalam UUTPK yang menjelaskan bahwa
“perekonomian negara merupakan kehidupan perekonomian
negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas
kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang
didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik pusat dan maupun di
daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
yang bertujuan untuk memberikan manfaat, kemakmuran dan
kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat”, menjadikan
pengertian “perekonomian negara” sangat fleksibel dan luas
cakupannya.

Memperhatikan rumusan “merugikan perekonomian negara”
di atas, ada beberapa macam tindak pidana yang mengakibatkan
kerugian perekonomian negara, selain sebagaimana di atur dalam
UUTPK, diantaranya: Tindak pidana perpajakan, tindak pidana
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tindak pidana
pencucian uang, tindak pidana perbankan, tindak pidana di bidang
sumber daya alam/lingkungan hidup.

Mengapa tindak pidana di bidang perpajakan juga yang
dapat mengakibatkan kerugian perekonomian negara, sebab
perpajakan yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran,
yang dampaknya akan memengaruhi perekonomian secara umum,
terutama sektor publik, sehingga dapat memengaruhi setiap aspek
kehidupan ekonomi.*

3Bidang pajak lebih ditekankan pada pengeluaran pembiayaan negara,
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Mengapa tindak pidana di bidang monopoli dan persaingan
usaha juga yang dapat mengakibatkan kerugian perekonomian
negara, sebab tindak pidana ini diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999
tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat.
Dalam pasal 3 huruf (a) disebutkan bahwa tujuan diadakannya
undang-undang tersebut untuk menjaga kepentingan umum
dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu
upaya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu
pelanggaran atas Undang-Undang ini dapat menjadikan efisiensi
perekonomian nasional menurun dan hal itu berimbas kepada
tidak dapat terlaksananya program peningkatan kesejahteraan
masyarakat oleh negara.

Mengapa tindak pidana pencucian uang juga yang dapat
mengakibatkan kerugian perekonomian negara, karena jika
diperhatikan regulasinya terdapat dalam UU. No. 15 Tahun 2002
yang telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang. Perbuatan pencucian uang pada umumnya
diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah
uang hasil kejahatan, sehingga hasil kejahatan itu menjadi tampak
seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal-usulnya telah
disamarkan.

Pada prinsipnya kejahatan pencucian uang adalah
sebuah perbuatan yang dilakukan untuk menyamarkan atau

dan pemenuhannya dikaitkan dengan kebijakan pemerintah. Penerimaan dari
perpajakan memiliki dua tujuan, yakni:

a. untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan, dan

b. untuk membentuk adanya surplus anggaran dan penggunaannya untuk

melunasi utang-utang negara yang terjadi sebelumnya.

Peran pajak sangat strategis, dan pelanggaran maupun tindak pidana di
bidang perpajakan, diatur dalam Undang-undang Perpajakan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang
kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000, Undang-undang
Nomor 10 tahun 1995 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995, mengatur
tindak pidana perpajakan di bidang perpajakan meliputi perbuatan yang dilakukan
oleh seseorang atau oleh Badan yang diwakili orang tertentu (pengurus). tidak
memenuhi rumusan undang-undang. diancam dengan sanksi pidana. melawan
hukum. dilakukan di bidang perpajakan dapat menimbulkan kerugian bagi
pendapatan Negara. Aturan pajak mempunyai delik sendiri yang merupakan lex
specialis dari aturan yang bersifat umum yakni tindak pidana korupsi.
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menyembunyikan hasil kejahatan sehingga tidak terlihat oleh para
aparat, dan hasil kejahatan itu dapat dipakai dengan aman. seakan-
akan bersumber dari jenis kegiatan yang sah. Alasan sehingga
perbuatan pencucian uang tersebut termasuk kedalam tindak
pidana yang berkaitan dengan perekonomian secara umum dan
bersifat merugikan negara adalah oleh sebab pencucian uang ini
mempunyai pengaruh buruk yang amat besar, seperti instabilitas
sistem keuangan, dan instabilitas sistem perekonomian negara dan
bahkan dunia secara umum karena pencucian uang sebagai kejahatan
transnasional yang modusnya banyak melewati batas-batas
negara. Kejahatan money laundering dapat menyebabkan hilangnya
pendapatan negara dan tidak layaknya pendistribusian beban
pajak, serta praktik pencucian uang dapat menciptakan keadaan
persaingan usaha yang tidak jujur, yang dalam perkembangannya
praktek pencucian uang tersebut akan berimbas kepada lemahnya
sistem finansial masyarakat pada umumnya.

Mengapa tindak pidana perbankan juga yang dapat
mengakibatkan kerugian perekonomian negara, sebab tindak pidana
yang dilakukan oleh bank yang mana tindak pidana ini diciptakan
oleh undang-undang perbankan yang merupakan sebuah larangan
dan keharusan. Tindak pidana perbankan ini diatur dalam UU No.
10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Ketentuan pidana dalam UU ini
diatur di dalam pasal 46, 47, 47a, dan 48. Hal ini menjadi alasan
sehingga tindak pidana ini digolongkan ke dalam tindak pidana
yang berkaitan dengan perekonomian secara umum dan bersifat
merugikan negara. Melihat imbas dari pelanggaran sebagaimana
yang dijelaskan dalam ketentuan pidana maka akan berdampak
kepada dimensi korban yang luas yakni masyarakat dan negara
juga menyerang secara langsung sistem ekonomi yang dianut suatu
bangsa, serta akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada
perbankan dan kehidupan bisnis.

Mengapa tindak pidana di bidang sumber daya alam/lingkungan
hidup juga yang dapat mengakibatkan kerugian perekonomian
negara, sebab tindak pidana di bidang sumber daya alam/lingkungan
hidup misalnya yang terjadi di bidang pertambangan, kehutanan,
perkebunan maupun perikanan, menjadi penyebab utama turunnya
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kualitas lingkungan hidup di Indonesia. Masyarakat menjadi
pihak yang terdampak akibat kerusakan lingkungan, yakni berupa
dampak ekonomi karena hilangnya sumber mata pencaharian, atau
dampak kesehatan karena terjangkit penyakit, serta berdampak
juga bagi pemerintah yakni banyak potensi penerimaan yang hilang
akibat korupsi di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.'*
Untuk itu perlu penegakan hukum terhadap kasus korupsi sumber
daya alam dan lingkungan hidup yang dilakukan secara tegas guna:
memberikan efek jera bagi pelaku, mengembalikan kerugian negara
dan memulihkan lingkungan hidup yang rusak.

Memperhatikan contoh di atas, dapat dipahami bahwa makna
merugikan perekonomian negara adalah suatu perbuatan yang
memungkinkan menjadi penyebab terjadinya kerugian langsung
maupun tidak langsung dalam usaha bersama berdasarkan asas
kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang
didasarkan pada kebijakan Pemerintah yang bertujuan memberikan
manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh
kehidupan rakyat. Selanjutnya, jika diperhatikan pertimbangan
lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Undang-
undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi disebutkan bahwa Tindak Pidana Korupsi dapat
menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan kelangsungan

“Korupsi di sektor SDA menyebabkan kerugian lingkungan yang bersifat masif
dan jangka panjang. Kerugian ini mungkin belum dapat dirasakan dalam waktu
dekat, namun akan berdampak meluas di kemudian hari. Kerusakan lingkungan
tentu akan menimbulkan banyak kerugian seperti, habisnya sumber daya alam,
pencemaran air dan udara, kerusakan lingkungan dll. Kerugian-kerugian itu akan
berdampak besar bagi keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan sekarang
dan akan datang.

Paradigma yang menempatkan lingkungan sebagai obyek eksploitasi
tentunya akan membawa kerusakan lingkungan yang lebih fatal dan berujung
kepada berbagai bencana alam yang akan merugikan. Berdasarkan hasil peta
paduserasi TGHK — RTRWP pada tahun 1999, dari luas kawasan hutan alam diduga
sekitar 120.353.104 Ha, diperkirakan sudah terjadi degradasi hingga mencapai 50
juta Ha. Laju perusakan hutan alam di tahun 1985 - 1997 tercatat 1,6 juta ha per
tahun, pada tahun 1997 - 2000 tercatat 2,8 juta ha per tahun, tahun 2000 - 2003
laju kerusakan semakin tidak terkendali. Akibat hilangnya hutan alam seluas 50
juta ha tersebut, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000
Triliun. Selanjutnya, di tahun 2008 saja, diperkirakan kawasan lahan negara yang
terdegradasi bertambah luas sebesar 77,8 juta ha.
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pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Lebih lanjut,
dengan terhambatnya pembangunan nasional, dapat menyebabkan
lambatnya pertumbuhan perekonomian Negara.!®* Kemudian lagi,
jika diperhatikan dampak perbuatan korupsi yang menyebabkan
kerugian perekonomian Negara, sebagaimana dijelaskan dalam
penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: meningkatnya tindak
pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak
saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada
kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana
korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran
terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat.

Terjadinya kerugian perekonomian negara di dalam tindak
pidana korupsi, juga bisa terjadi dalam hal pengadaan barang dan
jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan untuk
mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, namun
pada pelaksanaannya, banyak menimbulkan permasalahan hukum
dan menyebabkan kerugian negara yang tidak sedikit.'® Untuk
dapat terlaksananya pembangunan tersebut dengan tertib dan
tidak melanggar hukum, pemerintah telah membuat peraturan
dan ketentuan yang mengatur tentang lembaga penyelenggara
pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pemerintah
sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/
Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya

*Sebagai contoh, terhambatnya pembangunan akses jalan menuju suatu
daerah menyebabkan rendahnya pertumbuhan ekonomi didarah tersebut.

5perkembangan perekonomian global saat ini begitu cepat, setiap negara
dituntut untuk menyelenggarakan sistem perekonomiannya secara bersih dan
transparan. Indonesia sebagai bagian dari negara-negara di dunia dalam upaya
memenuhi kebutuhan rakyatnya, membutuhkan interaksi dengan negara lain.
Karena itu, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat berupa
barang, jasa, maupun pembangunan infrastruktur.

Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang
pada Sektor Sumber Daya Alam




dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya
seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Sistem yang
ditetapkan dalam pengadaan barang dan jasa adalah dalam rangka
percepatan pelaksanaan belanja negara guna percepatan pelaksanaan
pembangunan dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai
langkah untuk mempercepat pelayanan publik untuk mewujudkan
kesejahteraan bagi segenap elemen bangsa.

Kerugian perekonomian negara yang harus nyata (actual loss)
bukan perkiraan atau asumsi. Untuk itu perhitungan kerugian
perekonomian negara yang hanya berdasarkan perhitungan ahli saja
dan keterangan ahli tersebut hanya masih bersifat asumsi (belum riil
atau nyata), tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan telah
terjadi tindak pidana korupsi yang menyebabkan terjadinya kerugian
perekonomian negara. Kemudian, jika memperhatikan redaksi Pasal
2 dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “Merugikan
Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” merupakan suatu
hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tetapi jika ditelusuri
dengan seksama kedua hal tersebut adalah dua bagian yang berbeda.
Perekonomian negara ada beberapa unsur di dalamnya, yakni unsur
“usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan” artinya usaha
tersebut didirikan untuk mencapai tujuan bersama dan dibangun
atas rasa saling menolong, dan unsur “usaha masyarakat secara
mandiri”'” Dengan demikian, makna merugikan perekonomian
negara termasuk suatu perbuatan yang memungkinkan menjadi
penyebab terjadinya kerugian langsung maupun tidak langsung
dalam usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun
usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan
Pemerintah yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan
kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Kerugian ekonomi
negara adalah kerugian yang dihitung berdasarkan potensi-potensi

Salah satu cara untuk menerapkan usaha mandiri ialah dengan cara
memproduksi barang dan jasa. yang artinya kegiatan yang berkemampuan berdiri
sendiri dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.
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pendapatan pemerintah yang hilang.'®

Tindak pidana korupsi termasuk dalam lingkup tindak pidana
ekonomi atau sering disebut sebagai tindak pidana khusus, oleh
karena korban dan yang dirugikan adalah negara, sehingga terkait
dengan ketentuan pidana misalnya sebagaimana dalam undang-
undang pertambangan, kehutanan, kelautan, lingkungan dan
lainnya merupakan rumpun tindak pidana yang tidak hanya terkait
dengan kerugian Negara, tetapi terkait dengan hajat hidup orang
banyak yang berdampak pada multidimensi seperti kelangkaan
bahan pokok, pengangguran, pendapatan per kapita, inflasi, dan
hal lainnya yang menimbulkan keresahan di dalam masyarakat
luas, bahkan berdampak meluas menjadi krisis kepercayaan kepada
pemerintah dan Negara.

Pelaku tindak pidana tersebut di atas, biasanya merupakan
yang:

1. pelakunya hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan
kepentingan masyarakat luas;
2. melanggar kebijakan Negara; atau
3. pemerintah tidak mampu menghadapinya karena telah
terkolaborasi dalam tubuh birokrasi dan kebijakan yang
dikeluarkan sudah tentu akan menguntungkan kelompok dan
golongannya.
Untuk itu, menjadi suatu bahan pemikiran bersama, bahwa unsur
perekonomian Negara tidak bisa disamakan dengan perkiraan (potential
loss) akan tetapi kerugian tersebut telah nyata adanya dan dirasakan
oleh masyarakat luas sehingga menjadi real loss/actual loss.'

8Tersangka yang disangka merugikan ekonomi negara bisa dijerat
menggunakan beberapa pasal dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomer 20
Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, di antaranya Pasal 2 dan pasal 3 UU
Tipikor.

®Misalnya, dalam kasus tertentu yang berupa kerugian ekologis yang
menjadi kerugiannya turun temurun, seperti menyebabkan polusi (pencemaran),
kerusakan lingkungan dan menurunnya kesehatan masyarakat di sekitarnya,yang
dampaknya begitu luas, sehingga menyebabkan menjadi sulit dalam pelaksanaan
ganti rugi, rehabilitasi lingkungan, maka hal tersebut diterapkan ketentuan
pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara sebagaimana dalam
tindak pidana korupsi. Oleh karena perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai
extraordinary crime yang disejajarkan dengan kejahatan kemanusian lainnya.
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Ada dua hal yang perlu ditekankan (diperhatikan) agar
kerusakan lingkungan dan biaya pemulihannya dapat dikategorikan
sebagai bagian kerugian keuangan negara yang menyebabkan
terjadinya kerugian perekonomian negara, yakni:

1. mesti dipahami bahwa kerusakan lingkungan disebabkan oleh
suatu yang dalam pembacaan Undang-Undang Anti Korupsi
disebut sebagai kejahatan korupsi, misalnya penyalahgunaan
wewenang;

2. menempatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup,
kekayaan negara, serta keuangan negara sebagai satu kesatuan
dalam melaksanakan perekonomian negara untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat.

Dalam hal ini, sumber daya alam dan lingkungan hidup mesti
dipahami sebagai kekayaan negara yang digunakan dalam
pelaksanaan perekonomian negara. Secara teori, kekayaan negara
adalah semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda
berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak
bergerak, yangdikuasaidan/ataudimilikiolehnegarayangdigunakan
dalam menjalankan perekonomian negara yang tujuannya untuk
memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Dengan demikian,
sumber daya alam adalah kekayaan negara yang jika disalahgunakan
akan menimbulkan kerugian keuangan negara yang pada akhirnya
menyebabkan timbulnya kerugian perekonomian negara.

Perbuatan pelaku korupsi di bidang SDA mesti dilihat dalam
optik, sebagai berikut:

1. SDA dan lingkungan hidup mesti dibaca sebagai bagian dari
kekayaan negara;

2. terjadinya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh
kebijakan pelaku merupakan pelanggaran terhadap UU Anti
Korupsi, misalnya disebut sebagai penyalahgunaan wewenang
atau gratifikasi;

3. kerusakan lingkungan dan biaya pemulihan tersebut mutatis
mutandis merugikan keuangan negara, sehingga mesti
dipertanggungjawabkan oleh pelaku;
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4. kerugian keuangan negara adalah bagian dari penyalahgunaan
kekayaan negara melalui kebijakan yang koruptif;

5. dalam memperluas makna kerugian keuangan negara, majelis
hakim menggunakan interpretasi doktriner.

Modus tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam berbagai
cara, antara lain: menyuap (bribery), penggelapan (embezzlement),
penipuan (freud), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan
(extortion), penyalahgunaan wewenang (abuse of discretion),
pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk
kepentingan perorangan yang bersifat illegal (exploiting a conflict of
interest, insider trading), nepotisme (nepotism), komisi yang diterima
oleh pejabat publik terkait dengan bisnis (ilegal commission),
kontribusi uang secara ilegal untuk partai politik (money politic).
Modus dalam tindak pidana korupsi ini, bukan identifikasi dari
kerugian yang bersumber dari nilai valuasi ekonomi lingkungan
tetapi lebih pada penilaian terhadap penyalahgunaan hak keuangan
negara melalui cara-cara tidak sah.

Valuasi ekonomi lingkungan dihitung dari nilai tertentu
di luar kewajiban keuangan yang menjadi hak negara dengan
mendasarkan pada perhitungan nilai melekat pada komponen SDA
itu sendiri. Jika formulasi kerugian negara dihitungan berdasarkan
kewajiban yang melekat pada mandatori izin atau berdasarkan
hubungan kontrak maka sesungguhnya komponen valuasi ekonomi
lingkungan harusnya menjadi basis utama perhitungan kerugian
negara sehingga perhitungannya dapat diperoleh sebagai berikut?’:

NVEL + Kewajiban Izin/Kontraktual = KN

Dimana:

NVEL = Nilai Valuasi Ekonomi Lingkungan (basis
utama)

Kewajiban Izin/ = Royalty, PNBP, Land Rent, PSDH, DR

Kontraktual

KN = Kerugian Negara

Muhamad Muhdar, 2020, Rekonstrusi Basis Perhitungan Kerugian Negara
Dalam Peristiwa Tindak Pidana Korupsi Pada Sektor Sumber Daya Alam, Jurnal d
Jure, Volume 12 Nomor 1 April 2020, him. 49.
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Total nilai ekonomi lingkungan harus menjadi pertimbangan
sebelum pemberi izin atau menutup hubungan kontraktual dengan
pengguna SDA. Kerumitan pada penggunaan skema ini terletak
pada ketiadaan informasi nilai kekayaan komponen SDA Indonesia.

Pengabaian perhitungan kerugian negara berbasiskan nilai
ekonomi lingkungan dalam kasus tindak pidana korupsi atas
penggunaan SDA berimplikasi pada kesiapan negara negara
memitigasi berbagai risiko lingkungan dan sosial. Pengabaian
tersebut merupakan ancaman kepentingan publik, sekaligus
sebagai ancaman kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya,
meskipun para pengguna SDA telah berlindung di balik hubungan
kontraktual atau izin.

Postur hukum tindak pidana korupsi seharusnya membatasi
diri pada postur norma perhitungan kerugian secara konvensional
tetapi rumusan norma harus dibangun dengan mempertimbangan
perlindungan terhadap hak kepemilikan bersama (common property)
dengan cara mendapatkan perlindungan dari hukum pidana.
Responsivitas sistem hukum pidana korupsi, terutama dalam
menghitung bentuk kerugian negara sudah seharusnya tidak
hanya terbatas pada skema perhitungan biaya mandatori dari
sistem perizinan atau melalui hubungan kontraktual tetapi perlu
memperhitungkan nilai SDA yang hilang. Jika kondisi ini terus
berlangsung maka negara lebih memilih memberikan perlindungan
terhadap investor dengan mengabaikan kewajiban konstitusionalnya
yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah.
Sistem perhitungan ini meniadakan komponen nilai ekonomi
lingkungan yang sesungguhnya memiliki ratio legis sebagai bagian
pertimbangkan penilaian kerugian negara. Rekonstruksi pemaknaan
kerugian negara diperlukan dalam sistem pengaturan tindak pidana
korupsi sebagai respon terhadap kebutuhan pengaturan mengenai
penyelamatan kekayaan negara sesungguhnya demi menghindari
beban ganda atas kerugian negara dari tindak pidana korupsi.
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III1

KORUPSI SUMBER DAYA ALAM

orupsi pada sektor SDA tidak saja merugikan finansial negara
tetapi juga ada kerugian ekologis yang timbul, sehingga perlu
melihat kerugian ekologis yang timbul akibat tindak pidana
korupsi sebagai kerugian keuangan negara, karena pemahaman yang
telah di bangun tentang perluasan makna kerugian keuangan negara
menggunakan tiga metode interpretasi yaitu Ekstensif, Historis,
Sistematis. Untuk itu harus melihat kekayaan negara, keuangan
negara sebagai satu kesatuan, yaitu kekayaan yang di dalamnya pula
sumber daya alam, yang disalahgunakan akan merugikan keuangan
negara.
Proses penerbitan izin' yang panjang dan memerlukan waktu

!Pengaturan perizinan yang terintegrasi sebagai bentuk kebijakan pemerintah
sesuai dengan kewenangannya dalam rangka perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup. Sesuai dengan asas keterpaduan, idealnya tercipta satu sistem
hukum yang secara terintegrasi mengatur aspek-aspek hukum lingkungan dari
sektor-sektor yang dalam pengaturan dan pelaksanannya memilki keterkaitan erat
dengan lingkungan hidup. Perizinan terpadu bidang lingkungan hidup merupakan
instrumen hukum lingkungan yang manfaatnya ditentukan oleh penyelenggaraan
sistem dalam perizinan itu sendiri. Jika perizinan hanya dimaksudkan sebagai
sumber pendapatan bagi pemerintah, namun menimbulkan dampak negatif
bagi lingkungan hidup, hal ini akan mengakibatkan kelestarian fungsi lingkungan
hidup terancam dan dalam jangka panjang pembangunan berkelanjutan sulit
dilaksanakan. Namun demikian, perizinan lingkungan hidup juga tidak boleh
menghambat aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Pembangunan harus tetap
berjalan guna mewujudkan cita-cita nasional yaitu masyarakat adil dan makmur,
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membuat pemohon izin melakukan gratifikasi dengan tujuan
untuk mempermudah mendapatkan izin tersebut (misalnya di
bidang pertambangan). Gratifikasi yang dilakukan kepada pegawai
negeri sipil/penyelenggara negara yang berhubungan dengan
jabatan/kedudukannya dianggap sebagai suap. Indikasi suap dan
manipulasi penerimaan negara dilakukan penyelenggara negara di
tingkat nasional maupun daerah, yang caranya yaitu melalui sektor
penerimaan yang harusnya masuk ke kas negara namun justru
mengalir ke segelintir oknum birokrat atau swasta. Indikasi lainnya
juga bisa terjadi suap dalam hal memudahkan proses perizinan,
seperti diterbitkannya izin usaha pertambangan atas wilayah usaha
pertambangan yang terletak dalam kawasan hutan lindung.

Praktik korupsi di bidang SDA, juga terjadi karena lemahnya
pengawasan dalam pengelolaan sumber daya alam kita saat ini, KPK
mencatat adanya beberapa metode koruptif yang dilakukan antara
lain konflik kepentingan, praktik penyuapan, manipulasi data dan
informasi penyelenggara negara pelaku usaha, serta ketidaktaatan

dengan tetap menyeimbangkan berbagai aspek pendukungnya yaitu peningkatan
ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kemampuan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup.

Sistem perizinan terpadu merupakan wujud nyata dari taat asas dan
konsekuen sebagai bentuk ketegasan atas sistem terpadu yang harus dilaksanakan
dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Penjelasan
umum angka 5 UUPPLH secara eksplisit mencerminkan perizinan terpadu, yakni,
“Upaya Preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu
dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan
dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah
terjadi, dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif,
konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan
hidup yang sudah terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan
satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hiudp yang jelas,
tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi
perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan
lain”.

Sebagai contoh, ketidakterpaduan pengaturan perizinan dalam
pertambangan batubara yang terindikasi dari kewenangan yang diatur secara
sektoral dalam hal persyaratan, prosedur, waktu dan biaya pengurusan perizinan
membuat proses penerbitan izin pertambangan yang panjang dan rumit. Hal
inilah yang kemudian menimbulkan celah terjadinya praktek suap yang dilakukan
oleh pemohon izin usaha pertambangan kepada pejabat yang berwenang untuk
mengeluarkan izin tersebut.
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dalam melaksanakan kewajiban, gratifikasi, penyalahgunaan
wewenang. Tindakan-tindakan tersebut tentunya merusak
pengelolaan SDA, karena praktik-praktik korupsi SDA tidak hanya
akan berdampak pada finansial negara saja tetapi juga pada aspek
ekologisnya tentu akan dirugikan pula. Dalam praktik korupsi SDA
juga tidak jarang Korporasi terlibat didalamnnya. Keterlibatan
Korporasi dalam beberapa kasus korupsi SDA, menjadi suatu sinyal
kuat bagi para penegak hukum untuk terus melakukan progresif
dan mengoptimalkan segala upaya, untuk dapat menjerat Korporasi
yang terlibat korupsi SDA. Menjerat pelaku Korporasi bukan suatu
perkara yang mudah diperlukan kerjasama antar lini yang baik dan
instrumen hukum yang kuat.

Tertangkapnya sejumlah pejabat daerah karena kasus korupsi
terkait izin pengelolaan sumber daya alam, hal tersebut berkaitan
erat mahalnya biaya demokrasi (Pilkada). Pada daerah yang kaya
sumber daya alam memiliki potensi besar meningkatnya korupsi
pada saat (atau menjelang) pemilihan kepala daerah, yakni dengan
mengobral pemberian izin usaha. Pemberian izin kepada Korporasi
membuat pejabat publik tergiur untuk mendapatkan uang dalam
jumlah banyak karena minim mekanisme pengawasan? yang
berlapis-lapis, sehingga izin sektor SDA tersebut “ada harganya”.

Kasus penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan SDA,
diantaranya dalam: Pengelolaan Sumber Daya Kehutanan,
Pengelolaan Sumber Daya Pertambangan Umum, Pengelolaan
Sumber Daya Kelautan, Pengelolaan Sumber Daya Pertambangan
Minyak dan Gas Alam?®.

’Kerawanan praktik korupsi juga terjadi saat pengawasan informasi
mengenai IUP dan perusahaan yang mendapatkan izin tak bisa diakses publik.
Dampaknya, database perusahaan pemegang IUP tak akurat dan pengawasan
IUP, termasuk oleh masyarakat sipil, menjadi lemah. Misalnya, setelah berlaku
UU Pertambangan tahun 2009 masih ada IUP eksplorasi diberikan tanpa lelang.
Pejabat memanipulasi informasi permohonan dengan membubuhkan tanggal
persetujuan jauh lebih awal sebelum Januari 2009.

Korupsi dalam penerbitan izin juga bisa terjadi saat perusahaan memiliki
lebih dari satu IUP namun tak berkegiatan apapun atau malah menyalahgunakan
IUP untuk kegiatan lain misal penebangan hutan.

3Lebih lanjut baca, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2002,
Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan Sumber Daya
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Kasus penyimpangan yang terjadi dalam Pengelolaan Sumber
Daya Kehutanan, diantaranya:

1. adanya kolusi antara petugas dengan pengusaha dalam rangka
pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT) dengan cara
melaporkan jumlah potensi tegangan tegak per blok lebih besar
dari jumlah sebenarnya sehingga pemegang HPH memperoleh
jatah tebang yang lebih besar dari yang seharusnya menurut
Laporan Hasil Cruising (LHC). Sebagai dampaknya potensi
kerusakan hutan produksi menjadi lebih besar;

2. Dalam pengajuan ijin baru maupun perpanjangan HPH,
pengusaha yang bersangkutan harus melampirkan hasil
pekerjaan pemotretan udara, pemetaan, inventarisasi hutan
dan pemetaan batas areal kerja HPH. Pelaksanaan pemotretan
dan pemetaan tersebut dapat dilaksanakan oleh pemegang HPH
sendiri atau pihak ketiga. Dalam kenyataannya pemberi ijin baru
dan perpanjangan ijin HPH tetap diberikan oleh aparat terkait
kepada pemegang HPH walaupun hasil pekerjaan pemotretan
dan pemetaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal
ini terjadi karena adanya kolusi antara aparat terkait dengan
pengusaha HPH maupun pihak ketiga yang melaksanakan
pekerjaan pemotretan dan pemetaan. Dengan ijin HPH tersebut
pengusaha pemegang HPH dapat melaksanakan pengelolaan
hutan tanpa memperhatikan potensi dan batas areal kerja HPH
sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan hutan.

3. Aparat terkait melakukan kolusi dengan pengusaha dalam
pelaksanaan pekerjaan pemotretan dan pemetaan kawasan
hutan lindung, kawasan konservasi lainnya dan beberapa lokasi
lahan kritis dengan menggunakan potret udara citra airbone
radar. Hasil pekerjaan tersebut yang seharusnya tidak diterima
oleh pihak pemberi kerja ternyata tetap diterima walaupun
sebenarnya hasil pekerjaan tersebut tidak memenuhi syarat
kontrak. Dengan hasil yang tidak sesuai dengan kontrak ini

Alam, Badan Pengkajian Keuangan dan Pembangunan Tim Pengkajian SPKN,
Jakarta, him. 12 — 33.
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pemerintah tidak dapat memanfaatkan hasil pemotretan dan
pemetaan secara maksimal untuk melakukan perencanaan,
pengawasan dan penataan kawasan hutan lindung, kawasan
konservasi lainnya dan beberapa lokasi lahan kritis.

4. Pejabat memberikan ijin pertambangan kepada pengusaha
untuk melakukan penambangan terbuka di kawasan hutan
lindung yang mengandung sumber daya tambang, meskipun
bertentangan dengan UU No. 41/1999 dan menimbulkan
dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini dimaksudkan
untuk meningkatkan penerimaan daerah, namun pada
kenyataannya hal tersebut lebih menguntungkan pengusaha
dan oknum pejabat terkait.

5. Adanya kolusi antara petugas dengan perusahaan pemegang
HPH dengan membiarkan kegiatan penebangan hutan yang
tidak memenuhi kriteria/batasan Tebang Pilih Tanam Indonesia
(TPTI) sehingga mengakibatkan kerusakan hutan.

6. Perusahaan perkebunan besar swasta (PPBS) pemegang ijin
pembukaan perkebunan yang telah mendapatkan pencadangan
lahan ribuan hektar, namun tidak melakukan kegiatan
sebagaimana mestinya sehingga banyak lahan yang terlantar,
karena PPBS hanya mengambil kayunya saja. Hal ini terjadi
karena adanya kolusi antara petugas dengan PPBS dalam
pemberian ijin, sedangkan perusahaan yang bersangkutan tidak
memenuhi syarat sebagai PPBS.

7. Hak Pemanfaatan Hasil Hutan (HPHH) vyang diberikan
kepada masyarakat setempat, namun kenyataan di lapangan
dilaksanakan dan diperlakukan sebagai HPH oleh pengusaha
HPH dan dibiarkan oleh aparat terkait. Hal ini terjadi karena
ketidakmampuan masyarakat setempat dari segi permodalan
dan dari segi pemenuhan prosedur yang ditentukan sehingga
masyarakat kehilangan sumber pendapatan tradisional
disamping timbulnya potensi kerusakan hutan.

8. Diameter kayu yang ditebang lebih kecil dari ketentuan
pemerintah, namun dilaporkan sebagai kayu yang berdiameter

III | Korupsi Sumber Daya Alam [EX




10.

11.

12.

13.

lebih besar dari ukuran minimal, sehingga terjadi kerusakan
potensi kayu bulat dan kepunahan potensi hutan lainnya. Hal
ini terjadi karena petugas sengaja tidak mempermasalahkan
penyimpangan tersebut.

. Volume kayu bulat yang ditebang dilaporkan lebih kecil dari

volume sebenarnya dengan cara memanipulasi data Surat
Angkut Kayu Bulat (SAKB) dan Daftar Kayu Bulat (DKB).
Akibatnya informasi mengenai potensi hutan yang belum
ditebang menyesatkan dan dapat mempercepat terjadinya
kerusakan hutan.

Melakukan penebangan di luar blok tebangan (over cutting)
dengan cara memperbesar volume maupun jenis potensi kayu
pada Laporan Hasil Cruising (LHC) dari suatu areal tertentu.
Sebagai dampaknya potensi kerusakan hutan produksi menjadi
lebih besar.

Penebangan dan perdagangan liar (illegal logging) oleh
perusahaan pemegang HPH menimbulkan kerugian finansial
negara dan dampak sosial serta kerusakan sumber daya
hutan dan lahan sehingga akhirnya berdampak terhadap
ketidakseimbangan dan kerusakan ekosistem dalam tatanan
daerah aliran sungai.

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang diperhitungkan lebih
kecil dari sebenarnya dengan memanipulasi jenis kayu yang
ditebang dari hutan negara, dengan melaporkan jenis kayu
yang tarifnya lebih kecil dibanding dengan jenis kayu yang
sebenarnya ditebang. Namun petugas pemeriksa berwenang
berkolusi dengan membiarkan hal tersebut terjadi. Akibatnya
instansi berwenang tidak dapat memonitor keragaman jenis
kayu yang ada pada areal hutan negara.

Pengusaha pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) hanya
menggunakan haknya untuk memanfaatkan kayu tanpa
memenuhi kewajibannya membuka lahan perkebunan maupun
hutan tanaman industri, sehingga menimbulkan degradasi
fungsi hutan. Hal ini terjadi karena adanya persekongkolan
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dengan oknum pejabat terkait.

Kasus penyimpangan yang terjadi dalam Pengelolaan Sumber

Daya Pertambangan Umum, diantaranya:

1.

Praktek pertambangan ilegal (PETI)/pertambangan timah liar/
tambang inkonvensional (TI) yang dilindungi Perda yang jelas-
jelas bermasalah dengan pertambangan dan juga ekspor timah
dalam bentuk biji yang dilakukan oleh PETI/TI, menyebabkan
kerugian yang tidak hanya terbatas pada nilai material/finansial
namun juga terhadap kondisi pertambangan timah yang akan
hancur di kemudian hari dan kerusakan lingkungan yang sulit
untuk dipulihkan.

. Adanya kolusi antara pejabat berwenang dengan pengusaha

menimbulkan penambangan liar dalam pengelolaan sumber
tambang di lokasi yang seharusnya bukan di peruntukan
kegiatan penambangan. Adanya kegiatan penambangan liar
tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.

. Volume produksi yang dilaporkan lebih kecil dari jumlah

sebenarnya karena sebagian hasil produksi dipergunakan
sendiri oleh perusahaan untuk bahan bakar pembangkit listrik.

. Volume galian C yang dilaporkan lebih rendah dari volume

sebenarnya.

. Jenis galian C yang dilaporkan pada Laporan Hasil Galian C

(LHGC) tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

. Perusahaan Kontrak Pengusahaan Penambangan Batubara

(PKP2B) mengurangkan biaya pengangkutan yang tidak wajar
atas hasil penjualan bagian pemerintah sehingga menimbulkan
kerugian bagi pemerintah akibat diperoleh hasil penjualan
batubara yang rendah.

. Menunda perhitungan dan pembayaran royalti Dana Hasil

Penjualan Batubara (DHPB) hingga saat harga penjualan
mengalami penurunan.

Kasus penyimpangan yang terjadi dalam Pengelolaan Sumber

Daya Kelautan, diantaranya:
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. Pengerukan dan ekspor pasir laut dilakukan secara ilegal
karena hanya berbekal Ijin Usaha Pertambangan Pasir Laut
tanpa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal),
namun ekspor tetap dilakukan karena adanya kolusi antara
oknum aparat terkait dengan pengusaha yang bersangkutan
sehingga merusak sumber hayati laut termasuk kesulitan
nelayan menangkap ikan.

. Adanya kolusi antara aparat terkait (pemberi ijin dan pengawas)
dengan pengusaha dengan cara melaporkan kandungan mineral
dan sumber hasil tambang lainnya yang terkandung pada pasir
taut yang tidak sesuai dengan kandungan yang sebenarnya,
sehingga cadangan mineral dan sumber tambang lainnya yang
mempunyai nilai ekonomi tinggi di wilayah yang bersangkutan
hilang.

. Terjadi penangkapan ikan di lokasi yang tidak sesuai dengan
peruntukannya, yaitu adanya pengoperasian kapal-kapal
berkapasitas besar di lokasi yang di peruntukan bagi kapal-
kapal yang berkapasitas lebih kecil. Hal tersebut terjadi karena
adanya kolusi antara pemilik kapal dengan aparat berwenang
sehingga mengakibatkan kerugian bagi nelayan-nelayan kecil
dan kelestarian laut.

. Metode penangkapan tidak sesuai dengan metode yang
di ijinkan instansi berwenang, mengakibatkan volume hasil
tangkapan menjadi lebih besar dari yang seharusnya dan turut
terambilnya ikan yang tidak memenuhi kriteria sehingga
mempengaruhi kelangsungan kelestarian sumber hayati laut.

. Adanya kolusi antara oknum pengawas dengan kapal asing
yang tertangkap mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia,
sehingga mengakibatkan kerugian negara dan kerusakan
sumber hayati laut.

. Pemakaian jaring arat (sejenis pukat harimau) yang
digunakan nelayan-nelayan besar untuk menangkap ikan di
perairan Indonesia yang merugikan nelayan kecil yakni : hasil
tangkap berkurang dan merusak jaring nelayan kecil serta
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7.

merusak sumber daya alam sekurangnya 30 % sumber hayati
laut rusak bahkan hilang. Hal ini terjadi karena adanya kolusi
antara nelayan pemakai jaring arat dengan aparat pemerintah
terkait.

Terjadi kolusi antara oknum aparat dengan eksportir pasir
laut dengan cara melaporkan volume realisasi eksploitasi hasil
laut non ikan berupa pasir laut yang dikeruk dan diekspor
dalam Laporan Realisasi Pengerukan Pasir Laut (LRPPL) lebih
rendah dari volume sebenarnya sehingga batas maksimal pasir
laut yang dikeruk pada suatu lokasi tertentu tidak terkendali
sebagaimana mestinya akibatnya terjadi kerusakan dan
hilangnya sumber hayati laut.

Kasus penyimpangan yang terjadi dalam Pengelolaan Sumber

Daya Pertambangan Minyak dan Gas Alam, diantaranya:

1.

Volume minyak mentah yang diproduksi dilaporkan lebih
kecil dari volume dengan cara melakukan pengukuran dengan
metode dan titik serah (delivery point) yang berbeda.

Volume gas alam yang diproduksi dilaporkan lebih kecil dari
volume sebenarnya karena sebagian dipergunakan sendiri
(bahan bakar pembangkit tenaga listrik).

. Pendistribusian BBM (minyak tanah dan solar) dari

PERTAMINA ke penjual (SPBU) tidak lancar sehingga terjadi
kelangkaan BBM dan harga BBM di masyarakat menjadi lebih
mahal, hal ini terjadi karena adanya pihak-pihak penimbun,
pengoplos dan penyelundup BBM menyalahgunakan delivery
order (DO) yang diperoleh dari PERTAMINA.

. Adanya penimbun BBM yang mengumpulkan dari sejumlah

pangkalan, setelah jumlahnya terkumpul banyak di lokasi
penimbunan BBM dengan harga subsidi itu dijual ke sejumlah
tempat industri atau pabrik, bahkan ada yang dijual ke luar
negeri karena adanya perbedaan harga yang mencolok.

. Kesalahan pengukuran volume minyak mentah dalam

tangki penimbunan yang dapat merugikan keuangan negara.

. Beberapa kalangan industri tertentu terlibat dalam
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penyelundupan BBM dalam hal ini untuk jenis solar, dilakukan
dengan meminta DO jauh lebih besar dari kebutuhannya atau
membeli solar dari pasar liar/agen tertentu, sementara DO
solarnya mereka salah gunakan. Praktek seperti ini melibatkan
oknum PERTAMINA dan aparat.

7. Produksi minyak mentah bagian PERTAMINA dari hasil
Technical Assistance Contract (TAC) tidak diserahkan/ dilaporkan
ke PERTAMINA sehingga merugikan keuangan negara. Hal ini
terjadi karena adanya kelalaian petugas terkait dalam memantau
pelaksanaan kegiatan TAC.

8. Penyerahan langsung atas pengelolaan suatu lokasi kuasa
pertambangan minyak bumi dan gas alam (TAC) kepada
kontraktor/pihak ketiga tanpa didasarkan pada suatu proses
pelelangan sehingga merugikan PERTAMINA/ negara. Hal
ini terjadi karena adanya indikasi kolusi antara pejabat yang
berwenang dalam penyerahan kuasa pertambangan dengan
kontraktor/pihak ketiga.

Memperhatikan hal-hal di atas, terlihat suatu fenomena yang
terjadi dimana daerah-daerah (atau negara) yang kaya sumber
daya alam mengalami sebuah kondisi dimana pertumbuhan
perekonomian mereka tidak sepesat daerah atau negara yang
tidak memiliki kekayaan alam. Kekayaan alam yang dimiliki
justru membawa masyarakat yang hidup dalam daerah (atau
negara) tersebut ke sebuah kondisi yang penuh dengan konflik
dan masyarakatnya hidup di dalam garis kemiskinan. Seakan ada
“kutukan sumber daya alam” yang menjelaskan adanya kegagalan
negara dalam menterjemahkan kekayaan alam menjadi alat
pendorong kesejahteraan masyarakat. Hal ini terjadi pada suatu
daerah (atau negara) yang sifat atau nature dari industri ekstraktif itu
sendiri yang sangat tertutup. Mulai dari awal perencanaan hingga
eksplorasi dan eksploitasi, semuanya serba tertutup. Sangat sulit
untuk memperoleh akses pada data-data penting seperti kontrak,
dokumen izin, dsb. Apalagi data pembayaran dari perusahaan
kepada negara. Sulit untuk mengetahui secara pasti seberapa besar
jumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara
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dari hasil ekstraksi yang dilakukan. Seluruh rantai pengelolaan
sumber daya ini mulai dari pemberian izin hingga pengelolaan dan
pembagian keuntungan kepada negara menjadi hal yang sangat
rentan terhadap praktik-praktik korupsi.*

Kondisi terjadinya transisi demokrasi yang memberikan
struktur kesempatan bagi para yang berlatar belakang sebagai
pengusaha, telah memainkan peran politik yang sangat penting.
Panggung demokrasi sebagai milik para pengusaha di bidang
SDA berhasil melakukan konsolidasi demokrasi atau mereposisi
diri masuk dalam jaringan persekongkolan yang mengandalkan
kekuatan uang dan politik oligarki. Pemilihan Kepala Daerah
merupakan arena membangun strategi jaringan patronase ekonomi
dan politik. Keterlibatan para pengusaha sebagai fenomena politik
dalam dinamika politik. Akibatnya, pasca pilkada, para penyandang
dana tersebut menampilkan diri sebagai pemerintahan bayangan
(shadow government) yang mengontrol kebijakan penguasa,
khususnya terkait dalam pengelolaan sumber daya alam. Penguasa
yang terpilih tersandera oleh kelompok oligarki lokal atau para
predator tambang. Sehingga, pada akhirnya akan menciptakan
praktek exchange resources (pertukaran sumber daya) yang saling
menguntungkan. Penguasa yang terpilih akan me-rental-kan
kekuasaan sementara pengusaha akan memberikan loyalitas kepada
penguasa yang terpilih yang melahirkan pola patron-klien atau
kroni bisnis dan kroni politik.®

Di era kapitalisasi demokrasi dan masifnya politik uang,
menjadikan hanya orang-orang yang memiliki kuasa uang saja
yang berani bertaruh dalam pilkada, atau seorang kandidat yang
dibelakangnya ada sederet pengusaha yang menjadi sponsor

“Pemberian izin dapat dilakukan dengan kongkalikong antara pejabat dan
pengusaha. Dengan demikian, jika pendapatan negara/daerah dari sektor tersebut
tidak dapat diterima secara maksimal dan dikelola dengan baik, maka pendapatan
tersebut tidak akan dapat digunakan untuk mengembangkan daerah penghasil
tersebut dan dana yang diperoleh tersebut tentu tidak akan dapat digunakan
untuk mengembangkan proyek-proyek guna pengentasan kemiskinan.

*Lebih lanjut baca, Deden Koswara, Ahmad Fikri Hadin, Muhammad Erfa
Redhani, (Editor) 2020, Korupsi, Pemilu dan Sumber Daya Alam: Problem dan
Tantangan di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, him. 223 —224.
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yang berani bertaruh dalam pilkada. Sehingga, banyak kasus
penyalahgunaan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang
menyeret sejumlah pejabat daerah terjerat dalam kasus korupsi.
Pejabat daerah me-rental-kan kekuasaan kepada para pengusaha
untuk mendapatkan upeti atau praktik rent-seeking. Pejabat daerah
yang terpilih dalam Pilkada melakukan kick back atau balas budi
politik terhadap orang-orang yang telah menyuplai dana selama
proses Pilkada.®

Memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan terdahulu, tindak
pidana korupsi di bidang SDA memiliki dampak’ yang dapat
dikelompokkan ke dalam: dampak ekonomi, sosial dan kemiskinan
masyarakat, runtuhnya otoritas pemerintah, politik dan demokrasi,
penegakan hukum, serta kerusakan lingkungan. Mengacu pada
dampak-dampak yang ditimbulkan maka perlu adanya upaya
penyelamatan sumber daya alam Indonesia dan penanganan TPK
SDA.

Korupsi yang melibatkan sektor swasta, misalnya Korporasi
sering melakukan penyuapan kepada pejabat untuk memperoleh
izin usaha dan pembukaan lahan, atau atau Korporasi bisa
juga disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi,

¢l bid.

’Dampak ekonomi meliputi lesunya pertumbuhan ekonomi karena
pengelolaan sumber daya alam hanya dikuasai pihak-pihak tertentu terutama
yang dekat dengan penguasa dan menurunnya pendapatan negara dari sektor
pajak.

Dampak sosial dan kemiskinan Masyarakat, misalnya menyebabkan mahalnya
harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat karena
aset daerah tidak merata pemanfaataannya, demoralisasi.

Dampak runtuhnya otoritas pemerintah meliputi matinya etika sosial
dan politik, peraturan dan perundangan tidak efektif, birokrasi tidak efisien,
sehingga tidak tercapai optimalisasi dalam mewujudkan tujuan negara untuk
kemamkmuran rakyat.

Dampak terhadap politik dan demokrasi, diantaranya meliputi kurang
adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, munculnya pemimpin
yang korupsi.

Dampak terhadap penegakan hukum, yakni menjadikan fungsi pemerintahan
yang mandul, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap penegakan hukum.

Dampak kerusakan lingkungan, yakni menurunnya kualitas lingkungan dan
menurunnya kualitas hidup rakyat dan kualitas lingkungan hidup.
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menampung hasil korupsi, dan melakukan tindak pidana pencucian
uang. Tindak pidana korupsi, dan tindak pidana di sektor sumber
daya alam (seperti kehutanan dan lingkungan hidup), dapat
menjadi sumber utama pencucian uang (predicate crime). Tipologi
tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada praktiknya banyak
juga menggunakan perusahaan dalam bentuk menyalahgunakan
perusahaan yang dikendalikan (concealment within business structure),
misuse of legitimate busines, dan memanfaatkan kemudahan di negara
lain. Dalam suatu tindak pidana, Korporasi bisa sebagai pelaku
pencucian uang, disalahgunakan pelaku, atau sebagai tempat untuk
menerima hasil tindak pidana. Selain itu, perusahaan seringkali
dijadikan sarana bagi beneficial owner (pemilik manfaat) untuk
bersembunyi, walaupun sudah ada larangan untuk membuat
nominee arrangement.
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IV

UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DAN TPPU PADA SEKTOR
SUMBER DAYA ALAM

encucian uang merupakan  suatu upaya untuk
menyembunyikan atau menyamarkan uang/dana yang
dihasilkan dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana,
yang berdasarkan Pasal 2 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya
disingkat dengan UU-TPPU) maksud untuk menyembunyikan,
atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah
menjadi harta kekayaan yang sah.! Mekanisme pencucian uang,

!Pasal 2 UU-TPPU, berbunyi:

(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak
pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkotika; d. psikotropika; e.
penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang
perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j.
kepabeanan; k. cukai; I. perdagangan orang; m. perdagangan senjata
gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; g. penggelapan; r.
penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang
perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup;
y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang
diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang
dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di
luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana
tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

(2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/
atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan
terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan
sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.
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dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

Penjelasan Pasal 2 UU-TPPU, menjelaskan:
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “penyuapan” adalah penyuapan sebagaimana
dimaksud dalam undang- undang mengenai tindak pidana suap.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “penyelundupan tenaga kerja” adalah
penyelundupan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja
Indonesia di luar negeri.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “penyelundupan  migran” adalah
penyelundupan migran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
mengenai keimigrasian.

Huruf g
sampai dengan Huruf k Cukup jelas.

Huruf |
Yang dimaksud dengan “perdagangan orang” adalah perdagangan
orang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana dan undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana
perdagangan orang.

Huruf m
Yang dimaksud dengan “perdagangan senjata gelap” adalah
perdagangan senjata gelap sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah
“Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Staatsblad 1948:
17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun
1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Yang dimaksud dengan “penculikan” adalah penculikan sebagaimana
dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Huruf p sampai Huruf t
Cukup jelas.

Huruf u
Yang dimaksud dengan “prostitusi” adalah prostitusi sebagaimana
dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-
undang mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
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1. Penempatan (placement), yakni merupakan upaya menempatkan
uang yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan
(financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan.
Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses
pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber
kejahatannya.

2. Pemisahan/pelapisan (layering), yakni merupakan upaya
memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui
beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan
atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat
proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi
tertentu ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang
kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan
jejak sumber dana tersebut.

3. Penggabungan  (integration), yakni merupakan upaya
menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah
ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering)
yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah,
untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali
kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan
tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap
karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke
dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku
tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil
kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak
hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.
Pencucian uang dalam prakteknya tidak harus terdiri dari

ketiga tahapan tersebut, namun bisa saja pelaku tindak pidana tidak

Huruf v
Cukup jelas.
Huruf w sampai dengan huruf z
Cukup jelas.
Berdasarkan ketentuan ini, maka dalam menentukan hasil tindak pidana,
Undang-Undang ini menganut asas kriminalitas ganda (double criminality).
Ayat (2)
Cukup jelas.
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menempatkan hasil kejahatannya ke dalam sistem keuangan formal
(placement) dalam rangka menghindari pendeteksian oleh otoritas
terkait sehingga mereka memilih untuk langsung menggunakan
uangnya untuk pembelian aset (integration) yang diatasnamakan
orang lain.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan suatu
tindak pidana lanjutan (follow up crime) dari kelanjutan tindak
pidana asal (predicate crime). Terkait dengan tindak pidana pencucian
uang ini, tidak harus dibuktikan terlebih dahulu kejahatan asal
(predicate crime) karena pencucian uang merupakan tindak pidana
yang berdiri sendiri (as a separate crime). Dakwaan tindak pidana
asal dengan tindak pidana pencucian uang harus dipandang dua
kejahatan meskipun dari kronologi perbuatan tidak mungkin
ada kejahatan pencucian uang tanpa ada kejahatan asal, sehingga
dakwaan harus disusun secara kumulatif. Untuk melakukan
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara TPPU
tetap harus didahului dengan adanya tindak pidana asal?, namun
tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu.
Makna frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” bukan berarti
tidak perlu dibuktikan sama sekali, akan tetapi TPPU tidak perlu
menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah
memperoleh kekuatan hukum tetap. Penyusunan dakwaannya
TPPU dapat dijadikan satu berkas dengan tindak pidana asalnya
maupun dipisah dengan tindak pidana asalnya (baik tindak pidana
asalnya sudah dibuktikan maupun belum).

Pelaku TPPU, padaumumnyaberusahauntuk menyem-bunyikan
atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil

’Penyusunan dakwaan TPPU tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu tindak
pidana asalnya atau biasa disebut Stand-alone Money Laundering merupakan
pencucian uang yang dapat berdiri sendiri dengan mengacu pada penuntutan
tindak pidana pencucian uang secara tunggal, tanpa harus menuntut tindak
pidana asal. Hal ini dapat sangat relevan antara lain:

a. ketika tidak ada cukup bukti dari tindak pidana asal tertentu yang

menimbulkan hasil kejahatan; atau

b. dalam situasi dimana terdapat kekurangan pada wilayah hukum atas

terjadinya tindak pidana asal. Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak
pidana kemungkinan telah dicuci oleh terdakwa (self-laundering) atau
oleh pihak ketiga (third party money laundering).
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dari tindak pidana dengan berbagai cara agar sulit ditelusuri oleh
Aparat Penegak Hukum. Berdasarkan hubungan pelaku tindak
pidana asal dengan TPPU, diantaranya: a. Self Laundering, yakni
pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang terlibat dalam
perbuatan tindak pidana asal, dan b. Third Party Money Laundering
yakni pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang tidak terlibat
dalam perbuatan tindak pidana asal. Selanjutnya, terkait dengan
tempat terjadinya yaitu Foreign Money Laundering, yakni merupakan
pencucian uang yang dilakukan di luar yurisdiksi tempat terjadinya
tindak pidana asal. Hal ini dilakukan guna menyulitkan aparat
penegak hukum dalam menelusuri hasil tindak pidana.

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU-TPPU),
membedakan TPPU dalam tiga jenis, yakni:

1. Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif (TPPU Aktif).

TPPU Aktif terdapat dalam Pasal 3 UU-TPPU® dan Pasal 4 UU
-TPPU*. Disebut sebagai TPPU aktif, karena adanya perbuatan
aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan
hasil tindak pidana.

Jika diperhatikan rumusan Pasal 3 UU-TPPU dan Pasal 4 UU-

3Pasal 3 UU-TPPU, berbunyi:

Setiap Orang vyang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa
ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau
surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya
atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana
Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah).

4Pasal 4 UU-TPPU, berbunyi:

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul,
sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang
sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana
penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah).
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TPPU, dapat diuraikan unsur-unsurnya® sebagai berikut:
Unsur TPPU dalam Pasal 3 UU-TPPU

Unsur TPPU Penjelasan
Setiap Orang Orang perseorangan (natural person) atau
Korporasi (legal person)
Menempatkan Kata menempatkan berasal dari bahasa

aslinya “to place”. Ketentuan ini terutama
terkait dengan atau ditujukan kepadatindakan
menempatkan uang tunai pada penyedia
jasa keuangan seperti bank. Sepanjang
hal ini menyangkut bank, pengertian
“menempatkan” disini sama artinya dengan
pengertian “menyimpan” atau “to deposit”
uang tunai. Berdasarkan UU Perbankan,
bahwa yang dimaksud dengan dan yang telah
ditempatkan atau disimpan pada bank disebut
“simpanan” yang dapat berupagiro, deposito,
sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk
lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Mentransfer Kata “mentransfer” dalam istilah perbankan
yang terkait dengan dana atau fund. Untuk
dapat melakukan transfer, maka dana harus
sudah berada di dalam suatu rekening atau
sudah sebagai simpanan. Berdasarkan
UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer
Dana dikatakan bahwa transfer merupakan
rangkaian kegiatan yang dinilai dengan
perintah dari si pengirim asal yang bertujuan
untuk memindahkan sgjumlah dana kepada
penerima.

Mengalihkan Kata “mengalihkan” yang berkata dasar alih
berarti pindah, ganti, tukar atau ubah. Dengan
demikian tindakan mengalihkan sama dengan

SPPATK, 2018, Tipologi Pencucian Uang: Berdasarkan Putusan Pengadilan
Pencucian Uang Tahun 2017, Laporan Hasil Riset, Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan Indonesia, him. 8 — 13.

Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang
pada Sektor Sumber Daya Alam




tindakan memindahkan, mengganti, menukar
atau mengubah posisi atau kepemilikan atas
harta kekayaan.

Membelanjakan

Kata Membelanjakan berarti suatu tindakan
dalam rangka membeli barang atau jasa (to

spend).

Membayarkan

Adalah menyerahkan sgiumlah  uang/
harta kekayaan kepada pihak lain. Kata
membayarkan  bukan  hanya  sekedar
membayar ketika membeli barang atau jasa
sgja, hamun juga dapat digunakan untuk
membayar atau melunasi kewajiban, misalnya
kewajiban membayar hutang.

Menghibahkan

Menghibahkan memililiki arti mengalihkan
kebendaan Harta Kekayaan secara cuma-
cuma atau tanpa syarat atau juga dapat berarti
seperti yang dicantumkan dalam Pasal 1666
KUH Perdata.

Menitipkan

Kata menitipkan (to bail) atau dalam hukum
perdata sama dengan “to deposit” yaitu
menyerahkan pengelolaan atau penguasaan
atas benda dengan janji untuk dimintakan
kembali atau sebagaimana diatur dalam
KUH Perdata. Cara menitipkan dapat berupa
menyewa safe deposit box dari bank dimana
pelaku menitipkan barang perhiasan, surat
utang negara (obligasi pemerintah) bahkan
berupa uang tunai di dalam safe deposit box
tersebuit.

Membawa K eluar
Negeri

Membawa Keluar Negeri adalah tindakan
membawa Harta Kekayaan secara fisik keluar
dari negara Indonesia (ke luar negeri).
Pengertian kata membawa juga dapat
dilakukan dengan cara mengangkut, memuat,
memindahkan atau mengirimkan.
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Mengubah Bentuk

Kata Mengubah berarti perbuatan yang
mengakibatkan terjadinya perubahan suatu
benda (struktur, volume, massa, unsur, warna,
rupa, dsb).

Menukarkan
dengan Mata Uang
atau Surat Berharga

Kata menukarkan berarti  memberikan
sesuatu supaya diganti dengan yang lain.
Daam ha ini, pelaku dapat menukarkan
Harta Kekayaan dengan mata uang lama atau
dengan Surat Berharga. Kegiatan penukaran
uang lazimnya dilakukan pedagang valuta
asing dan bank, sedangkan penukaran surat
berharga biasa dilakukan di pasar modal dan
pasar uang.

Atau Perbuatan
Lain

Perbuatan selain dari pada yang telah
tercantum di atas, ha ini guna untuk
menampung jenis perbuatan lain yang
mungkin saja dapat terjadi dalam melakukan
Tindak Pidana Pencucian Uang dengan
maksud menyembunyikan atau menyamarkan
asal usul harta kekayaan.

Harta Kekayaan

Semua benda bergerak dan tidak bergerak,
baik yang berwujud maupun yang tidak
berwujud, yang diperoleh secara langsung
maupun tidak langsung.

Yang diketahuinya
atau patut
diduganya
merupakan hasil
tindak pidana

Suatu keadaan dimana seseorang mengetahui
secara jelas dan pasti atau setidak-tidaknya
dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau
informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang
atau harga kekayaan merupakan hasil dari
suatu perbuatan melawan hukum.
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Unsur TPPU dalam Pasal 4 UU-TPPU

Unsur TPPU

Penjelasan

Setiap Orang

Orang perseorangan (natural person) atau
Korporasi (legal person)

Menyembunyikan

Kata menyembunyikan berarti menyimpan
(menutup dan sebagainya) supaya tidak
terlihat atau sengaja tidak memperlihatkan
(memberitahukan) yakni kegiatan yang
dilakukan dalam upaya agar orang lain
tidak akan tahu asal usul harta kekayaan
berasal, antara lain tidak menginformasikan
kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan
mengenai asal usul sumber dananya dalam
rangka penempatan (placement), selanjutnya
berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan
(uang) dari pelaku kejahatannya melaui
pentransferan baik di dalam maupun ke luar
negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau
melalui perusahaan fiktif yang diciptakan
atau perusshaan ilegal dan seterusnya
(layering). Setelah proses placement dan
layering dilakukan, biasanya pelaku dapat
menggunakan harta kekayaannya secara
aman baik untuk kegiatan sah atau illegal
(integration). Dalam  konteks  money
laundering, ketiga tahapan tidak harus semua
dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan
placement, layering atau placement langsung
ke integration.

Menyamarkan

Kata menyamarkan memiliki arti menjadikan
(menyebabkan dan sebagainya) samar atau
mengelirukan, menyesatkan atau perbuatan
mencampur uang haram dengan uang
halal agar uang haram nampak seolah-olah
berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan
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uang haram dengan mata uang lainnya dan
sebagainya.

Harta Kekayaan Semua benda bergerak dan tidak bergerak,
baik yang berwujud maupun yang tidak
berwujud, yang diperoleh secara langsung
maupun tidak langsung.

Suatu keadaan dimana seseorang mengetahui
secara jelas dan pasti atau setidak-tidaknya
dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau

vang diketahuinya || cood vang dimiliki bahwa sgjumlah

3:33 p;u; uang atau harga kekayaan merupakan hasil
merL? algan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum Asa
nerupax usul Kata asal usul mengarah pada risaah
tindak pidana

transaksi dari mana sesungguhnya harta
kekayaan itu berasal.

Kata sumber mengarah pada transaksi yang
Sumber mendasari, seperti hasil usaha, g&ji, fee,
honor , infag, hibah, warisan dan sebagainya.

Kata lokasi mengarah pada pengidentifikasian
Lokasi letak atau posisi harta kekayaan dengan
pemilik yang sebenarnya.

Kata peruntukan mengarah pada pemanfaatan
harta kekayaan.

Pengalihan hak-hak adalah cara untuk
Pengalihan hak-hak | melepaskan diri secara formal atas
kepemilikan harta kekayaan.

Kepemilikan yang sebenarnya mengandung
Kepemilikanyang | makna bukan hanya terkait dengan aspek
sebenarnya formalitas tetapi juga secara fisik atas
kepemilikan harta kekayaan.

Peruntukan

2. TPPU Pasif.

Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif terdapat dalam Pasal 5 ayat
(1) UU TPPU®. Dinamakan tindak pidana pencucian uang pasif

SPasal 5 ayat (1) UU-TPPU, berbunyi:
Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan,
pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau
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karena tidak adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan
dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana.

Jika diperhatikan rumusan Pasal 5 ayat (1) UU-TPPU, dapat
diuraikan unsur-unsurnya’ sebagai berikut:

Unsur TPPU Penjelasan

Kata menerima (bersifat pasif) memiliki arti
Menerima mendapat atau menampung dan sebagainya
sesuatu yang diberikan atau dikirimkan.

Kata menguasai berarti berkuasa atas,
memegang kekuasaan atas (suatu) atau

Menguasa mengendalikan secara langsung atau tidak
langsung.
Perbuatan yang memiliki motif untuk
Menggunakan memperolen manfaat atau keuntungan

melebihi kewajaran.
Suatu keadaan dimana seseorang mengetahui
secara jelas dan pasti atau setidak-tidaknya

Yang diketahuinya

a'Fau patut dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau
diduganya . . o .

. informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang
merupakan hasil atau harga kekayaan merupakan hasil dari
tindak pidana g &y b

suatu perbuatan melawan hukum.

3. Mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang.

Dalam Pasal 4 UU TPPU, dikenakan pula bagi mereka yang
menikmati hasil tindak pidana pencucian uang. Dalam pasal
tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang
dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menyembunyikan
atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan,
pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas
Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda
paling banyak Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).

’PPATK, 2018, Tipologi Pencucian Uang: Berdasarkan Putusan Pengadilan
Pencucian Uang Tahun 2017, Laporan Hasil Riset, Pusat Pelaporan dan Analisis
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merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan
pencucian uang.

Tindak pidana asal yang terkait dengan TPPU yang tindak
pidananya terkait dengan tindak pidana di bidang SDA, diantara:
tindak pidana korupsi, penyuapan, di bidang kehutanan, di bidang
lingkungan hidup dan di bidang kelautan dan perikanan.

No. | Tindak PidanaAsal Regulasi

1. | Korups UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

2. | Penyuapan UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak

PidanaSuap jo. UU Nomor 31 Tahun 1999
jo. UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3. | Di Bidang Kehutanan | UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang
K ehutanan dan UU Nomor 18 Tahun 2013
tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan

4. | Di Bidang UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Lingkungan Hidup Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

5. | Di Bidang Kelautan | UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang
dan Perikanan Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan dan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2014 tentang K elautan

Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dijelaskan
bahwa tindak pidana korupsi mencakup beberapa Kklasifikasi
perbuatan, antaralain: perbuatan memperkayadiri sendiriatau orang
lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau jabatan
yang dapat merugikan keuangan negara menyuap pegawai negeri
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atau penyelenggara negara, menyuap hakim, penggelapan dalam
jabatan, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang dalam
Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana penyuapan diatur dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap jo. Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam
Undang-Undang tindak pidana suap disebutkan bahwa yang
dimaksud dengan tindak pidana suap a quo adalah tindak pidana
suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah
ada. Undang-Undang ini mempidanakan barang siapa memberi
atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk
membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat
sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau
kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Kehutanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999. Tindak pidana di bidang kehutanan mencakup perbuatan
merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon secara
ilegal, membakar hutan, memungut hasil hutan tanpa izin,
mengangkut hasil hutan tanpa dokumen yang sah, mengangkut
tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi Undang-Undang
dan perbuatan lainnya yang terkait dengan kehutanan. Khusus
untuk perusakan hutan diatur dalam Undang-Undang tersendiri,
yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Tindak pidana di bidang lingkungan hidup diatur dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tindak pidana di bidang lingkungan
hidup mencakup perbuatan mengakibatkan dilampauinya kriteria
baku kerusakan lingkungan hidup, mengedarkan produk rekayasa
genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan, pengelolaan limbah B3 tanpa izin,
melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin,
pembakaran lahan, melakukan usaha tanpa izin lingkungan dan
perbuatan lainnya yang dapat mengancam kelestarian lingkungan
hidup.
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Tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan diatur dalam
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Bentuk tindak pidananya antara lain: penggunaan alat penangkap
ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya
ikan, pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa memiliki izin,
pemalsuan izin usaha perikanan, dan perbuatan lainnya yang terkait
dengan bidang perikanan dan kelautan.

Kasus-kasus korupsi di bidang SDA lebih kepada pemenuhan
kewajiban keuangan dari pengguna SDA kepada kas negara. Sektor
kehutanan, pertambangan mineral dan batubara, perkebunan,
perikanan, minyak dan gas bumi tidak luput dari peristiwa
tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dilakukan terhadap
pembayaran royalti yang menjadi hak negara, penyalahgunaan pajak,
tidak membayar land rent, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) SDH,
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan berbagai pendapatan
negara lainnya. Komponen pendapatan negara inilah yang menjadi
basis penentuan kerugian negara pada sektor SDA.

Basis perhitungan kerugian negara sebagaimana yang
digambarkan di atas menunjukkan bahwa regulasi saat ini hanya
menyasar perhitungan nilai sejumlah uang sebagai hak keuangan
negara dengan mengabaikan unsur kekayaan negara. Pengaturan
dan pemaknaan demikian menimbulkan bias konsepsi, dalam
politik hukum negara (konstitusi) yang menyebutkan bahwa
“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara...” Kekaburan dari sisi konseptual dan praksis
dalam pemaknaan kerugian negara dalam sudut pandang tindak
pidana korupsi sesungguhnya tidak terkonfirmasi secara nalar atas
wilayah perlindungan hukum pidana dengan mendasarkan praktek
penggunaan SDA yang eksploitatif dan menurunkan nilai kekayaan
SDA Indonesia.

Tindak pidana korupsi telah menjangkau hampir seluruh
sektor SDA, di antaranya sektor kehutanan, pertambangan, dan
perkebunan. Beberapa temuan misalnya, volume besar produksi
kayu yang tidak dilaporkan, manipulasi informasi tentang produksi
kayu dan pengumpulan penerimaan bukan pajak. Pengumpulan
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pendapatan non-pajak tidak diarahkan untuk kepentingan publik
yang lebih luas, dan sebagai kerugian bagi negara akibat salah
kelola, yang menyebabkan kerugian di sektor kehutanan masih
cukup besar.

Sektor pertambangan mineral dan batubara yang juga
merupakan kegiatan yang rentan terhadap tindak pidana korupsi.
Potensi korupsi bidang ini, dapat berupa terdapat kekurangan bayar
pajak tambang di kawasan hutan, potensi penerimaan yang hilang
akibat persoalan administratif dan buruknya sistem perizinan,
termasuk terdapat tunggakan PNBP. Di sektor perkebunan sawit,
ditemukan potensi pajak yang tidak terpungut oleh pemerintah
pemerintah hanya mampu memungut sebahagian saja. Pada
bidang extractive, kasus korupsi terjadi mulai saat decision to extract,
awarding, extraction operation and regulation, revenue collection, revenue
management, and revenue spending and social project. Perhitungan-
perhitungan kerugian di atas terbatas pada perhitungan hak negara
yang mesti diterima sebagai pendapatan tetapi disimpangi oleh
pelaku tindak pidana korupsi. Kejahatan yang telah melibatkan
berbagai struktur penyelenggara negara dan pengguna SDA tidak
tepat jika hanya dinilai menurut kewajiban finansial atas mandat
sistem perizinan dan hubungan kontraktual tanpa melihat variabel-
variabel lain yang sesungguhnya memerlukan tempat tersendiri
dalam substansi hukum yaitu berkurangnya nilai sumber daya alam
itu sendiri.

Praktek pemanfaatan SDA dengan cara “melepaskan” tanggung
jawab negara kepada investor memberikan pesan bahwa negara
hanya menginginkan pendapatan dari kewajiban keuangan investor
tanpa memperhitungkan berbagai nilai yang hilang atas penggunaan
SDA. Hukum seharusnya sebagai instrumen proteksi kepentingan
kolektif yang mengusung keadilan atas penggunaan kekayaan
negara, perlindungan lingkungan dan masyarakat atas kegiatan
extractive. Hukum sebagai instrumen otoritas negara dalam
kapasitasnya penguasa “bumi dan air yang terkandung di dalamnya”
harus dijalankan sebagaimana seharusnya. Analisis social economic
cost benefit analysis dan analisis pertimbangan aspek the social cost
of environmental damage to quality of life, merupakan fase awal dalam
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memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan
pengelolaan kekayaan negara. Risk analysis saat pemberian izin
atau konsesi tertentu kepada investor harus dilakukan secara ketat
sebagai wujud tanggung jawab negara menjaga “tanah air”.

Nilai valuasi ekonomi lingkungan dapat dihitung melalui
konversi dengan menggunakan hitungan tertentu.® Perhitungan nilai
kerugian atas penggunaan SDA dapat ditentukan melalui kondisi
nilai saat ini maupun perhitungan nilai dan kerugian pada masa
yang akan datang. Implikasi atas pengabaian perhitungan kerugian
negara atas nilai SDA yang hilang berpotensi menimbulkan dua
kerugian sekaligus, yaitu negara tidak mendapatkan pengembalian
uang hasil dikorupsi dan ada beban baru bagi pemerintah untuk
menanggulangi biaya-biaya sosial, termasuk lingkungan yang
telah dirusak oleh koruptor. Kegagalan negara dalam melindungi
elemen kekayaan melalui tindakan pembiaran (tidak mengatur)
menunjukkan adanya kekeliruan dalam manajemen pengelolaan
asset publik.

Keunggulan SDA vyang besar seharusnya menjadi basis
keunggulan geostrategis, geoekonomi, geopolitik dan justru
tidak menurunkan nilai kompetitifnya. Jika komponen SDA yang
terbuang/hilang tidak dimasukkan sebagai variabel perhitungan
kerugian negara pada peristiwa tindak pidana korupsi maka
sesungguhnya negara tidak melakukan perhitungan yang tepat
saat menyetujui investasi pertambangan batubara. Masalah krusial
lainnya adalah dampak sosial yang ditinggalkan sebagai sebab tidak
melakukan kewajiban pengelolaan lingkungan. Masyarakat akan
memikul biaya-biaya sosial, baik selama fase pertambangan maupun
saat pertambangan memasuki fase pascatambang. Pada fase ini,
masyarakat harus menyesuaikan diri dengan kondisi rona akhir
yang pasti tidak mudah oleh karena berpotensi pada perubahan
pola kegiatan ekonomi, sosial, dan keamanan area hunian.

Pemanfaatan sumber daya kehutanan, terutama kegiatan di
sektor kehutanan maupun di luar sektor kehutanan juga menghadapi
masalah yang relatif sama dengan kegiatan pertambangan mineral

8Lihat, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 tahun 2012 tentang
Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Hutan.
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dan batubara meskipun daya rusaknya lebih rendah dibandingkan
pertambangan batubara. Kegiatan reboisasi dan revegetasi yang
baik dapat menghadirkan kembali formasi pepohonan meskipun
tidak akan pernah sama dengan rona awal. Kegiatan pengusahaan
kayu dengan menggantungkan pada kewajiban keuangan tertentu
akan semakin bermasalah dalam memberikan penilaian yang dapat
dikonversi secara ekonomi.

Satuan volume kayu terjual dengan mendasarkan pada
kewajiban tertentu harus dapat menggambarkan nilai kayu
sesungguhnya, fungsi tegakan kayu terhadap keseimbangan
ekosistem, dan masa pulih yang dibutuhkan sampai menghadirkan
kondisi ekosistem hutan sebagai penunjang kehidupan. Kerawanan
atas penggunaan kawasan hutan dapat menambah masalah
bilamana digunakan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan di
antaranya kegiatan pertambangan melalui mekanisme izin pinjam
pakai kawasan hutan. Kegiatan pertambangan di kawasan hutan
memiliki daya rusak yang berpotensi tidak menghadirkan daya
pulih bagi kembalinya ekosistem hutan. Pertambangan batubara
akan meninggalkan lubang, ini artinya tidak memungkinkan adanya
kegiatan reklamasi dan revegetasi. Pada peristiwa tertentu, bukan
saja kegiatan revegetasi yang gagal dilakukan di ex-pertambangan
tetapi justru status hukum kawasan hutan berubah menjadi
kawasan non-budidaya kehutanan atau menjadi area penggunaan
lain. Proses perubahan status kawasan hutan menjadi kawasan non
kehutanan merupakan salah satu modus tindak pidana korupsi di
sektor kehutanan.

Syarat terpenuhinya kualifikasi hukum sebagai delik korupsi,
yaitu melakukan perbuatan melawan hukum, menguntungkan
diri sendiri atau orang lain/Korporasi, dan ada unsur kerugian
negara. Unsur kerugian negara merupakan bagian utama sebagai
peneguhan adanya akibat hukum. Dari sisi teks, terdapat tiga area
perdebatan dalam memaknai kerugian negara menurut tindak
pidana korupsi, terutama disparitas pemaknaan terhadap definisi
“kerugian negara”, “kerugian keuangan negara” dan “kekayaan
negara.” Ketidakseragaman dari sisi legal term tidak saja berhadapan
dengan kerumitan menentukan kualifikasi hukum tetapi juga
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membangun alasan bahwa nilai kekayaan SDA bukan bagian
dari kekayaan negara. Perbedaan dari sisi teks dapat diselesaikan
dengan proses harmonisasi ketentuan perundang-undangan yang
memiliki ketidaksesuaian antar norma di dalamnya, tetapi tafsir
atas teks justru akan menghadapi kendala bilamana justru ada
dalam peristiwa tetapi teks hukum tidak tersedia, dalam hal ini,
apakah komponen SDA disebut kekayaan negara atau bukan sebagai
kekayaan negara. Pertanyaan berikutnya, saat kapan SDA mulai
dihitung sebagai kekayaan negara dan elemen SDA mana yang
dianggap sebagai kekayaan. Diskursus objek ini penting diajukan
oleh karena berpengaruh pada penentuan identitas dari suatu objek
hukum atau bukan sebagai objek hukum. Kejelasan objek hukum
akan berpengaruh terhadap basis perhitungan penerimaan negara
sekaligus sebagai basis perhitungan kerugian negara.

Beberapa ketentuan perundang-undangan mengatur mengenai
definisi kerugian negara, seperti dalam UU No. 31 Tahun 1999/UU
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Pasal 2), UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Pasal 1 angka 22), UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan (Pasal 1 angka 15), dan UU No. 7 Tahun 2006 tentang
Pengesahan UNCAC. Namun demikian, dalam basis perhitungan
kerugian negara tidak sama antara satu sama lainnya. Ini dapat
dilihat dari Tabel di bawah ini:

No. Ketentuan terkait Objek kerugian

1. | UU No. 31 Tahun 1999/ | Keuangan negara atau perekonomian
UU No. 20 Tahun 2001 | negara.
Tentang Pemberantasan

Tindak pidana Korupsi

2. | UU No. 17 Tahun 2003 | Dari sisi obyek yang dimaksud dengan
Tentang Keuangan Keuangan Negara meliputi semua hak
Negara dankewagjibannegarayangdapat dinilai

dengan uang, termasuk kebijakan dan
kegiatan dalam bidang fiskal, moneter
dan peengelolaan kekayaan negara
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yang dipisahkan, serta segala sesuatu
baik berupa uang, maupun berupa
barang yang dapat dijadikan milik
negara berhubung dengan pel aksanaan
hak dan kewajiban tersebut.

UU No. 1 Tahun 2004

Keuangan negara, termasuk investasi

United Nations
Convention Against
Corruption, 2003

tentang Perbendaharaan | dan kekayaan yang dipisahkan, yang
Negara ditetapkan dalam APBN dan APBD.

UU No. 7 Tahun 2006 “Property” shall mean assets of
Tentang Pengesahan every kind, whether corporea or in-

corporeal, movable or immovable,
tangible or intangible, and legal
documents or instruments evidencing
title to or interest in such assets

UU No. 15 Tahun
2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan

Semua hak dan kewajiban negarayang
dapat dinilai dengan uang, serta segala
sesuatu balk berupa uang maupun

berupa barang yang dapat dijadikan
milik negara berhubung dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban
tersebut.

Memperhatikan tabel di atas tidak mengikutsertakan komponen
nilai valuasi ekonomi lingkungan sebagai basis perhitungan
korupsi. Sehingga dari aspek ilmu hukum, aturan tersebut
dihadapkan pada kondisi yang memerlukan klarifikasi yakni tidak
ada dalam teks tetapi hadir dalam peristiwa yang mempengaruhi
kehidupan manusia. Pengabaian terhadap komponen nilai ekonomi
lingkungan yang hilang atau berkurang atas kegiatan eksploitasi
sumber daya alam, menunjukkan tidak ada konsistensi antara
klaim atas SDA sebagai kekayaan negara dan kebijakan melindungi.
Proses penegakan tindak pidana korupsi terhadap aktivitas
SDA berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara nilai
perolehan negara dibandingkan dengan nilai kerusakan yang harus
disiapkan dalam bentuk pembiayaan dan mitigasi risiko sosial
pada masa yang akan datang. Kerugian negara dari tindak pidana
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korupsi SDA telah menimbulkan implikasi hukum tertentu baik
dari sisi hak negara maupun berkurangnya nilai kekayaan negara.
Pendapatan negara yang bersumber dari SDA tidak didesain untuk
mitigasi risiko bencana ekologis pada masa mendatang. Sistem
keuangan negara dengan pola defisit saat ini tidak akan melahirkan
jaminan lingkungan yang dapat mendukung perbaikan ekosistem-
pendukung kehidupan.

Memperhatikan Buku II KUHP-2023 dalam Pasal 621 KUHP-

2023 sampai dengan Pasal 624 KUHP-2023, diantaranya ada
mengatur bahwa:

1.

2.

KUHP-2023 berlaku 3 (tiga) tahun sejak diundangkan, artinya
akan mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026;
mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Pasal 2 ayat (1),
Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5164);

. mengganti ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana pencucian

uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal
4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5164), pengacuannya diganti dengan pasal dalam KUHP-2023
ini dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 607 ayat

(2) KUHP-2023°;
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°Pasal 607 ayat (2) KUHP-2023, berbunyi:
Hasil Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Harta
Kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana:
a. korupsi;
b. penyuapan;
c. narkotika;
d. psikotropika;
e. penyelundupan tenaga kerja;
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b. Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 607 ayat (1)
huruf a KUHP-20231;

penyelundupan migran;
di bidang perbankan;
. di bidang pasar modal;
di bidang perasuransian;
kepabeanan;
. cukai;

perdagangan orang;
. perdagangan senjata gelap;
. terorisme;
. penculikan;
. pencurian;
. penggelapan;
penipuan;
pemalsuan uang;
perjudian;
. prostitusi;

di bidang perpajakan;
. di bidang kehutanan;
. di bidang lingkungan hidup;
di bidang kelautan dan perikanan; atau
. Tindak Pidana lain yang diancam penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

pasal 607 ayat (1) KUHP-2023, berbunyi:

(1) Setiap Orang yang:

a. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, mem-
bayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,
mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau Surat
berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya
atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dengan tujuan
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidana denda paling banyak kategori VII;

b. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi,
peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya
atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak
kategori VI,

c. menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran,
hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta
Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI.
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c. Pasal 4 pengacuannya diganti dengan Pasal 607 ayat (1)
huruf b KUHP-2023;

d. Pasal 5 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 607 ayat
(1) huruf c KUHP-2023; dan

e. Pasal 5 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 608
KUHP-2023.

pasal 608 KUHP-2023, berbunyi:
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 ayat (1) huruf c tidak
berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
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PEMBUKTIAN

etentuan Pasal 189 KUHAP untuk dapat menghukum

terdakwa, hakim harus yakin atas dua alat bukti' yang

disampaikan penuntut umum di sidang pengadilan. Dua
alat bukti biasanya disampaikan untuk masing-masing unsur
tindak pidana. Selanjutnya Pasal 68 UU-TPPU? mengatur bahwa
hukum acara yang dipakai dalam pembuktian yakni hukum
acara yang diatur dalam KUHAP dan undang-undang lain yang
juga mengatur hukum acara seperti Undang-Undang TPPU, dan
Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Untuk tindak pidana asal pembuktian dilakukan oleh

Teori pembuktian atau sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem
pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negatif
diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman. Indonesia menganut
sistem pembuktian yang disebut dengan sistem pembuktian negatif (negatief
wettelijk) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Menurut Pasal 183 KUHAP,
untuk dapat menghukum seseorang, hakim mendasarkan pada dua alat bukti
yang sah menurut undang-undang, dan terdapat keyakinan hakim, bahwa tindak
pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

’Pasal 68 UU-TPPU, berbunyi:
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta
pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 68 UU-TPPU, menjelaskan: Cukup jelas.
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jaksa penuntut umum. Berdasarkan Pasal 75 UU-TPPU?, untuk
memulai suatu penyidikan harus ada bukti permulaan. Terkait
Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, dalam hal
penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat
menggabungkan dan memberitahukan kepada PPATK®*.

Ketentuan Pasal 77 UU-TPPU® dan Pasal 78 UU-TPPU
mengatur tentang pembalikan beban pembuktian atau pembuktian
terbalik yakni sistem pembalikan beban pembuktian (Omkering
van het bewijslast)®. Pada Pasal 77 UU-TPPU mengatur bahwa
untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, terdakwa wajib
membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil
tindak pidana. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 78 UU-TPPU,
hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan, bahwa harta
kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait
dengan tindak pidana asal yang disebut di Pasal 2 ayat (1) UU-TPPU.
Dengan demikian, ada kewajiban terdakwa untuk membuktikan
bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara TPPU bukan

3pasal 75 UU-TPPU, berbunyi:
Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya
tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik
menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak
pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.

Pasal 75
Cukup jelas.

‘Pemisahan penyidikan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana
pencucian uang sangat bergantung pada arah dominan alat bukti permulaan.
Jika dominan alat bukti permulaan, kecenderungan mengarah ke tindak pidana
pencucian uang, maka penyidikan dapat dipisahkan. Namun, jika sumir atau
mengarah kepada tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal, maka harus
dilakukan penyidikan digabungkan sehingga dibuktikan secara bersamaam secara
maksimal.

Pasal 77 UU-TPPU, berbunyi:
Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib
membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak
pidana.

Penjelasan Pasal 77 UU-TPPU
Cukup jelas.

Sistem pembalikan beban pembuktian atau yang lebih dikenal masyarakat
dengan pembuktian terbalik merupakan sistem yang meletakkan beban
pembuktian pada tersangka.
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berasal dari tindak pidana asal, misalnya korupsi.

Asas pembuktian terbalik dalam UU-TPPU menganut
sistem beban pembuktian terbalik terbatas dan berimbang.
Artinya, terdakwa disini hanya perlu membuktikan bahwa harta
kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, sedangkan
jaksa penuntut umum yang harus tetap membuktikan unsur-
unsur kesalahan terdakwa. Konsekuensi yuridis apabila terdakwa
tidak dapat membuktikan harta kekayaannya merupakan harta
bersih (bukan berasal dari tindak pidana), maka tidak berarti
perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa terbukti
melakukan tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan pembuktian
tersebut hanya terkait dengan salah satu unsur mengenai asal
usul harta kekayaannya. tersebut hanya terkait dengan salah satu
unsur mengenai asal usul harta kekayaannya. Ketentuan Pasal 2
UU-TPPU, secara eksplisit telah membatasi penuntut umum agar
selektif dalam menentukan harta kekayaan yang wajib atau tidak
wajib dibuktikan oleh terdakwa.”

Ketentuan Pasal 69 UU-TPPU?, mengatur bahwa untuk dapat
dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib
dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Dari ketentuan
pasal tersebut untuk dapat menyelesaikan perkara TPPU, tidak
wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (predicate
crime). Terkait dengan pembuktian TPPU, Mahkamah Konstitusi
(MK)® menegaskan penyidikan tindak pidana pencucian uang bisa

’Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa UU TPPU masih memiliki
kekurangan dalam menyikapi mekanisme perampasan terhadap harta kekayaan
yang tidak ikut dirampas dalam proses pidana, karena hanya harta kekayaan yang
tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum saja yang wajib dibuktikan oleh
terdakwa.

8Pasal 69 UU-TPPU, berbunyi:
Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib
dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Penjelasan Pasal 69 UU-TPPU
Cukup jelas.

°Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 yang diajukan
oleh M. Akil Mochtar. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014
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dilakukan tanpa perlu dibuktikan adanya tindak pidana asalnya
terlebih dahulu. Tapi setelah TPPU terbukti, maka pidana asalnya
wajib dibuktikan kemudian.'®

tanggal 15 Desember 2014, salah satu amar putusannya menegaskan dalam
pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu
tindak pidana asalnya (Predicate Crime). Hal ini sesuai dengan Pasal 69 UU Nomor
8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Selain
itu, UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian
Uang juga menegaskan bahwa Tindak Pidana Pencucian uang merupakan tindak
pidana yang berdiri sendiri. Hal tersebut juga tertuang sangat tegas dalam
pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
77/PUU-XII/2014, yaitu: “Bahwa yang dimaksud dengan “tidak wajib dibuktikan
terlebih dahulu” dalam pasal terkait, yaitu tidak wajib dibuktikan dengan adanya
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

®Memperhatikan ketentuan Pasal 69 UU-TPU dikaitkan dengan Keputusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XI1/2014, formulasi TPPU mengalami
perubahan, sehingga penjelasan unsur perbuatan pencucian uang sebagai berikut:

a. “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa
ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau
surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya
atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ...” (Pasal 3);

b. “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul,
sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang
sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana ...” (Pasal 4);

c. “Setiap orang vyang menerima atau menguasai penempatan,
pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran,
atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana ...” (Pasal 5).

Pasal 69 UU-TPPU menyatakan bahwa tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu,
dengan maksud demikian bukan berarti dalam melakukan penyidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak wajib membuktikan tindak pidana
asalnya. Namun perlu dipahami secara utuh bahwa frase “terlebih dahulu” adalah
lebih menjelaskan mengenai waktu untuk membuktikan tindak pidana asalnya.
Frase “tidak wajib” dibuktikan terlebih dahulu membuat penyidikan, penuntutan
dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana pencucian
uang tetap dapat dilaksanakan dalam kondisi jika pelaku tidak dapat dilakukan
pemeriksaan di sidang pengadilan atau dikarenakan pelaku telah meninggal,
hilang, dan lain sebagainya.

Putusan MK Nomor 77/PU-X11/2014 Mahkamah tidak bulat dalam mengambil
putusan, terdapat dua Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda.
Karena berpendapat bahwa untuk dapat seseorang dituntut dengan dakwaan
Tindak Pidana Pencucian Uang, maka harta kekayaan itu harus merupakan hasil
dari salah satu atau beberapa tindak pidana asal (predicate crimes atau predicate
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Penerapan asas presumption of guilt dapat dijadikan jawaban
atas problematika yang ada. Akan tetapi, asas presumption of guilt
ini tidak terakomodir di dalam KUHAP sehingga perlu menjadikan
asas praduga bersalah tersebut sebagai ius constituendum dan
bersifat lex specialis. Sistem pembuktian terbalik berlandaskan asas
presumption of guilt dengan lex specialis, jika diadopsi maka hakim
memiliki kewenangan absolute untuk memerintahkan terdakwa
wajib membuktikan seluruh harta kekayaannya bukan berasal
hasil tindak pidana. Proses penyelesaian TPPU berlandaskan asas
presumption of guilt selaras dengan penyelesaian perkara pidana crime
control model'" dan due process model'>.

Beban pembuktian terbalik yang disertai asas presumption of
guilt akan dapat menerangkan asal-usul harta kekayaan terdakwa
disertai dengan bukti-bukti yang menjelaskan kapan, darimana, dan
bagaimana cara memperoleh harta kekayaannya'. Oleh karena itu,

offence), dengan kata lain tidak ada tindak pidana pencucian uang apabila tidak
ada tindak pidana asal (predicate crimes atau predicate offence).

"Ppenerapan crime control model sendiri bertujuan untuk menekan tindak
kriminal sebagai fungsi terpenting dari suatu proses penyelesaian tindak pidana
sehingga metode ini sangat mengedepankan efisiensi. Penempatan karakter
crime control model melalui tindakan reprepresif terhadap seorang penjahat
merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan, sehingga proses
peradilan bertumpu kepada kualitas temuan fakta administratif yang berguna
bagi pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau kesediaan tersangka
menyatakan dirinya bersalah (plead of guilty).

2Metode due process model, persamaannya terletak pada mengedepankan
prosedur dalam penyelesaian perkara dengan membatasi kekuasaan pemerintah
dan melindungi hak asasi manusia dari potensi terjadinya kesewenang-wenangan.
Dalam penerapan asas presumption of guilt sendiri beban pembuktian terbalik
tidak dilakukan secara menyeluruh, tetapi memiliki batas-batas yang seminimal
mungkin tidak melakukan suatu destruksi terhadap perlindungan dan penghargaan
HAM, khususnya hak tersangka atau terdakwa.

Bpenerapan beban pembuktian terbalik berlandaskan asas presumption of
guilt juga akan dapat dijadikan landasan dalam penyitaan harta kekayaan yang
berkaitan dengan kejahatan. Hal tersebut dikarenakan pengembalian aset TPPU
di Indonesia masih akan dilakukan pada saat setelah putusan pengadilan. Artinya,
perampasan aset hasil kejahatan hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku
tindak pidana terbukti di pengadilan secara sah dan meyakinkan melakukan
tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap (inkracht van gewijsde). Proses perampasan aset terkait dengan
hasil kejahatan dimulai dari adanya laporan dari pihak pelapor mengenai adanya
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perlu adanya perubahan orientasi penanganan tindak pidana, yaitu
dari pendekatan follow the suspect (menangkap dan memidanakan
pelaku tindak pidana) menjadi follow the money, yaitu sebuah
pendekatan dari hilir keberadaan harta kekayaan yang kemudian
direkonstruksi sampai ke hulu menemukan tindak pidana yang
melahirkan harta kekayaan.

Pengembalian aset (asset recovery) hasil TPPU melalui beban
pembuktian terbalik berlandaskan asas presumption of guilt dapat
dilakukan melalui jalur criminal forfeiture dan civil forfeiture. Proses
pengembalian aset melalui criminal forfeiture di Indonesia dilakukan
melalui empat (4) tahap, yaitu:

Pertama, dengan melakukan pelacakan asal usul asset sehingga
dapat diidentifikasi kapasitas hubungan dengan delik/
tindak pidana yang dilakukan.

Kedua, pembekuan atau perampasan aset dimana menurut
UNCAC 2003 Bab I Pasal 2 huruf f aspek ini ditentukan
meliputi larangan sementara untuk mentransfer,
mengkonversi, mendisposisi, atau memindahkan
kekayaan atau untuk sementara menanggung beban
dan tanggung jawab mengurus dan memelihara serta
mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan
atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten.

Ketiga, penyitaan aset dimana menurut Bab I Pasal 2 huruf g
UNCAC 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan
untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan
atau otoritas lain yang berkompeten.

Keempat, pengembalian dan penyerahan aset-aset kepada negara
yang menjadi korban. Sejatinya metode tersebut sangat
efektif untuk diterapkan dalam TPPU. Namun, UU
TPPU tidak mengatur secara terperinci substansi terkait
tata cara pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan
negara dengan uang pengganti secara lebih terperinci

transaksi keuangan mencurigakan yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU
TPPU.
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dan tersendiri.!*

Melalui jalur civil forfeiture, pemerintah melakukan gugatan
perdata terpisah in rem terhadap harta kekayaan yang akan
dirampas, dan harus dapat mengajukan bukti-bukti yang lebih kuat
bahwa harta kekayaan tersebut dihasilkan atau digunakan untuk
melakukan tindak pidana. Gugatan ini dapat diajukan sebelum
putusan pidana, sesudah putusan pidana, atau bahkan sekalipun
tidak terdapat putusan pidana menyangkut tindak pidana tersebut.
Pengembalian asset dengan adanya sistem pembuktian terbalik
dengan asas presumption of guilt lebih mudah dilakukan, karena
pengembalian aset hasil dari tindak pidana dilakukan secara
perdata. Seperti halnya negara Amerika, Inggris dan negara Eropa
lainnya sudah menggunakan jalur keperdataan dalam pengembalian
aset hasil dari tindak pidana pencucian uang. Beberapa keunggulan
melalui beban pembuktian terbalik civil forfeiture berlandaskan
asas presumption of guilt, yakni.!®

No. | Keunggulan Penjelasan

1. | civil forfeituretidak | Dengan tidak adanya keterkaitan dengan
berkaitan dengan tindak pidana, namun mengedepankan
sebuah tindak pidana. | asset recovery, proses penyitaan dapat
dilakukan dengan cepat, tanpa adanya
putusan pengadilan. Sehingga, apabila
pemerintah menduga adanya aset
yang ternodai, maka dapat dilakukan

pemeriksaan
2. | civil forfeiture Melalui prosedur pembuktian perdata
menggunakan relatif ringan untuk dipenuhi. Selain itu,
prosedur pembuktian | dengan mengadopsi beban pembuktian
perdata terbalik civil forfeiture akan mampu

14Vicko Taniady, Novi Wahyu Riwayanti, 2021, Reformulasi Beban Pembuktian
Terbalik Berlandaskan Asas Presumption of Guilt Terhadap Kasus TPPU di
Indonesia, IPMHI Law Journal, Vol. 1 No. 2, Edisi Juli — Desember 2021, him. 173
-174.

Ibid, him. 174 — 175.
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meringankan penegak hukum dalam
proses pembuktian

3. | civil forfeiture Gugatan yang digjukan hanya berurusan
bersifat in rem. dengan aset yang diduga dihasilkan dan
terlibat dalam tindak pidana. Selain itu,
adanya pengkabur gugatan (Terdakwa
meninggal, bebasnya koruptor, tidak
cukup bukti, dan lainnya) tidak membuat
gugatan berhenti.

4. | civil forfeiture Sebagaimana yang  kita  ketahui,
dapat berguna adanya politically well-connected yang
terhadap kasus dilakukan oleh koruptor membuat para

yang mendapatkan penegak hukum mengalami kesulitan
halangan atau tidak | untuk mengadilinya.  Namun, civil
memungkinkan forfeiture yang berfokus terhadap aset,
untuk dilaksanakan. | memungkinkan meminimalisir political
and social cost tuntutan pidananya.

Adanya asas beban pembuktian terbalik yang berlandaskan
asas presumption of guilt diharapkan mampu untuk meminimalisir
kesulitan dalam mekanisme pembuktian TPPU. Sehingga terdakwa
tidak dapat lagi berlindung dibalik asas praduga tak bersalah
(presumption of innocence) yang selama ini telah melindungi tindak
pidana pencucian dari jeratan hukum pidana. Untuk melakukan
melakukan reformulasi beban pembuktian terbalik berlandaskan
asas presumption of guilt, diperlukannya dasar hukum yang jelas
untuk mengatur serta mengimplementasikan tersebut, maka perlu
revisi beberapa peraturan, diantaranya:

1. UU-TPPU, perlu adanya pengadopsian yang lebih jelas terkait
beban pembuktian terbalik berlandaskan asas presumption of
guilt dengan skema criminal forfeiture dan civil forfeiture;

2. KUHAPB mengatur jalannya hukum acara beban pembuktian
terbalik berlandaskan asas presumption of guilt;

3. UU Kejaksaan, pengaturan lebih jelas terhadap kejaksaan dalam
menangani serta mengimplementasikan beban pembuktian
terbalik berlandaskan asas presumption of guilt.
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Selanjutnya, penerapan beban  pembuktian  terbalik
berlandaskan asas presumption of guilt yang diharapkan dapat
digambarkan sebagai berikut:'®
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Penegakan hukum atas perkara TPPU dalam kaitannya dengan
tindak pidana korupsi dan tindak pidana di bidang sumber daya
alam, perlu juga memperhatikan aspek jenis perbarengan tindak
pidana. Perbarengan yang diatur dalam KUHP-1946, mengenal 3
(tiga) jenis perbarengan tindak pidanal’, yaitu:

Ibid.

Yperbarengan di atur dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 131 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (selanjutnya disingkat KUHP-2023).
Berdasarkan Pasal 125 KUHP-2023. suatu perbuatan yang memenubhi lebih dari
1 (satu) ketentuan pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang sama
hanya dijatuhi 1 (satu) pidana, sedangkan jika ancaman pidananya berbeda
dijatuhi pidana pokok yang paling berat. Perbarengan ini merupakan perbarengan
peraturan atau konkursus idealis, dimana terdapat kesatuan perbuatan, karena itu
sistem pemidanaan yang digunakan adalah sistem absorbsi. Dalam hal seseorang
melakukan suatu perbuatan dan ternyata perbuatan tersebut melanggar lebih
dari satu ketentuan pidana, maka hanya berlaku satu ketentuan pidana yaitu
yang terberat. Selanjutnya, jika suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana
umum dan aturan pidana khusus hanya dijatuhi aturan pidana khusus, kecuali
UndangUndang menentukan lain. Ketentuan ini mengatur mengenai asas lex
specialis derogat legi generali. Asas ini dicantumkan agar tidak ada keraguraguan
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1. perbarengan peraturan (concursus idealis atau eendaadse

pada hakim jika terjadi kasus yang diatur dalam 2 (dua) Undang-Undang.

Ketentuan Pasal 126 KUHP-2023 mengatur bahwa jika terjadi perbarengan
beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri
sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis, hanya dijatuhkan 1 (satu)
pidana. Ketentuan ini mengatur mengenai perbarengan perbuatan atau konkursus
realis. Sistem pemidanaan yang digunakan adalah sistem kumulasi terbatas.
Selanjutnya, Maksimum pidana untuk perbarengan Tindak Pidana dimaksud
adalah jumlah pidana yang diancamkan pada semua Tindak Pidana tersebut,
tetapi tidak melebihi pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Ketentuan Pasal 128 KUHP-2023 mengatur bahwa jika terjadi perbarengan
beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang
berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, pidana yang
dijatuhkan adalah semua jenis pidana untuk Tindak Pidana masing-masing, tetapi
tidak melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).
Perbarengan sebagaimana dimaksud Pasal 128 KUHP-2023 ini yaitu perbarengan
perbuatan, namun ancaman pidana terhadap perbuatan-perbuatan vyang
dilakukan diancam dengan pidana yang tidak sejenis. Dengan ketentuan, jumlah
pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi maksimum ancaman pidana yang
terberat ditambah 1/3 (satu per tiga). Jadi ketentuan ini menggunakan sistem
kumulasi yang diperlunak. Selanjutnya, jika Tindak Pidana yang dilakukan diancam
dengan pidana minimum, minimum pidana untuk perbarengan dimaksud adalah
jumlah pidana minimum khusus untuk Tindak Pidana masing-masing, tetapi tidak
melebihi pidana minimum khusus terberat ditambah 1/3 (satu per tiga). Namun
demikian, jika diancam dengan pidana denda, penghitungan denda didasarkan
pada lama maksimum pidana penjara pengganti pidana denda.

Ketentuan Pasal 129 KUHP-2023, mengatur bahwa jika dalam perbarengan
Tindak Pidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, terdakwa
tidak boleh dijatuhi pidana lain, kecuali pidana tambahan, yakni: a. pencabutan
hak tertentu; b. perampasan Barang tertentu; dan/atau c. pengumuman putusan
pengadilan.

Ketentuan Pasal 130 KUHP-2023, mengatur bahwa Jika terjadi perbarengan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 KUHP-2023 dan Pasal 129 KUHP-2023,
penjatuhan pidana tambahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a.
pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu dengan ketentuan: 1. paling
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok
yang dijatuhkan; atau 2. apabila pidana pokok yang diancamkan hanya pidana
denda, lama pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
b. pidana pencabutan hak yang berbeda dijatuhkan secara sendiri-sendiri untuk
tiap Tindak Pidana tanpa dikurangi; atau c. pidana perampasan Barang tertentu
atau pidana pengganti dijatuhkan secara sendiri-sendiri untuk tiap Tindak Pidana
tanpa dikurangi. Ketentuan mengenai lamanya pidana pengganti berupa pidana
perampasan Barang tertentu atau pidana pengganti dimaksud berlaku ketentuan
pidana pengganti untuk denda.

Ketentuan Pasal 131 KUHP-2023, mengatur bahwa: jika Setiap Orang telah
dijatuhi pidana dan kembali dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana lain
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samenloop), yakni jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari
satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di
antara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda, yang dikenakan
yang memuat ancaman pokok yang paling berat. Adapun kriteria
dari concursus idealis adah berbarengan dan persamaan sifat dari
perbuatan yang dilakukan. Ketentuan mengenai concursus idealis
ini yakni Pasal 63 KUHP-1946.

2. Perbuatan berlanjut (voortgezette handeling). Dalam perbuatan
berlanjut terdapat lebih dari satu perbuatan(gebeuren) yang
mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain
saling terkait dan merupakan satu kesatuan (in zodanige
verband). Keterkaitan itu harus memenuhi dua syarat, yakni:
a. merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang
terlarang, dan b. perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya,
perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang
sama. Ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan berlanjut
ini, yakni Pasal 64 KUHP-1964.

3. Perbarengan perbuatan (concursus realis). Dalam concursus realis
berarti pelaku melakukan lebih dari satu perbuatan pidana.
Concursus realis atau meerdaadse samenloop perbuatannya harus
diartikan sebagai perbuatan yang terbukti. Dalam concursus
realis pembentuk undang-undang membedakan kejahatan-
kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan
kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok tidak
sejenis. Setidak-tidaknya ada lima stelsel pemidanaan dalam
hal terjadinya concursus realis'®, antara lain:

a. Eenvoudige cummulatiestelsel atau sistem hukuman yang
bersifat sederhana. Artinya bagi setiap perbuatan pidana,

sebelum putusan pidana itu dijatuhkan, pidana yang terdahulu diperhitungkan
terhadap pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan perbarengan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 130 KUHP-2023,
seperti jika Tindak Pidana itu diadili secara bersama. Namun demikian, jika pidana
yang dijatuhkan dimaksud telah mencapai maksimum pidana, hakim cukup
menyatakan bahwa terdakwa bersalah tanpa perlu diikuti pidana.

8Lebih lanjut baca, Eddy O.S. Hiariej, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana,
Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, him. 341 - 349.
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hakim dapat menjatuhkan pidana seperti yang telah
diancamkan oleh undang-undang;

b. Absorptie Stelsel atau sistem penyerapan dari pidana yang
berlainan. Dalam hal ini hakim dapat menjatuhkan pidana
maksimum terhadap kejahatan yang paling berat;

C. Beperkte cummulatiestelsel atau reductiestelsel —atau stelsel
kumulasi. Disini hakim dapat menjatuhkan pidana untuk
setiap perbuatan pidana, namun beratnya hukuman harus
dibatasi;

d. Verscherpingsstelsel —atau exasperatiestelsel atau sistem
pemberatan hukuman yang terberat. Artinya, hakim hanya
menjatuhkan pidana yang paling berat ditambah dengan
pemberatan;

e. Zuivere cummulatiestelsel atau sistem kumulasi murni yang
berarti terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dalam
konteks concursus realis, hakim menjatuhkan pidana tanpa
pengurangan.

Ketentuan mengenai concursus realis dengan berbagai sistem
pemidanaan terdapat dalam Pasal 65 sampai Pasal 70 KUHP-1946.
Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 71 KUHP-1946, diberlakukan
ketentuan tentang perbarengan dalam hal persidangan jika seorang
terdakwa melakukan dua perbuatan pidana atau lebih namun
dalam persidangannya ada perbuatan yang tidak diadili. Hal ini
untuk mencegah terdakwa dirugikan akibat tidak sempurnaan
atau ketidaklengkapan penyidik atau penuntutan. Secara eksplisit
Pasal 71 KUHP-1946 mengatur, ika seorang telah dijatuhi pidana,
kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan
atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana
yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan
dengan menggunakan bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili
pada saat yang sama.

Ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP-1946 mengatur perbarengan
penentuan pidana. Perbuatan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP-1946
merupakan suatu perilaku yang termasuk dalam satu ketentuan
pidana, akan tetapi karena sifat-sifat yang khusus, perilaku tersebut
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juga masih dimasukkan ke dalam suatu ketentuan pidana yang lain.
Dengan demikian, perbuatan tersebut: a. perbuatan dalam pasal a
quo harus diartikan sebagai perbuatan yang benar-benar terjadi, dan
b. hal ini berkaitan dengan asas lex specialis derogat legi generali.

Postulat lex specialis derogat legi generali berarti hukum khusus
menyampingkan hukum umum atau de speciale regel verbringt de
algemene. Dalam konteks hukum pidana, berbagai kejahatan dan
pelanggaran yang tertuang dalam KUHP-1946 adalah hukum pidana
umum, sedangkan berbagai kejahatan atau pelanggaran yang diatur
dalam undang-undang tersendiri (di luar KUHP-1946) merupakan
hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus (bijzonder strafrecht)
merupakan hukum pidana yang menyimpang dari ketentuan-
ketentuan umum hukum pidana baik dari segi materiil maupun
formil. Artinya ketentuan-ketentuan tersebut menyimpang dari
ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP maupun menyimpang
dari ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam KUHAP.

Banyaknya ketentuan-ketentuan (Undang-Undang) khusus
sebagai lex specialis, juga menimbulkan permasalahan dalam
implementasinya. Misalnya, satu perbuatan yang diduga sebagai
suatu tindak pidana diatur lebih dari satu undang-undang yang
bersifat sebagai lex specialis, ketentuan undang-undang manakah
yang akan digunakan mengingat undang-undang yang saling
bertentangan tersebut sama-sama merupakan bijzonder delict
atau tindak pidana khusus. Untuk mengatasi hal tersebut, maka
digunakan lex specialis sistematis sebagai derivat atau turunan dari
asas lex specialis derogat generali. Asas ini oleh Remmelink atau
di Belanda dikenal dengan istilah specialis yuridikal atau spesialis
sistematikal, di samping logische specialiteit.’ Selanjutnya, dikenal
juga ketentuan yang satu memakan ketentuan yang lainnya atau lex
consumen derogat legi consumptae. Misalnya, ada dua ketentuan pidana
yang sama sifatnya (sama-sama lex specialis), maka yang dijadikan
pedoman yakni ketentuan pidana yang paling mendominasi terhadap
perbuatan pelanggar ketentuan pidana tersebut. Dalam asas lex
consumen derogat legi consumptae, bukan sanksi pidana yang terberat
yang akan diberlakukan, tetapi ancaman pidana yang berkaitan

Yybid, hal. 353.
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dengan perbuatan yang secara nyata atau konkret diejawantahkan
oleh pelanggar undang-undang (ketentuan) tersebut.?

Selanjutnya, terkait dengan pembuktian dalam perkara
lingkungan hidup, juga di atur dalam Pasal 71 sampai Pasal 74
Perma No. 1/2023. Pasal 71 Perma Nomor 1/2023, berbunyi:

“Alat bukti tindak pidana lingkungan hidup adalah:
a. keterangan saksi;

b. keterangan ahli;

C. surat:

1. hasil laboratorium,dituangkan dalam bentuk tertulis
yang dapat dikuatkan dengan keterangan ahli di
persidangan;

2. berita acara pengambilan sampel - pengambilan
sampel harus valid diambil dengan prosedur ilmiah
yang berlaku pada saat itu dan/atau sesuai standar
nasional Indonesia;

3. hasil interpretasi tertulis dari foto satelit;

4. surat atau nota dinas, memorandum, notula rapat
atau segala sesuatu yang terkait;

5. peta; dan

6. dokumen kajian ilmiah antara KLHS, Amdal, UKL-
UPL, SPPL.

d. alat bukti elektronik;
1. informasi elektronik;

“lpid, hal. 354.

Sebagai contoh, persinggungan antara dua undang-undang tentang
ketentuan umum perpajakan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Jika kegiatan di sektor perpajakan yang menyentuh ranah
hukum pidana korupsi berdasarkan fakta yang ada lebih dominan unsur-unsur
dalam undang-undang tersebut, maka yang digunakan adalah ketentuan umum
perpajakan. Sebaliknya, jika kegiatan di sektor perpajakan yang menyentuh ranah
hukum pidana korupsi tersebut berdasarkan fakta-fakta yang ada lebih dominan
unsur-unsur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka
yang digunakan adalah undang-undang tindak pidana korupsi.

Namun demikian, dalam hal terjadi jika kegiatan yang menyentuh ranah
hukum pidana korupsi berdasarkan fakta-fakta yang ada, baik unsur-unsur dalam
undang-undang ketentuan umum pokok perpajakan, maupun unsur-unsur dalam
undang-undang pemberantasan pidana korupsi sama dominannya, maka dalam
tersebut kembali kepada concursus idealis.
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2. dokumen elektronik; dan/atau

3. hasil cetak informasi elektronik dan/atau dokmen
elektronik.

petunjuk;

keterangan terdakwa;

keterangan Korporasi;

hasil forensik lingkungan, hutan, satwa liar; dan/atau

alat bukti yang diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 72 Perma Nomor 1/2023, berbunyi:

(1)

(4)

Dalam memeriksa Bukti [lmuah yang diajukan dalam
proses persidangan perkara lingkungan hidup, Hakim
Pemeriksa Perkara mempertimbangkan ketepatan
metode dan validitas prosedur pengambilan sampel
dengan memperhatikan akreditasi laboratorium serta
pendapat ahli dari penuntut umum dan/atau terdakwa.
Hakim Pemeriksaan Perkara dalam memeriksa dan
menilai keterangan ahli di persidangan menguji:
a. kesesuaian dengan ilmu pengetahuan dan diterima
oleh komunitas ilmu pengetahuan terkait;
b. adanya publikasi yang telah digunakan sebagai
rujukan di komunitas ilmu pengetahuan; dan/atau
c. telah terdapat peninjauan oleh rekan sejawat (peer
review) mengenai teori dan metode ilmia yang
digunakan.
Relevansi antara Bukti Ilmiah dan pendapat ahli
dengan fakta dalam pembuktian didasarkan pada
teori dan/atau metode ilmiah sebagaimana dimaksud
pada ayat(2).
Apabila terjadi perbedaan pendapat antara para ahli,
Hakim Pemeriksa Perkara dapat meminta dihadirkan
ahli lain atas biaya penuntut umum dan Terdakwa atau
menggunakan pendapat ahli yang dianggap benar
dengan memberikan alasan dalam pertimbangan
hukum.
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Pasal 73 Perma Nomor 1/2023, berbunyi:

(1) Seorang ahli memberikan pendapat berdasarkan
keahliannya di persidangan.

(2) Hakim Pemeriksaan Perkara menilai keahlian seorang
ahli dengan memperhatikan:

a. disiplin ilmu ahli yang dibuktikan melalui
pendidikan formal, ijazah akademik (minimal
strata 2), sertifikat mengikuti pelatihan, pendidikan
khusus, dan/atau pengalaman;

b. karya ilmiah atau penelitian; dan/atau

c. keaktifan mengikuti seminar atau lokakarya yang
tercantum dalam daftar Riwayat hidup.

(3) dalam hal ahli diajukan ke pengadilan berdasarkan
pemeriksaan dan/atau penelitian lapangan, pendapat
ahli harus didasarkan atas fakta yang valid dan relevan.

(4) Orang yang memiliki keahlian khusus
berdasarkan kearifan lokal yang diperoleh dari
pengalamannya dapat diminta pendapatnya di
persidangan.

Pasal 74 Perma Nomor 1/2023, berbunyi:

(1) Barang bukti berbahaya, beracun, mudah rusak,
menimbulkan biaya pemeliharaan tinggi, dan/atau
yang karena sifatnya sulit untuk disisihkan tidak harus
dihadirkan di persidangan.

(2) Barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dihadirkan dalam proses persidangan dalam
bentuk berita acara terkait penanganan dalam bentuk
berita acara terkait penanganan barang bukti yang
dilengkapi dengan foto, dan/atau hasil laboratorium,
atau sebaian kecil dari barang bukti tersebut.

(3) Barang bukti berupa satwa liar yang masih hidup
dalam perkara tindak pidana di konservasi sumber daya
alam hayati dan ekosistemnya dapat dilepasliarkan,
direhabilitasi, atau dititipkan di lembaga konservasi
tanpa menunggu putusan berkekuatan hukum tetap.

(4) Penyerahan barang bukti satwa Lliar untuk
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dilepasliarkan, direhabilitasi, atau dititipkan harus
disertai dengan berita acara yang ditandatangani
pihak berwenang dan dilengkapi dengan foto”
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VI

KORUPSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG, SERTA PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA DAN PEMIDANAAN BAGI
KORPORASI DALAM KUHP-2023

Undang Hukum Pidana (KUHP-2023) diundangkan pada

tanggal 2 Januari 2023, dan KUHP-2023 ini berdasarkan
Pasal 624 KUHP-2023 mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung
sejak tanggal diundangkan. Artinya KUHP-2023 mulai berlaku pada
tanggal 2 Januari 2026. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 621 KUHP-
2023, peraturan pelaksana KUHP-2023 harus ditetapkan paling
lama 2 (dua) tahun terhitung KUHP-2023 diundangkan. Artinya
paling lambat 2 Januari 2025, peraturan pelaksana KUHP-2023
harus telah ditetapkan.

U ndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

KUHP-2023 ada mengatur mengenai tindak pidana korupsi
dan tindak pidana pencucian uang. Terhadap tindak pidana korupsi
diatur dalam Pasal 603 — Pasal 606 KUHP-2023 dan Pasal 622 ayat
(1) huruf I, ayat (4) KUHP 2023. Selanjutnya, terhadap tindak
pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 607 — Pasal 608 dan Pasal
622 ayat (1) huruf x, ayat (16) KUHP 2023.

Terkait pemidanaan bagi Korporasi dalam KUHP-2023, diatur
dalam Pasal 118 KUHP 2023 - Pasal 124 KUHP 2023, yang berupa
pidana pokok dan pidana tambahan, serta dapat dikenakan tindakan
kepada Korporasi.
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A. Tindak Pidana Korupsi pada KUHP-2023

Pasal 603 KUHP-2023, berbunyi:

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau
Korporasi yang merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana
denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori
VL

Penjelasan Pasal 603 KUHP-2023, menjelaskan:

Yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara”
adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara
audit keuangan.

Pasal 604 KUHP-2023, berbunyi:

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat
2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak
kategori VI.

Penjelasan Pasal 604 KUHP-2023, menjelaskan:
Cukup jelas.

Pasal 605 KUHP-2023, berbunyi:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan
pidana denda paling sedikit kategori III dan paling
banyak kategori V, Setiap Orang yang:
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a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai
negeri atau penyelenggara negara dengan maksud
supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya, yang bertentangan dengan kewaj
ibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara karena atau berhubungan
dengan sesuatu yang bertentangan dengan
kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan
dalam jabatannya.

(2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam)
tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan
paling banyak kategori V.

Penjelasan Pasal 604 KUHP-2023, menjelaskan:

Cukup jelas.

Pasal 606 KUHP-2023, berbunyi:

(1) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang
melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh
pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada
jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana
denda paling banyak kategori IV.

(2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling
lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak
kategori IV.
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Penjelasan Pasal 606 KUHP-2023, menjelaskan:
Cukup jelas.

Pasal 622 KUHP-2023, berbunyi:

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,
ketentuan dalam:

a. ...

I. Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2) ..

@3) ..

(4) Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana
korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
I diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang
bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal
dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal
603;
b. Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 604;
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c. Pasal 5 pengacuannya diganti dengan Pasal 605;

d. Pasal 11 pengacuannya diganti dengan Pasal 606
ayat (2); dan

e. Pasal 13 pengacuannya diganti dengan Pasal 606
ayat (1).

Penjelasan Pasal 622 KUHP-2023, menjelaskan:
Cukup jelas.

B. Tindak Pidana Pencucian Uang pada KUHP-2023

Pasal 607 KUHP-2023, berbunyi:
(1) Setiap Orang yang:

a. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, mem-
belanjakan, membayarkan, menghibahkan, me-
nitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah
bentuk, menukarkan dengan mata uang atau
Surat berharga atau perbuatan lain atas Harta
Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil Tindak Pidana dengan tujuan
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul
Harta Kekayaan, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana
denda paling banyak kategori VII;

b. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul,
sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak,
atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta
Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun
dan pidana denda paling banyak kategori VI;

Cc. menerima  atau  menguasai  penempatan,
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pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan,
penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta
Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
pidana denda paling banyak kategori VI.

(2) Hasil Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari Tindak
Pidana:

korupsi;

penyuapan;

narkotika;

psikotropika;

penyelundupan tenaga kerja;

penyelundupan migran;

di bidang perbankan;

I I N U= S

di bidang pasar modal;

—

di bidang perasuransian;
kepabeanan;
cukai;
perdagangan orang;
. perdagangan senjata gelap;
terorisme;
penculikan;
pencurian;
penggelapan;
penipuan;
pemalsuan uang;
perjudian;
prostitusi;
dibidang perpajakan;
. di bidang kehutanan;
di bidang lingkungan hidup;
di bidang kelautan dan perikanan, atau

SR ESEC®NOTP OB g TR
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z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana
penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Tindak Pidana pencucian uang.
Penjelasan Pasal 607 KUHP-2023, menjelaskan:

Cukup jelas.

Pasal 608 KUHP-2023, berbunyi:
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 ayat (1)
huruf ¢ tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan
kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang.

Penjelasan Pasal 608 KUHP-2023, menjelaskan:
Cukup jelas.

Pasal 622 KUHP-2023, berbunyi:
(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaky,
ketentuan dalam:

a. ...

X. Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5164);

Q) ...
(16) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana

pencucian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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huruf x diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang
yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan
Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal
607 ayat (2);

b. Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 607
ayat (1) huruf a;

c. Pasal 4 pengacuannya diganti dengan Pasal 607
ayat (1) huruf b;

d. Pasal 5 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal
607 ayat (1) huruf ¢; dan

e. Pasal 5 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal
608.

Penjelasan Pasal 622 KUHP-2023, menjelaskan:
Cukup jelas.

C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur
kesalahan. Unsur kesalahan merupakan jantung dari pertanggung-
jawaban pidana.! pertanggungjawaban pidana berdasarkan unsur
kesalahan terhadap Korporasi bukan hal yang mudah, karena
Korporasi sebagai subyek hukum pidana tidak mempunyai sifat
kejiwaan (kerohanian) seperti halnya manusia alamiah (natuurlijk).

Korporasi sebagai suatu subyek hukum yang dapat dimintai
pertanggungjawaban  pidana’?, sebagaimana diatur dalam

!Ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu: a. Sifat melawan
hukum (unrecht); b. Kesalahan (schuld); c. Pidana (straf).Lihat Sudarto, 1990,
Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hal. 86

2Korporasi merupakan subjek tindak pidana, apabilatindak pidana dilakukan
oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi
Korporasi, bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau demi kepentingan
Korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain dalam
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perundang-undangan atau ketentuan umum lainnya, berasal dari
tindakan atau kelalaian para direktur, pekerja atau agennya. Namun
demikian, pertanggungjawaban seorang direktur atau agen itu
sepenuhnya untuk dapat langsung dilimpahkan pada Korporasinya,
maka (secara umum) harus ditemukan terlebih dahulu pelanggaran
dari peraturan tertentu oleh Korporasi, yang kemudian (barulah)
dipertanyakan siapa yang melakukan kesalahan atau kelalaian
tersebut untuk dimintakan pertanggungjawaban.?

Ketentuan Pasal 36 KUHP-2023, mengatur bahwa setiap Orang
hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang
dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Hal ini menegaskan
prinsip tiada pidana tanpa kesalahan, dan secara doktriner, bentuk
kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kealpaan. Sehingga,
perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang

lingkup usaha Korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.
Selanjuntya, jika tindak pidana dilakukan oleh Korporasi, pertanggung-jawaban
pidananya dikenakan terhadap Korporasi dan/atau pengurusnya. Korporasi dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan
untuk dan/atau atas nama Korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam
lingkup usahanya, sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan
lain yang berlaku bagi Korporasi yang bersangkutan.

Pertangungjawaban pidana pengurus Korporasi dibatasi sepanjang pengurus
mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi. Dalam
mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah
bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada
menjatuhkan pidana terhadap suatu Korporasi. Pertimbangan sebagaimana
dimaksud harus dinyatakan dalam putusan hakim. Kemudian, alasan pemaaf
atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk
dan/atau atas nama Korporasi, dapat diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan
tersebut berlangsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan pada
Korporasi.

3Korporasi yang dalam arti sesungguhnya sebagai badan hukum
(rechtspersoon) disatu sisi, disisi yang lain ada juga Korporasi yang hanya sekedar
sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi sekalipun itu bukan
badan hukum. Korporasi terdiri: a. Korporasi yang merupakan badan hukum,
diantaranya: Perseroan Terbatas (PT); Yayasan; Koperasi; Perusahaan Perseroan
(Persero); Perusahaan Umum (Perum); Perusahaan Daerah (PD); b. Korporasi yang
bukan badan hukum, diantaranya: Persekutuan Komanditer/ Commanditarire
Vennootschap (CV); Firma (Fa); Persekutuan Perdata (Maatschap); Perusahaan
Perorangan Usaha Dagang (UD); Lain-lain bentuk perkumpulan orang dan atau
kekayaan yang terorganisir namun bukan CV, Fa, Ma, maupun UD.
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dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan
karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan.

Maksud bahwa setiap Tindak Pidana dalam peraturan
perundang-undangan harus selalu dianggap dilakukan dengan
sengaja, menjadikan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada
setiap tahap pemeriksaan perkara. Kemudian, bentuk lain dari
sengaja biasanya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan
dengan menggunakan istilah “dengan maksud”, “mengetahui”,
“yang diketahuinya”, “padahal diketahuinya”, atau “sedangkan ia
mengetahui”.

Penjelasan Umum KUHP-2023 dalam angka 6, menjelaskan
bahwa asas tiada pidana tanpa kesalahan tetap merupakan salah satu
asas utama dalam hukum pidana. Namun, dalam hal tertentu sebagai
pengecualian dimungkinkan penerapan asas pertanggungjawaban
mutlak (strict liability)* dan asas pertanggungjawaban pengganti
(vicarious liability)®. Dalam hal pertanggungjawaban mutlak, pelaku
Tindak Pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya
unsur Tindak Pidana perbuatan pelaku. Sedangkan dalam
pertanggungjawaban pengganti, tanggung jawab pidana seseorang

“Terkait asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dan asas
pertanggung-jawaban pengganti (vicarious liability), di atur dalam Pasal 37 KUHP-
2023, yang berbunyi:

“Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat: a. dipidana

semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa

memperhatikan adanya kesalahan; atau b. dimintai pertanggung-jawaban
atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain.”

Penjelasan Pasal 37 KUHP-2023, menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 37
KUHP-2023 ini ditujukan bagi Tindak Pidana yang mengandung asas pertanggung-
jawaban mutlak (strict liability) atau pertanggungjawaban pengganti (vicarious
liability) yang dinyatakan secara tegas oleh Undang-Undang yang bersangkutan.
Asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability) yang menentukan bahwa pelaku
Tindak Pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur
Tindak Pidana dari perbuatannya.

*Asas pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) yang menentukan
bahwa Setiap Orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh
orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam
batas perintahnya, misalnya pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas
perbuatan bawahannya.
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diperluas sampai pada tindakan bawahannya yang melakukan
pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya.

Tindak pidana oleh Korporasi berdasarkan Pasal 47 KUHP-
2023, juga dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang
kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur
organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi. Penjelasan
Pasal 47 KUHP-2023, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan
“pemegang kendali” adalah Setiap Orang yang memiliki kekuasaan
atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki
kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa
harus mendapat otorisasi dari atasannya.

Tindak Pidana oleh Korporasi berdasarkan Pasal 48 KUHP-
2023, dapat dipertanggungjawabkan, jika:

1. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana
ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang
berlaku bagi Korporasi;

2. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;

diterima sebagai kebijakan Korporasi;

4. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan
untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih
besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum
yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/

w

atau
5. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Penjelasan Pasal 48 KUHP-2023, menjelaskan bahwa
mengenai kedudukan sebagai pelaku Tindak Pidana dan sifat
pertanggungjawaban pidana dari Korporasi terdapat kemungkinan
sebagai berikut:

1. dalam ketentuan ini “lingkup usaha atau kegiatan” termasuk
juga kegiatan usaha yang pada umumnya dilakukan oleh
Korporasi;

2. Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan pengurus yang
bertanggung jawab; atau

3. Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan juga sebagai yang
bertanggung jawab.
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Oleh karena itu, jika suatu Tindak Pidana dilakukan oleh dan
untuk suatu Korporasi maka penuntutannya dapat dilakukan dan
pidananya dapat dijatuhkan terhadap: - Korporasi sendiri, atau -
Korporasi dan pengurusnya, atau - pengurusnya saja.

Ketentuan Pasal 49 KUHP-2023, mengatur bahwa
Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap: Korporasi, pengurus
yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah,
pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.

Berdasarkan Pasal 68 Perma No. 1/2023 terkait perkara
lingkungan hidup diatur pertanggungjawaban tindak pidana
korporasi. Pasal 68 Perma No. 1/2023, berbunyi sebagai berikut:

(1) Tindak pidana korporasi terjadi jika tindak pidana
dilakukan untuk, oleh, dan/atau nama Koprporasi.

(2) Tindak pidana korporasi sebagaiamana dimaksud
pada ayat (1) terjadi jika:

a. Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat
dari tindak pidana tersebut;

b. tindak pidana tersebut dilakukan untuk
kepentingan Korporasi;

c. tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan
kegiatan usaha Korporasi;

d. tindakan tersebut menggunakan sumber daya,
dana dan/atau segala bentuk dukungan atau
fasilitas lainnya dari Korporasi; atau

e. tindakan tersebut didasarkan pada keputusan
pengurus dari korporasi yang berwenang.

(3) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas
tindak pidana pada ayat (1) berdasarkan:

a. tindak pidana tersebut dianggap sebagai tindakan
Koprorasi, jika:

1) tindak pidana dilakukan oleh orang yang

berada di bawah Korporasi atau pihak ketiga

yang bekerja berdasarkan hubungan kerja atau
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hubungan lain atas permintaan atau perintah
korporasi atau pengendali dari Korporasi yang
bersangkutan; dan/atau

2) tindak pidana dilakukan oelh pengurus
Korporasi.

b. tindak pidana terjadi karena kesalahan Korporasi
berupa:

1) Korporasi mempunyai kemampuan untuk
mencegah terjadinya tindak pidana tapi tidak
melakukannya;

2) Koprorasi tidak memiliki kebijakan dan/atau
tidak melakukan langkah yang diperlukan untuk
memastikan kepatuhan hukum, mencegah
kepatuhan hukum, mencegah tindak pidana,
atau mencegah dampak yang lebih besar;

3) Korporasi memiliki budaya atau kebiasaaan
yang mendorong atau menerima tindak pidana
yang dilakukan; atau

4) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana
atau tidak melakukan langkah yang layak atas
tindak pidana yang terjadi.

(4) Pengurus Korporasi yang dapat dimintakan
pertanggungjawaban pidana adalah pengurus yang
pada saat tindak pidana terjadi:

a. merupakan orang yang melakuan atau turut serta
melakukan tindak pidana;

b. mempunyai kendali dan kewenangan untuk
mencegah tindak pidana terjadi tetapi tidak
dilakukan;

c. menerimatindakan pelaku fisik dengan menyetujui,
membiarkan, dan/atau tidak cukup melakukan
pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik; atau

d. tidak memiliki kebijakan yang dapat mencegah
kemungkinan terjadinya tindak pidana
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Alasan pembenar dan alasan pemaaf berdasarkan Pasal 50
KUHP-2023°¢ juga dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai
kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/
atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi
sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak
Pidana yang didakwakan kepada Korporasi. Penjelasan Pasal 50
KUHP-2023, menjelaskan bahwa: “Dalam hal orang perseorangan
tersebut mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur
organisasi Korporasi, yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi
atau demi kepentingan Korporasi, berdasarkan hubungan kerja
atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha Korporasi
tersebut, alasan pembenar dapat diajukan atas nama Korporasi.
Contoh, seorang pegawai (karyawan) perusahaan yang merusak
pipa pembuangan limbah milik pemerintah untuk menyelamatkan
para karyawan perusahaan.

Korporasi berdasarkan Pasal 45 KUHP-2023 merupakan subjek
tindak pidana. Korporasi tersebut mencakup badan hukum yang
berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan
itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak
berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan
komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindak Pidana yang dilakukan oleh Korporasi, berdasarkan

Pasal 50 KUHP-2023, berbunyi:
Alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus
yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang
kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh
Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan
Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi.

Penjelasan Pasal 50 KUHP-2023, menjelaskan:
Dalam hal orang perseorangan tersebut mempunyai kedudukan fungsional
dalam struktur organisasi Korporasi, yang bertindak untuk dan atas nama
Korporasi atau demi kepentingan Korporasi, berdasarkan hubungan kerja
atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha Korporasi tersebut,
alasan pembenar dapat diajukan atas nama Korporasi. Contoh, seorang
pegawai (karyawan) perusahaan yang merusak pipa pembuangan limbah
milik pemerintah untuk menyelamatkan para karyawan perusahaan.
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Pasal 46 KUHP-20237, yaitu merupakan Tindak Pidana yang
dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional
dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan
hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak
untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan
Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut,
baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Yang dimaksud
“kedudukan fungsional” yakni orang tersebut mempunyai
kewenangan mewakili, mengambil keputusan, dan untuk
menerapkan pengawasan terhadap Korporasi tersebut, termasuk
yang berkedudukan sebagai orang yang menyuruh melakukan,
turut serta melakukan, menggerakkan orang lain supaya melakukan
Tindak Pidana, atau membantu Tindak Pidana tersebut.

Tindak pidana oleh Korporasi, selain dilakukan oleh pelaku
fungsional, berdasarkan Pasal 47 KUHP-2023% juga dapat dilakukan

’Pasal 46 KUHP-2023, berbunyi:
Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan
oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur
organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau
berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi
atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau
kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-
sama.

Penjelasan Pasal 46 KUHP-2023, menjelaskan:
Yang dimaksud dengan “kedudukan fungsional” adalah orang tersebut
mempunyai kewenangan mewakili, mengambil keputusan, dan untuk
menerapkan pengawasan terhadap Korporasi tersebut, termasuk yang
berkedudukan sebagai orang yang menyuruh melakukan, turut serta
melakukan, menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana,
atau membantu Tindak Pidana tersebut.
Yang dimaksud dengan “hubungan lain” misalnya, kontrak kerja yang
bersifat sementara.

8Pasal 47 KUHP-2023, berbunyi:
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana
oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali,
atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi,
tetapi dapat mengendalikan Korporasi.

Penjelasan Pasal 47 KUHP-2023, menjelaskan:
Yang dimaksud dengan “pemegang kendali” adalah Setiap Orang yang
memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi
atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut
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oleh pemberi pemerintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat
Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat
mengendalikan Korporasi. Pemegang kendali yang dimaksud, yaitu
Setiap Orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai
penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk
melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat
otorisasi dari atasannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 KUHP-2023° pengenaan
pertanggungjawaban terhadap Korporasi, jika dilakukan oleh
pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi
perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.
Memperhatikan penjelasan Pasal 46 KUHP-2023, yang dimaksud
dengan “kedudukan fungsional” adalah orang tersebut mempunyai
kewenangan mewakili, mengambil keputusan, dan untuk
menerapkan pengawasan terhadap Korporasi tersebut, termasuk
berkedudukan sebagai orang yang menyuruh melakukan, turut
serta melakukan, menggerakkan orang lain supaya melakukan
Tindak Pidana, atau membantu Tindak Pidana tersebut.

Memperhatikan Pasal 20 KUHP-2023'°, Pelaku tindak pidana,

tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.

Pasal 49 KUHP-2023, berbunyi:
Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang
mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali,
dan/atau pemilik manfaat Korporasi.

Penjelasan Pasal 49 KUHP-2023, menjelaskan:
cukup jelas.

®pasal 20 KUHP-2023, berbunyi:
Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika:
a. melakukan sendiri Tindak Pidana;
b. melakukan Tindak Pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh
orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
c. turut serta melakukan Tindak Pidana.; atau
d. menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan
cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan
atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman
Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan,
sarana, atau keterangan.
Penjelasan Pasal 20 KUHP-2023, menjelaskan:
Hurufa Cukup jelas.
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yaitu:

1. melakukan sendiri Tindak Pidana.

2. melakukan Tindak Pidana dengan perantaraan alat atau
menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan perantaraan alat, yang dimaksud misalnya remote
control yang digunakan secara tidak langsung untuk melakukan
Tindak Pidana. Dalam hal menyuruh melakukan, orang yang
disuruh untuk melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena
tidak ada unsur kesalahan.

3. turut serta melakukan Tindak Pidana. Turut serta melakukan
Tindak Pidana adalah mereka yang bekerja sama secara sadar
dan bersama-sama secara fisik melakukan Tindak Pidana,
tetapi tidak semua orang yang turut serta melakukan Tindak
Pidana harus memenuhi semua unsur Tindak Pidana walaupun
semua diancam dengan pidana yang sama. Dalam turut serta
melakukan Tindak Pidana, perbuatan masing-masing orang
yang turut serta melakukan Tindak Pidana dilihat sebagai satu
kesatuan. atau

4. menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak
Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu,
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan
Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan

Huruf b Yang dimaksud “dengan perantaraan alat”, misalnya remote
control yang digunakan secara tidak langsung untuk melakukan
Tindak Pidana. Dalam hal menyuruh melakukan, orang yang
disuruh untuk melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena
tidak ada unsur kesalahan.

Huruf ¢ Yang dimaksud dengan “turut serta melakukan Tindak Pidana”
adalah mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-
sama secara fisik melakukan Tindak Pidana, tetapi tidak semua
orangyangturut serta melakukan Tindak Pidana harus memenubhi
semua unsur Tindak Pidana walaupun semua diancam dengan
pidana yang sama. Dalam turut serta melakukan Tindak Pidana,
perbuatan masing-masing orang yang turut serta melakukan
Tindak Pidana dilihat sebagai satu kesatuan.

Hurufd Yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain supaya
melakukan Tindak Pidana”, termasuk membujuk, menganjurkan,
memancing, atau memikat orang lain dengan cara tertentu.
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penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau
keterangan. “Menggerakkan orang lain supaya melakukan
Tindak Pidana”, yakni termasuk membujuk, menganjurkan,
memancing, atau memikat orang lain dengan cara tertentu.

Pembantu tindak pidana berdasarkan Pasal 21 KUHP-2023'},
dijatuhi hukuman, jika dengan sengaja: a. memberi kesempatan,
sarana, atau keterangan untuk melakukan Tindak Pidana; atau b.
memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana dilakukan. Namun
demikian, pembantu tindak pidana yang dengan sengaja memberi
kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan Tindak
Pidana; atau memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana dilakukan

pasal 21 KUHP-2023, berbunyi:

(1) Setiap Orang dipidana sebagai pembantu Tindak Pidana jika dengan
sengaja: a. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk
melakukan Tindak Pidana; atau b. memberi bantuan pada waktu
Tindak Pidana dilakukan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk
pembantuan melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan
pidana denda paling banyak kategori Il.

(3) Pidana untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana paling banyak
2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk
Tindak Pidana yang bersangkutan.

(4) Pembantuan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana
mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. (5) Pidana tambahan
untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana
tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 21 KUHP-2023, menjelaskan:

Ayat (1)

Huruf a Dalam ketentuan ini, pembantuan dilakukan sebelum dan sejak
pelaksanaan Tindak Pidana dengan memberikan kesempatan,
sarana, maupun keterangan.

Huruf b Dalam ketentuan ini, memberi bantuan pada waktu Tindak
Pidana dilakukan hampir terdapat kesamaan dengan turut
serta melakukan Tindak Pidana. Dalam turut serta melakukan
Tindak Pidana terdapat kerjasama yang erat antarmereka yang
turut serta melakukan Tindak Pidana, tetapi dalam pembantuan
melakukan Tindak Pidana, kerja sama antara pelaku Tindak
Pidana dan orang yang membantu tidak seerat kerjasama dalam
turut serta melakukan Tindak Pidana.

Ayat (2) sampai dengan Ayat (5)

Cukup jelas.
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yang untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana yang hanya
diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II atau paling
banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tidak dipidana.

Pembantuan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan
untuk melakukan Tindak Pidana dilakukan sebelum dan sejak
pelaksanaan Tindak Pidana dengan memberikan kesempatan,
sarana, maupun keterangan. Sedangkan, memberi bantuan pada
waktu Tindak Pidana dilakukan hampir terdapat kesamaan dengan
turut serta melakukan Tindak Pidana. Dalam turut serta melakukan
Tindak Pidana terdapat kerja sama yang erat antarmereka yang
turut serta melakukan Tindak Pidana, tetapi dalam pembantuan
melakukan Tindak Pidana, kerja sama antara pelaku Tindak Pidana
dan orang yang membantu tidak seerat kerjasama dalam turut serta
melakukan Tindak Pidana.

Pidana yang dijatuhkan untuk pembantuan melakukan Tindak
Pidana paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman
pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan. Sedangkan
Pembantuan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana
mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. (5) Pidana tambahan
untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana
tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

Keadaan pribadi pembantu melakukan tindak pidana atau
keadaan dimana pelaku atau pembantu berumur lebih tua atau
muda, memiliki jabatan tertentu, menjalani profesi tertentu, atau
mengalami gangguan mental, berdasarkan Pasal 22 KUHP-20232,
dapat menjadi alasan menghapus, mengurangi, atau memperberat
pidananya.

2pasal 22 KUHP-2023, berbunyi:
Keadaan pribadi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau
pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat menghapus,
mengurangi, atau memperberat pidananya.

Penjelasan Pasal 22 KUHP-2023, menjelaskan:
Yang dimaksud dengan “keadaan pribadi” adalah keadaan dimana pelaku
atau pembantu berumur lebih tua atau muda, memiliki jabatan tertentu,
menjalani profesi tertentu, atau mengalami gangguan mental.
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Aksi dan pola hubungan Korporasi yang berbentuk Korporasi
induk!®, subsidiari'*, hubungan lain'®, serta aksi Korporasi seperti
penggabungan'é, peleburan!’, dan pemisahan'® dapat berpotensi
menjadi modus dalam menghindari pertanggungjawaban pidana

BKorporasi (perusahaan) induk adalah suatu perusahaan yang memiliki
dan mengendalikan firma atau Korporasi lainnya (yang biasanya disebut sebagai
perusahaan anak/subsidiari). Perusahaan-perusahaan tersebut (perusahaan
induk dan perusahaan anak) masing-masing berdiri dengan status hukum masing-
masing. Secara keseluruhan biasanya dikenal sebagai perusahaan group.

Pasal 1 angka (2) Perma 13/2016 mengatur bahwa: Korporasi induk (parent
company) adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki dua anak atau lebih
anak perusahaan yang disebut perusahaan subsidiari yang juga memiliki status
badan hukum tersendiri.

4perusahaan subsidiari yakni nama yang diberikan kepada perusahaan yang
lebih kecil dari perusahaan induk serta dikendalikan dan dimiliki oleh perusahaan
induk.

Pasal 1 angka (3) Perma 13/2016 Perusahaan Subsidiary (subsidiary
company) atau perusahaan-perusahaan berbadan hukum yang mempunyai
hubungan (sister company) adalah perusahaan yang dikontrol atau dimiliki oleh
satu perusahaan induk.

*Perusahaan yang mempunyai hubungan lain yakni Perusahaan yang
memiliki lebih dari satu anak perusahaan. Anak-anak perusahaan disebut sebagai
perusahaan bersaudara (sister company).

%penggabungan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu
perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah
ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan
diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan
selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir
karena hukum.

Lebih lanjut baca Pasal 1 angka 9 UUPT.

’Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau
lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan suatu perseroan baru yang
karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan
diri berakhir karena hukum.

Lebih lanjut baca Pasal 1 angka 10 UUPT.

8pemisahan yakni perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk
memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan
beralih karena hukum kepada suatu perseroan atau lebih.

Pemisahan ini dapat dalam dua bentuk, yakni: a. Perusahaan A memisahkan
sebagian usahanya menjadi perusahaan baru bernama B, tetapi perusahaan A
tetap ada (pemisahan tidak murni); b. Perusahaan A memisahkan diri menjadi
perusahaan baru (Perusahaan B, C dan D) serta perusahaan A bubar (pemisahan
murni).

Lebih lanjut lihat Pasal 1 angka 12 UUPT.
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dalam hal terjadinya tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas
nama Korporasi.

Ada hal yang perlu dipertimbangkan untuk memperluas
pertanggungjawaban pidana tidak saja terhadap Korporasi yang
secara langsung telah terbukti melakukan tindak pidana, tetapi juga
dengan membuka kemungkinan untuk membebankan tanggung
jawab pidana terhadap Korporasi teralifiasi seperti: holding company,
subsidiary company, dan sister company. Kebutuhan ini tentunya
didasarkan pada adanya fakta berdasarkan modus operandi suatu
kejahatan Korporasi yang menggunakan Korporasi terafiliasi sebagai
pelaku, sedangkan keuntungan atau manfaat justru dinikmati oleh
Korporasi terafiliasi lainnya.!®

Dimintakannya  pertanggungjawaban pidana  terhadap
Korporasi teralifiasi seperti: holding company, subsidiary company, dan
sister company didasarkan kepada adanya “hubungan lain” yakni
hubungan antara pengurus dan/atau Korporasi di satu pihak dengan
orang dan/atau Korporasi lain di lain pihak yang memungkinkan
pihak lain tersebut bentindak untuk kepentingan pihak pertama
berdasarkan perikatan, baik tertulis maupun tidak tertulis.?

Dalam hal dimintakannya pertanggungjawaban pidana
terhadap Korporasi teralifiasi seperti: holding company, subsidiary
company, dan sister company didasarkan kepada adanya “hubungan
lain” perlu dinilai kesalahannya, yakni: Korporasi teralifiasi seperti:
holding company, subsidiary company, dan sister company memperoleh:
keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak
pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi; ikut
membiarkan terjadinya tindak pidana, atau ikut tidak melakukan
langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan,
mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan
terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari
terjadinya tindak pidana.

®Mahkamah Agung Rl dan Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, Tata
Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi, Tim Pokja Penyusunan Pedoman
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta, him. 144.

2perhatikan Pasal 1 angka (12) Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
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Terkait dengan pertanggungjawaban pidana berdasarkan
hubungan lain, perlu dibuktikan adanya “unsur kesengajaan”,
sebab jika suatu badan hukum (Korporasi) turut bertanggungjawab
sebagai melakukan perbuatan pidana dengan kelalaian, ini akan
mengakibatkan pertanggungjawaban pidana Korporasi menjadi
terlalu luas. Artinya, pertanggungjawaban pidana Korporasi
teralifiasi seperti: holding company, subsidiary company, dan sister
company dimungkinkan karena ia (Korporasi teralifiasi seperti:
holding company, subsidiary company, dan sister company tersebut)
bertindak untuk kepentingan pihak pertama, serta tindak pidana
tersebut bukanlah suatu tindak pidana karena kealpaan.

Korporasi sebagai pelaku, pemeriksaannya secara umum ada
di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
(Perma 13/2016)*, yang tidak hanya berlaku bagi tindak pidana
umum yang diatur dalam KUHB tapi juga berlaku bagi semua tindak
pidana yang diatur diluar KUHP. Selanjutnya, pada tahun 2023,
keluar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (Perma 1/2023)
yang di dalamnya juga mengatur mengenai Pertanggungjawaban
Tindak Pidana Korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 — 70

Zpertimbangan keluarnya Perma 13/2016, yakni:

a. Korporasisebagaisuatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya
memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya
Korporasi ada kalanya juga melakukan pelbagai tindak pidana
(corporate crime) yang membawa dampak kerugian terhadap negara
dan Masyarakat;

b. dalam kenyataannya Korporasi dapat menjadi tempat untuk
menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak
tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (criminal
liability);

c. banyak undang-undang di Indonesia menempatkan Korporasi sebagai
subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban,
namun perkara dengan subjek hukum Korporasi yang diajukan dalam
proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah
prosedur dan tata cara pemeriksaan Korporasi sebagai pelaku tindak
pidana masih belum jelas, oleh karena itu dipandang perlu adanya
pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara
pidana yang dilakukan oleh Korporasi.
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Perma 1/202322.

2pertanggungjawaban tindak pidana Korporasi sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 68 Perma 1/2023, yang berbunyi:

(1) Tindak pidana Korporasi terjadi jika tindak pidana dilakukan untuk,
oleh, dan/ atau atas nama Korporasi.

(2) Tindak pidana Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi
jika:
a. Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak

pidana tersebut;

b. tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
c. tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan usaha

Korporasi;

d. tindakan tersebut menggunakan sumber daya, dana dan/ atau
segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari Korporasi; atau
e. tindakan tersebut didasarkan pada keputusan pengurus Korporasi
yang berwenang.
(3) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana
pada ayat (1) berdasarkan:
a. tindak pidana tersebut dianggap sebagai tindakan Korporasi, jika:

1) tindak pidana dilakukan oleh orang yang berada di bawah
Korporasi atau pihak ketiga yang bekerja berdasarkan hubungan
kerja atau hubungan lain atas permintaan atau perintah
Korporasi atau pengendali dari Korporasi yang bersangkutan;
dan/ atau

2) tindak pidana dilakukan oleh pengurus Korporasi.

b. tindak pidana terjadi karena kesalahan Korporasi berupa:

1) Korporasi mempunyai kemampuan untuk mencegah terjadinya
tindak pidana tapi tidak melakukannya;

2) Korporasi tidak memiliki kebijakan dan/ atau tidak melakukan
langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan hukum,
mencegah tindak pidana, atau mencegah dampak yang lebih
besar;

3) Korporasi memiliki budaya atau kebiasaan yang mendorong
atau menerima tindak pidana yang dilakukan; atau

4) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana atau tidak
melakukan langkah yang layak atas tindak pidana yang terjadi.

(4) Pengurus Korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban

pidana adalah pengurus yang pada saat tindak pidana terjadi:

a. merupakan orang yang melakukan atau turut serta melakukan
tindak pidana;

b. mempunyai kendali dan kewenangan untuk mencegah tindak
pidana terjadi tetapi tidak dilakukan;

¢. menerima tindakan pelaku fisik dengan menyetujui, membiarkan,
dan/ atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan
pelaku fisik; atau

d. tidak memiliki kebijakan yang dapat mencegah kemungkinan
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Berdasarkan Pasal 1 Perma 13/2016, Korporasiadalah kumpulan
orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan
hukum maupun bukan badan hukum. Selanjutnya, Korporasi
Induk (parent company) adalah perusahaan berbadan hukum yang
memiliki dua atau lebih anak perusahaan yang disebut perusahaan
subsidairi yang juga memiliki status badan hukum tersendiri®.
Perusahaan Subsidairi (subsidairy company) atau perusahaan-
perusahaan berbadan hukum yang mempunyai hubungan (sister
company) adalah perusahaan yang dikontrol atau dimiliki oleh satu
perusahaan induk.?

Tindak pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang
dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada Korporasi
sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.
Berdasarkan Pasal 3 Perma 13/2016, Tindak pidana oleh Korporasi
merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan
hubungan kerja%, atau berdasarkan hubungan lain?¢, baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama

terjadinya tindak pidana.

Ketentuan Pasal 69 ayat (1) Perma 1/2023, mengatur bahwa sanksi

dalam tindak pidana Korporasi dapat dijatuhkan pada:

a. Korporasi; dan/ atau

b. pengurus Korporasi yang memenuhi kualifikasi sebagai orang yang
memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau
orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak
pidana tersebut.

Pidana Pidana bagi Korporasi dan/atau pengurus tersebut, berdasarkan
Pasal 69 ayat (2) Perma 1/2023 tidak menghapus pidana bagi pelaku faktual.
Selanjutnya, masing-masing pelaku tindak pidana tersebut dapat diajukan dalam
persidangan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bperhatikan Pasal 1 angka 2 Perma 13/2016.

24perhatikan Pasal 1 angka 3 Perma 13/2016.

®Hubungan Kerja berdasarkan Pasal 1 angka 11 Perma 13/2016 adalah
hubungan antara Korporasi dengan pekerja/pegawainya berdasarkan perjanjian
yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan/atau perintah.

%Hubungan Lain berdasarkan Pasal 1 angka 12 Perma 13/2016 adalah
hubungan antara pengurus dan/atau Korporasi dengan orang dan/atau Korporasi

lain sehingga menjadikan pihak lain tersebut bertindak untuk kepentingan pihak
pertama berdasarkan perikatan, baik tertulis maupun tidak tertulis.
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Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi*’.

Korporasi berdasarkan Pasal 4 Perma 13/2016 dapat
dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan
pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang
Korporasi. Selanjutnya, dalam menjatuhkan pidana terhadap
Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi, antara lain:
a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari
tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk
kepentingan Korporasi; b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak
pidana; atau c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang
diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang
lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum
yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 6 Perma 13/2016 diatur bahwa dalam hal
tindak pidana dilakukan oleh Korporasi dengan melibatkan induk
Korporasi dan/atau Korporasi subsidiari dan/atau Korporasi yang
mempunyai hubungan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana
sesuai dengan peran masing-masing. Selanjutnya, berdasarkan Pasal
7 Perma 13/2016, diatur bahwa dalam hal terjadi penggabungan atau
peleburan Korporasi maka pertanggungjawaban pidana dikenakan
sebatas nilai harta kekayaan?® atau aset yang ditempatkan terhadap
Korporasi yang menerima penggabungan atau Korporasi hasil
peleburan. Kemudian, dalam hal terjadi pemisahan Korporasi, maka
pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Korporasi yang
dipisahkan dan/atau Korporasi yang melakukan pemisahan dan/
atau kedua-duanya sesuai dengan peran yang dilakukan. Kemudian
lagi, dalam hal Korporasi sedang dalam proses pembubaran, maka
pertanggungjawaban pidana tetap dikenakan terhadap Korporasi

ZLingkungan Korporasi berdasarkan Pasal 1 angka 13 Perma 13/2016 adalah
lingkup Korporas atau lingkup usaha Korporasi atau lingkup kerjayang termasuk
dan/atau mendukung kegiatan usaha Korporasi baik langsung maupun tidak
langsung.

2Harta Kekayaan berdasarkan Pasal 1 angka 9 Perma 13/2016 adalah semua
benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang
tidak berwujud, yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari
hasil tindak pidana.
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yang akan dibubarkan®.

Ketentuan Pasal 5 Perma 13/2016 mengatur bahwa dalam hal
seorang atau lebih Pengurus Korporasi berhenti, atau meninggal
dunia tidak mengakibatkan hilangnya pertanggung-jawaban
Korporasi. Pengurus Korporasi*® merupakan organ Korporasi yang
menjalankan pengurusan Korporasi sesuai anggaran dasar atau
undang-undang yang berwenang mewakili Korporasi, termasuk
mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil
keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau
turut mempengaruhi kebijakan Korporasi atau turut memutuskan
kebijakan dalam Korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai

Pembubaran berdasarkan Pasal 1 angka 7 Perma 13/2016 adalah bubarnya
perusahaan karena keputusan RUPS/RUPS LB, atau jangka waktu berdirinya yang
ditetapkan anggaran dasar telah berakhir, atau berdasarkan putusan Pengadilan,
atau karena dicabut izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan
melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3pengurus Korporasi merupakan individu-individu yang mempunyai
kedudukan atau kekuasaan sosial, setidaknya dalam lingkup perusahaan tempat
mereka bekerja. Mereka-mereka yang dapat dikategorikan sebagai pengurus
Korporasi yaitu:

1. mereka yang menurut anggaran dasarnya secara formal menjalankan
pengurusan Korporasi;

2. mereka yang sekalipun menurut anggaran dasar Korporasi bukan
pengurus, tetapi secara resmi memiliki kewenangan untuk melakukan
perbuatan yang mengikat Korporasi secara hukum berdasarkan:

a. pengangkatan oleh pengurus untuk memangku suatu jabatan dengan
pemberian kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri dalam
batas ruang lingkup tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatannya
itu untuk dapat melakukan perbuatan hukum mengikat Korporasi, atau

b. pemberian kuasa oleh pengurus atau mereka sebagaimana dimaksud
a) untuk dapat melakukan perbuatan yang secara hukum mengikat
badan usaha.

3. oleh orang lain yang diperintahkan oleh mereka yang disebut dalam huruf
1) dan 2), untuk melakukan atau menjalankan pengurusan Korporasi.

Pengurus merupakan organ Korporasi yang menjalankan kepengurusan

Korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka
yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan
Korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian,
setiap individu yang ditunjuk sebagai memiliki tanggung jawab organisasi atau
operasional untuk spesifik perilaku atau yang memiliki kewajiban untuk mencegah,
suatu pelanggaran oleh Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana
atas terjadinya tindak pidana lingkungan.
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tindak pidana.

Pemeriksaan terhadap Korporasi sebagai tersangka, pada
tingkat penyidikan diwakili oleh seorang Pengurus. Pemeriksaan
terhadap Korporasi yang diwakili Pengurusnya tersebut dilakukan
dengan surat panggilan yang sah. Selanjutnya, Pengurus yang
mewakili Korporasi tersebut wajib hadir dalam pemeriksaan
Korporasi. Jika Korporasi yang telah dipanggil secara patut tidak
hadir, menolak hadir atau tidak menunjuk Pengurus untuk mewakili
Korporasi dalam pemeriksaan maka penyidik menentukan salah
seorang Pengurus untuk mewakili Korporasi dan memanggil sekali
lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa Pengurus
tersebut secara paksa.’!

Pengurus yang mewakili Korporasi pada tingkat penyidikan
wajib pula hadir pada pemeriksaan Korporasi dalam sidang
Pengadilan. Jika Pengurus tersebut tidak hadir karena berhalangan
sementara atau tetap, hakim/ketua sidang memerintahkan penuntut
umum agar menentukan dan menghadirkan Pengurus lainnya
untuk mewakili Korporasi sebagai terdakwa dalam pemeriksaan di
sidang Pengadilan. Jika Pengurus yang mewakili Korporasi sebagai
terdakwa tersebut telah dipanggil secara patut, namun tidak
hadir dalam pemeriksaan tanpa alasan yang sah, maka hakim/
ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan kepada
penuntut umum agar memanggil kembali Pengurus yang mewakili
Korporasi tersebut untuk hadir pada hari sidang berikutnya. Dalam
hal Pengurus tersebut juga tidak hadir pada persidangan dimaksud,
hakim/ketua sidang memerintahkan penuntut umum agar Pengurus
tersebut dihadirkan secara paksa pada persidangan berikutnya.*

Ketentuan Pasal 15 Perma 13/2016 mengatur bahwa dalam hal
Korporasi diajukan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara
yang sama dengan Pengurus, maka Pengurus yang mewakili
Korporasi adalah Pengurus yang menjadi tersangka atau terdakwa.
Selanjutnya, Pengurus lainnya yang tidak menjadi tersangka atau
terdakwa dapat mewakili Korporasi dalam perkara tersebut.

31perhatikan Pasal 11 Perma 13/2016.
32perhatikan Pasal 13 Perma 13/2016.

VI | Korupsi Tindak Pidana Pencucian Uang, Serta Pertanggungjawaban 123
Pidana dan Pemidanaan Bagi Korporasi dalam KUHP-2023




Pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan terhadap
Korporasi dan/atau Pengurus dapat dilakukan secara sendiri-sendiri
atau bersama-sama. Dalam hal pemeriksaan pada tahap penyidikan
dan penuntutan terhadap Korporasi dan Pengurus dilakukan
bersama-sama, tata cara pemanggilan dan pemeriksaannya
mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 sampai
Pasal 18 Perma 13/2016.

Ketentuan Pasal 16 Perma 13/2016 mengatur bahwa dalam
hal ada kekhawatiran Korporasi membubarkan diri dengan tujuan
untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, baik yang
dilakukan sesudah maupun sebelum penyidikan, Ketua Pengadilan
Negeri atas permintaan penyidik atau penuntut umum melalui
suatu penetapan dapat menunda segala upaya atau proses untuk
membubarkan Korporasi yang sedang dalam proses hukum sampai
adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Penetapan pengadilan
tersebut hanya dapat diberikan sebelum permohonan penundaan
kewajiban pembayaran utang atau permohonan pailit didaftarkan.
Akan tetapi terhadap Penetapan pengadilan tersebut, tidak dapat
diajukan bagi Korporasi yang bubar karena berakhirnya jangka
waktu sebagaimana ditentukan dalam dokumen pendirian.

Ketentuan Pasal 17 Perma 13/2016, mengatur bahwa dalam hal
terjadi penggabungan atau peleburan Korporasi, maka pihak yang
mewakili Korporasi dalam pemeriksaan perkara adalah Pengurus
saat dilakukan pemeriksaan perkara. Selanjutnya, dalam hal terjadi
pemisahan Korporasi, maka pihak yang mewakili Korporasi dalam
pemeriksaan perkara yakni Pengurus dari Korporasi yang menerima
peralihan setelah pemisahan dan/atau yang melakukan pemisahan.
Selanjutnya lagi, dalam hal Korporasi dalam proses pembubaran
maka pihak yang mewakili Korporasi dalam pemeriksaan perkara
yaitu likuidator.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dengan melibatkan
induk Korporasi dan/atau Korporasi subsidiari dan/atau Korporasi
yang mempunyai hubungan dapat dipertanggungjawabkan secara
pidana sesuai dengan peran masing-masing. Peran yang dilakukan
dalam tindak pidana yang terjadi, dapat sebagai pemberi perintah,
pemegang kendali, atau pemilik manfaat maupun sebagai pemegang
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kendalij.3?

Pertanggungjawaban pidanaterhadap Korporasiyang melakukan
penggabungan atau peleburan, yakni sebatas nilai harta kekayaan
atau aset yang ditempatkan terhadap Korporasi yang menerima
penggabungan atau Korporasi hasil peleburan. Kemudian, jika
terjadi pemisahan Korporasi, maka pertanggungjawaban pidana
dikenakan terhadap Korporasi yang dipisahkan dan/atau Korporasi
yang melakukan pemisahan dan/atau kedua-duanya sesuai dengan
peran yang dilakukan. Kemudian lagi, dalam hal Korporasi sedang
dalam proses pembubaran, maka pertanggungjawaban pidana tetap
dikenakan terhadap Korporasi yang akan dibubarkan.

Korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana
tidak dapat dipidana, akan tetapi terhadap aset milik Korporasi yang
diduga digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan
hasil kejahatan, maka penegakan hukumnya dilaksanakan sesuai
dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Selanjutnya, gugatan terhadap aset Korporasi yang telah
bubar tersebut, dapat diajukan terhadap mantan pengurus, ahli
waris atau pihak ketiga yang menguasai aset milik Korporasi yang
telah bubar itu.’

D. Pidana dan Tindakan Bagi Korporasi

Ketentuan Pasal 118 KUHP-2023, mengatur bahwa Pidana bagi
Korporasi terdiri atas: a. pidana pokok; dan b. pidana tambahan.
Pidana pokok yang dijatuhkan kepada Korporasi berdasarkan Pasal
119 KUHP-2023, yaitu berupa pidana denda. Sedangkan pidana
tambahan yang dijatuhkan kepada Korporasi berdasarkan Pasal 120
KUHP-2023, yakni:

1. pembayaran ganti rugi;
2. perbaikan akibat Tindak Pidana;
3. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;

3perhatikan juga Pasal 47 KUHP-2023.
34perhatikan Pasal 7 Perma 13/2016.
3perhatikan Pasal 8 Perma 13/2016.
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11.

12

pemenuhan kewajiban adat.

pembiayaan pelatihan kerja;

perampasan barang atau keuntungan yang diperoleh dari
Tindak Pidana;

pengumuman putusan pengadilan;

pencabutan izin tertentu;

. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
10.

penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau
kegiatan Korporasi;

pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi;
dan

. pembubaran Korporasi.

Pidana tambahan bagi Korporasi berupa:

pencabutan izin tertentu;

penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau
kegiatan Korporasi;

pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi
dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

Selanjutnya, jika Korporasi tidak melaksanakan pidana

tambahan berupa:

1.

AN

pembayaran ganti rugi;

perbaikan akibat Tindak Pidana;
pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;
pemenuhan kewajiban adat.

pembiayaan pelatihan kerja;

maka kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang
oleh jaksa untuk memenuhi pidana tambahan yang tidak dipenubhi.

Pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi berdasarkan

Pasal 121 KUHP-2023 yakni paling sedikit denda kategori IV yaitu
paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kecuali
ditentukan lain oleh Undang-Undang. Selanjutnya, dalam hal
Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan:

1.

126

pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, pidana denda paling
banyak untuk Korporasi adalah kategori VI atau paling banyak
Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
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2. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) sampai dengan paling
lama 15 (lima belas) tahun, pidana denda paling banyak
untuk Korporasi adalah kategori VII atau paling banyak
Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau

3. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara
paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana denda paling banyak
untuk Korporasi adalah kategori VIII atau paling banyak
Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi berdasarkan
Pasal 122 KUHP-2023, wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu
yang dimuat dalam putusan pengadilan. Selanjutnya, Putusan
pengadilan dapat menentukan pembayaran pidana denda dengan
cara mengangsur. Namun demikian, jika pidana denda tidak
dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau
pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk
melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Jika dalam hal kekayaan
atau pendapatan Korporasi tidak mencukupi untuk melunasi
pidana denda dimaksud, Korporasi dikenai pidana pengganti berupa
pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi.

Ketentuan Pasal 123 KUHP-2023 mengatur bahwa Korporasi
dapat dikenakan pidana tindakan, berupa: a. pengambilalihan
Kor-porasi; b. penempatan di bawah pengawasan; dan/atau c.
penempatan Korporasi di bawah pengampuan. Ketentuan lebih
lanjut mengenai mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan
tindakan bagi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118
sampai dengan Pasal 123 KUHP-20123 diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 Perma No. 1/2023
mengatur terkait sanksi dalam tindak pidana korporasi dapat
dijatuhkan dalam perkara pidana lingkungan hidup. Ketentuan
Pasal 69 Perma No. 1/2023, berbunyi:

(1) Sanksi dalam tindak pidana Korporasi dapat
dijatuhkan pada:
a. Korporasi; dan/atau
b. pengurus Korporasi yang memenuhi kualifikasi
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@)

©)

sebagai orang yang memberi perintah untuk
melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang
bertindak sebagai pemipin kegiatan dalam tindak
pidana tersebut.
Pidana bagi Korporasidan/atau pengurus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus pidana bagi
pelaku faktual.
Masing-masing pelaku tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diajukan
dalam persidangan secara bersama-sama atau sendiri-
sendiri.

Ketentuan Pasal 70 Perma No. 1/2023, berbunyi:

(1

2)

3)

(4)

®)

Sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan pada mereka
yang menjadi Terdakwa.

Hakim Pemeriksa Perkara berwenang menilai tuntutan
penuntut umum yang berisi rencana pemulihan untuk
menentukan kelengkapan atau perincian rencana
pemulihan tersebut.

Dalam hal Hakim Pemeriksa Perkara menilai rencana
pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak cukup terperinci, Hakim Pemeriksa Perkara
berwenang melengkapi rencana pemulihan yang
diajukan oleh penuntut umum ke dalam amar putusan
apabila berdasarkan pembuktian dan alasan yang
cukup tuntutan tersebut dapat dikabulkan.

Dalam hal Korporasi dijatuhi pidana tambahan berupa
perbaikan/ pemulihan lingkungan dan apabila dalam
waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan berkekuatan
hukum tetap Terpidana tidak melaksanakan hukuman
tersebut, harta benda Korporasi disita dan dilelang
untuk membayar biaya pemulihan.

Upaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak menutup hak keperdataan perorangan untuk
menggugat ganti rugi dan/atau melakukan tindakan
tertentu.
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Pemulihan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 20
Perma No. 1/2023 adalah upaya dan tindakan untuk memperbaiki
kualitas lingkungan hidup yang tercemar dan/ atau rusak
agar kembali pada keadaan semula atau kembali pada kualitas
lingkungan tertentu yang ditentukan sesuai dengan daya dukung,
daya tampung, dan produktivitas lingkungan.
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Irdonesli FMommor G

8. PFesmwaran Sahkomah Agung Bomor T Tohun 2013
tentorg, Organisesl din Tatn Kerjs Keganderoan don
Hegpeirelnrinlun  Perndilan  |Beritn Meguni Repaibilia

lindonesin Talvin 316 N 1BET) dchagaimuiss tebik
brdszngm  knl  diibabh bErmakhie  ddogpin Perubomn
Malkkioiali  Aguigg  Momor Y Tanon  20E2  weilEig

Perubadion  Kelimn afod  Peratinsn  Mahikamakh Ao
Mamuor T Tabum 20605 teniang, Chppsmasi don Tals Kerjs
HKepesniternnn  chn  Kesckrotamadnn Perndslon [feriés
Brparn Bepighlik Endonesin Tolvom 30032 Boroes 12209

MEMLTUSENAN
fenelapkn PERATURAN BMAHEAMAH @ AOUNG TENTAND PEDOMAN
MENGADILL PEREARA LINGRUNGAN HIDUP

EABR G
KETENTUAN LEILIM

Phisial |

Duiliien - Peisiturnn MabiKamaly Apuing ind vang dinmbsod

elengai.

I, Hakimi, Lingkumman Hufup adalsh  bakim yang belah
diemvainboe luliss pelotifian donomemilils sumi ko puotase
ving Adlkeluailan olet Ketun Malkamals Ajucg seleapsl
Pl Do bisdi jisan Bidiap

P Hakim Pemefiksa Perboru adalal i) s Paiiclm g
dimjuk akhl Hetind ke pals progndilan cmbiok merenkas
duiry et dill perleara

1 Modisgor minlaly halom atau phak loie vang  memalikl
merfilikal oedinkr melmpn pihak netral yang membaniu
fprm mhak dalom perandingam penn mencan berbsagn)
bor M rgh AT perTvelesalun s ihoe ta T [l e L i
CArS MEMUIUE alay mepisabuan eebanly penyelession,

15 Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang
pada Sektor Sumber Daya Alam




L,

i1

2

13

o

Hegpwiusan Admininirasl Peosecindnban yong jugs disetui
Fepwiusan  Tain  Usabhn  Negam moba Kepusosan
Acdmunstras sdalah ponetnpan cerials yang dikelunrkan
okeli Badun danfatun Pejabaol  Pesieniinabon  daliam
penyclengeaman pemerminhan

Tiedlalan Administmal Perprimitnban vung jugs disstng
Tirdakan adalab perbuaton Priabat Pemetininhon atoo
penyelenpuard nepare leimeda uEiil snelabnibsan
donfntma tidak melnkubsn pirkanian Eopkeed  dokan
ranghs penrele nggaman pemerintahnn

Bupntan Perwakilan Kelompok adalab auang tota camn
pengnjuan gupnksn, yong tercdim pkae satu omng et
brbih g mengyyuknn gugntan untuk din sandin dan
sokabaua  mewalnll  kelompols crang yang  omlabinga
harvak, varg memilli kesamoon fokeh aas  dasor
hubcam antnr. wokll kelompok don aoggotn kelompok
clirma ksl

Clagnian Drganumssl Lingkungan Hidug odalob suniu s
A e gupatan yang dinjukan oedeh o argmviess
tingkumngan hwdiap dalam. mngka pelnk=anoon nsgaang
pawah pelimdungsn dan pengeislann lingkusgan Bbidup
yang - disjukan uniuk kepenticgen pelestarinn fungs
ingsumngan hidup

Crganiaanl Logkungan Hidop sdilah keloopok omng
vang ternrgonissai don terbentuk npbne kehondsk seesdin
wang tujuan  don lepatonnya  Berkaiton  dengar
Nk wngan hidup

lupiran Wags Negar adalah sl Tats csi pengidian
Eugntar  yung  disguiesn  oleh ectinp  wmrgn oo
Irulomesin mrhacap seatu pecbusion molowan ok
dengae  mengalaananadnn  Repentamin  usndm dai
dengar alasan adasyn pembiacap Slau ieipnk
dilaksonakanmya  kewnjiban  hukum Gkl pemerindol,
lEmbags negir, die ) aran piak swasis.

Adad . Kehiari-hatian slnkih ssgs vang - mengubamokan
tindakon  pencsgahan’ dalony hal imenghadaps
ketxiakpostinn  pembuktinn mengenoi <dnmpak  serius
yang akan Terbdd ofa yang bergmli akobot =soante ussha
dan/pian kegninm bxrenn keterbainsnn peopassann il
Pengetalvaan. den elvddog arau perbedican kslerangan
alli.

Baka Miaitii Liigkudngan Helup adalah ukornm bateas aioo
kodar makbluk hidup, zat, eperg, oy Romponen v
oo wiwy hords ada donoldl UNEUF petHTEar g
ditrnggang kebermdaannyn dalom ssin sumber dayva
terientyl sefagnl unsar bnghargan hidog.

Kriterin  Bakt  Keruspkanm Lingkungan Hidup adadab
ithuran baisa pershohen sidat sk, kmds, don/omo
et lingkungan hidup vang dopat ditenggung oleb
lingkungan  hidup untul dapar tetp mele stk
Tungsivg.

Analede Mempennl Dampak  Lingkargan  bidup yang
selanjurnya  diselnn Amdal adalab kojlan | meEngena
l].ll.1'|'|Fl.Ik pending misii mphe dag ot egakan yang
iarencamidkun poela lngkungan hidup varg digeerhsican
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bags pengambilan Wepabisan  sencarg penyelend e
usahn clany stau keglyian.

Upava Perpeloloan Lingkungan Hidup  dan  Ugsivs
Pemantiin Langkurgan Hidhap yang selanjutmyas dsebail
UEL-LPL wifalah pengelolaan din pemantasan Terfudug
izmaha danfatau kegiatan yang tidak berdanmpoak penting
terhodag  hnghkurganm  hidisp yong diporlukan bag
pengambainn kepuliman lemiang penyelenggnoan usabs
dimy wEnu kepintan

Barad  Pernyainon Besamggupan Pengelodsan  don
Pemantouan Hngkargon Hidup yans selanpucrnys isacba
SPFL adslaly pesnialoan Keanisgopan das genangeing
jowak wsnba  danfaton kegoton oniuk | melakokon
peogelolonn dan - pemantaian  linglangan hidop o olis
damnipak  hagkingas  hlip darl usabes s atakg
kegintancva di luar wesha dan fsing keginkan ynng wugh
fmrdnl nkma LEL-LUML.

Bukti llminh adalah pergelsesn hobuempan sntsem dos
ntma el kompanen  atas  unser-unmer  dolam
limgkungnn  hidup wang  dikemnskakan  cinlam  bentak
tertulin oleh ahli berdasarknn hosil peosbiion et Baosil
kellenaanmn dersgan s fanpa discrs penjeesan o
chirpan peraidanpgan

Perunngan Hak atons Lingkungan Hidup yong Bak dor
Lehatl sdoleh perbuntnn-perhuaton dalom bentuk notarn
luim, permvalaen pescipal lsan dan fulisen 8 fusng
publik atau privst serts opers litipos yoang delakokan
setiop  oramg.  (vganisas  Lingkangan  Hidop,  otou
orgnitiseisl masyaralon dengan cori yang sestal denmie
Packuin sclagnlinana digemnin dolas Pagal &6 Undang-
UsnBan Miomor 32 Tab s 2000 tenlang Peclisndunpan das
Perpelolaan Lingkunpsn Hidep.,

Korporsst adadsh kampelan orong dan/atu kelayie
varg ierorgniisisl, baik  meropaliog bofoe hikisn
imbenajiiin biikdn bedan ukuiim

Ekas ks Perdain, Taka Uszha Megarn - adalak
e laksirmpn pudvsan pengodilnn ynng telah bBerkelkunion
hukum ietap vang tsinva mengandung peoghilkuman
dien mpabily lormohen cksclcusi fwdnk melnksonakin
secorn suknrels, dilnksanokon upaya pksa

Pemmdihian  Lingkuagan  Hidup  sdalehy gpayn dan
tinclikan untul memperboikl leaalitns mgkangsn hidep
vang fercemar donfabtmn rusak ogar  kemboli pada
keodsan semuls atew - kemboll peds kualitas lingkungan
LeEfekili Wi diEFiukan weauni denpan daya duking,
dpyn bempuing, don procaktviias Enghungan

Kerugian Lingkunpnn Bklup adalah Eerugon vang tlmbil
nlobat  pencemaran  danfolan  Herogakan  legkmgen
bbb,

Hari adalaly han kakencler, Heciwli di delaom gessiucrin
terkair duvalakon lun.

Trma|

Peraitviran Mahknmah Agung mi bertajuan unik:

.

Eemberibos pedoitan bhgi pach Bakim, baik Fakim el
peracliling Chealonn periinia, Cnagkal bandingl, &an lagkat
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kasas eerta penlnjauan kemholi dalom melabaarakan
Piagaaivy el g Riggkuiign hiding
melengiapd hukum matenil don bukam feemil s wsabn
negor, perdata, don pidans yamg berlako dolom . prskik
peradilan; dan

memberimn pedoman bogl pejubal Geporiersan podi
pengadilon tingkst pertama, tingknl banding, don ingkat
LATETET Acrim R HILn kemlaali elplum
pengadnsnisLr Ty perkam Imghkungnm hichug,
kbnssuanya pencemornn perbern mghungan bidup

Pasal 3

Penaprruny porkara logkuimgen lisdiap dalom perdiurmn
mi - dilnkeanakon  bordsanrksn prinmip sebageamons
tercanium  dalom Pasal T Undang Undang Momor 32
Tohun 2009 (enpeng Perlmdungan dan - Pergelokuan
Limgkungan  Hidup  serta priealp pembanguanan
berkelanjuten lainnyn ywng berkembang  dadsm - hokiem
linggkuingun lakernasionsal,

Hakusm Femenisi Perkoar claliasn  ewsnerikan, perkarn
lingkunmpgan  hidup  wapd menppali, mengkab,  dan
memphami nifd hykum pelindungsn dan peogeloiyan
lingkungan hidup den reen beadilen yame hidup i
maoeEyarmkat

BAR [
PERKARA LINGRLURGAN HIDUF

Pasal 4
Perkasa livgkumggen hidip iesipun peckarn ks Gehn
negars,  perdodn,  dion o pelone oyang memyangkod

pelisndungan dan pengeloluan  Hnglamgan  hidup
sebagimeann. dinir dokan

8, Undapg-Undong Somor 33 Tabun 209 encong
Perlidungen dan Progedolann Lnghungon Hideip
dan perivimn pelnksannnarva;

I urslang-andang lain dan permturan pelsksannnonyn
srpamjang lerkold dengan  pencemaran  den et
porarikan  lghkimpgan hadup,  pomalmhon - ikfm
kearskarnpaman hoyatl, sumber dave genetik, atiod
pelireliingan satun dom tiambishan e clop ke

e urrdang-undengg lon den persilusan pelikasmanmyn
rpaang  ecksil  dengnn  penuangnn hak  oalas
lingkumgan hildap vang baik dan sehot

Undang-undarg kain sehepgnimana dimaksud poila st

[ L} sl by, melipns:

W, permturin perurdiongoundangen & bideng
kehutaisan,
b peraburan perurnlung-undanean 1] mdnng

pancegahan dan pemibernninaan perusalian huiang
£ PETELUrD perundang-undangan i hiclang,

perkebanin;

i peratusan perundongundangan  di clang;
et

e permbuzan perandangoendangen di hidang Geie
ranng:
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| peratuman  perundang-undamgan i bideng sumber
dmym air;

1 peTarirEn. perufdany-undanpgan d) Bidaiag enec,

h pera Lersa perirlucig- indsnpin ila by

Perind i stk

L prraturan  pErursdoog-uandengon dn  fhidang
knaservus - abimber diva elam hagull  dan
ekosisiEmnya;

| [ LN et an g -unidangan ila kg
prengelolmnn wilayaly pesisir dan podoo-pulao keeil

k preraluran perdddng-ondangn 3 hidarg belaiitong

| perabemn e rund anp-undangnn I1H] hidany
pengelsliin sampabh; dan

= peralin peErundar - umidangnn ik hidang:
perabahnn lchim.

Perkara legkotigan hidiep ecbdgeimans denilcsanl poscda

aynl 1] dechl obch mesgetie: Hakian Lingkumgsn Hidap

atnn mnamal  safh Aasomrg  hakim  majells  vang

e rupakon Hokim Lingungan Hsdup

Palam Mol by ol Hakim Loggkisngan Hodig,

hetun/wakil kotus otnu kepalo/wokil kepala penpadiben

knrenn jahamnnys berwenang unnik mermedill perkar

limphunguin hidup atid mesuojul lukio senes uidok

menpnlali peckeari hngkiisgan hidis

Dalam  Bal  belum  ela Haklm Linglunpgen Hup

sehapaimie dimaksil mela ayac M, Ketus aleu bepals

penpmliln metgnisikan permehonan kepads Mahkamah

Agung uniul wenempatkan Hakim  Lingkumgan  Hidup

Pl satuan Kerjn 1efsehul dslam penempatan bakdm

melanduinys

Parmal 5

Perunrmaran  porlars Tals Ussha Megurn Lepgkungan

Hidup dengan okl wengketa Kepuiusan Tatn Uisaha

Mepnira Acbagal Bepikiin)

a,  pada peostikssan pengebilon  tingleal  poriama
UrEgian Foiessl 000G LH Mmbivin Keds aniviny Hers
pe gl il

1] poda  pemerksnan  pesgadilan tingkal  bonding
dergan formsi OO07RSLH tnban {Kde apdunn kern
pergadilan {hurl kspital semaal; dan

£l pemeribiaan pengadilan Emghst ks derggoam
fiarmmal 00 K TUN /L inhim dan padia pemerikossan
Pl CjaLsn HeEmbiali engin Bormiait
] PEJTUNLH k.

Peritmmiriurn  perkarn Tols . Ussha Megam  Lnpgkungan

Hidup denpan ohjek sengheto tindokan  pemermtilbsn

sebagil berbul:

i pada  pemeskeaan pengedilan bnghsl  pertama
denguit et OO0 TF-LH lahen fhode sobuan

Kergm pengacdilan;
b pads  pemeriksann pengadilan dngkad banding
dengan  feermnl  GHLETF-LH ) twhan fhcele aolizan

leersn pengaedilnn (hiaril kavpital semain; dan
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[ prufs prrrriksnain peigiudilinn okl Kastsi devigan
formmat (K} FATUMATF-LH fimhiain o jundn
pemeriksaan  peninimsan kembsll dengan Tnrmesd
A P TUN TF-LH f Enhain.

1) Pemnmsiran perkarn penisiu loghangun Tidigp s bagol
ket

i puds  pemeriksoan pengadilan - Ungkal  pertama

i [[REITTIA ey Pl St LM oo b

pecmadilong
b, puds  pemedimaoan  pergadilan o bngal  baediog
dengsan fertnul Y Pelt Bie-LH feolsisn / kade

pengachinm; dan
= pads pemerikesan pooigacilun nghal kabam dengan
format Y KSPdtBoe-LH inbun den pada
pesnerikeaan  peninjouon kemball dengan foemat
() PR FlsSue- LH fLahin
45 Penomaran | porkaran praperaddan degan fossnad
CHE Pru, Pl Sus-LE b f ede peagadian.
15 Prenomsran peskcers tholsk . phlass  ligiusngan  hodog
sebapnt heriko
& padn  pemenkssan pengadilen  bmpkad perinmes

denpan Errriment CHE Pl B LH Malvvm egede
penpadilon;

b, padn  pemeribsaen peogedilen diogksi bamiling
dengarn Fir il CHFf il Baus-LH Mabun kede
penghdilie; dan

i el pemerilanan pengadilin dnglen knaasl dengan
format 00 K/PuLSusLH ftalum don pada
pemedknaan  pesinjation Rembaill dengon &rmar
O PE Pl Baan- LH | iaBiaii

AR 1
PERKARA TATA LSARA NEGARA LINGELINGAN HIDUP

Bratiain Pertiite
Hailk Gugnt

Paragraf |

Lienium

Pamal &

i1 Crang persesrangnn, badon usalia yang berbadan ukum
makipun  yang - odak beshadoin ko, dsnadi
Chrgginsmasi Linghkiinggen HisTug i) Bepenlinguoggn telnh
danfwing  berpoiemm  doruphbsgn okebh Kepotusin Teea
Usaha Megorn dondedod. Tindokan Admindsinas)
Pemerintohan dopat mengopulinn gugntan & Pengodilus
Taln Uaaha Negari

2 Kepomtisgan schagaimenp dimsskes] pocln pyol | 1] borapn
kepentingnn Inmgsung atos midok lnvngsung erkait. dersan
bnk ninn lingkungonn kkdup yang badk dan sehat,

td  Posensi sebagaimnana dimaksad pada aval (1) merapikan
sty Keadoarn Derdorsrkan postlia pemilaioe alal ke
Yo capl dliprrbsmakan mkan mrnirnbulbam
perevenaran,  korgssbknn  linglungan hedhap,  donetes
damipak fmgkungan lmogm

| Lampiran &Y




B

4 Penilaian potersl sebagaimana dimakand pada meat (1)
diteninilmn dengnn mempertinbangknr
0. kEknghnpan perssain peneritan ke potussn s
triiikakar;
I Repatihan cerhadop persyuratun yang daeniuion
dalim perizioan; ntau
¢, Bukd Omlah.

Fasad 7

11] Chugstan Tatn Uanhs Negars Lingkungan Hidop  dapat
riemmih apmbila pove perpeleaninn senghedn G buor
perpodibon vang dipdlil dinyatakon Gdsh berbssil wleh
saloh satu atau pom pilsak yang beraomgheio

2 Ppoyu piarychssiinn o senpgheti i laer penpsdzlan
mrhagnimuuss dimakaad poeln aysl (1) fecmenk apagn
admmistratil dalam  sengketa  foto. usohn e alau
nnidfiosl dalam Ggaion Wargn Megara.

Porogral X
tiugatam Perwalkilon Kelompok

Pas] B
Civgganan Perwakilen Kelompok di peradilan men ssaha negara
Eerpsioman pada Peratiarni MabBknmaly Apsicsg wendang Acarm
Civatan Perwakilnn Kelompok

Parmiral 3
Giugntan Crganimaei Linphangan Hdup

Pariaa]

Cirgnmisssn Lirgkongan Hidup dapal mengnoknn gugotan abss

epentingan lrgkungan bldap dengan syarot sebagal Berikul

i Eetbentisk Buwloe Bukam sbku argarnisdal svanp disdhiiian
wleh pejalaal vanp e cwenung;

b, menegosinn di dalam anggomn: desamys balvws Dojuan
prpanisks  lersshill | idisksin unbilk kerpenfingan
pelentmrian angsl Smphoin g ol

U telah  melskexnakan  kegioian mvais  sesual dengan
anggaran dasarmya minimal 2 jdua)l  mbhun  dengan
dibaktikan denagin keporan kegiatun, apamn inbanon,
dokumentas kegintan, dan/atan  informaal o yong
relevan: dan

. bhinwva terlodss pada funiuinn melakubcan  tecdakan
eErEnbl mapa . adanys iilian pant ragl, kecoeslis Beago
atpi progrluaran ovala, seperti biaya Bhormtonoom dan
finwvn perknrn

Paragral 4

Crugnton Wargs Negam

Pasal 10
Wik  isbpnos  berhak  menpajuksn  gupsian stes mama
kfpendingnn wmum dechaldsp pemenniah, lembagn nepam,
donfoton  pihok swesin  yang  melalsanakan  orusan
pemennmlan dengan olaian eduids pembbiaan arad Lilak
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dilalosamakunnyo kewajiban dboum - semsal demsgan oeeniuan
pEeraELErnn prrumcang-undaigan,

Paaal 11

11] Ciognenn Wargs Megom dinjikom ke pengndilaon Eaen
usibn negisa dengun ayaned:

i ponggugot terclic] ains sobg orong atou lebih wargn
reira Lo,

b, tergugnt  lendic atas pemseriniah, lembags . negara,
dlag phink  wwasin  Yang mclnhsapakem  drdsin
pemeriniahan;
gugninn dinjuknn untuk kepentingan amuom;
cijolt gugntan meropakan pembasran atau ndok
difskrnnaknnnyn  kewsjibmarn  bakam  pemnenntah,
Embagn  oegarn.  danfaton pikal swastia ong
melakannnkaiiy Lirtiaan pemierintaling Lan

e, gugaton didahulis deogan penyumpolan notifikas
kepestdn pomenninks, |lernbagen mepmrn, sdeu pihnk
swiisrn yang meleksonaleim gmasan pemeniniahen
eeAtinl denpan kewenangenayve denigan  ermbisan
kepadic ketun  pengadilan . knts usahn  negarmn
sedemgpal.

2 Eepenibngan s sebamibmans Aok podo ayat {1}
hurad ¢ melimii kepensimgan bangsa dan negara aiou
muayaribkatl e oymng terkand pelindungan  dan
pengelolann  Ingkungan  hidup dangstan  kepentingan
Ingkurgan  yang  bBeepolens atau Wwlanh  wewdampik
pencemrin donf st perusaknn lngkungan.

I3 Motifenm sebapammana dimaksud pada eyt (17 bairal #
disarnpailan secara tertidis vury Berial
. informosl mengenol kowajibon hukum yang tidak

itau beliom dildksanalkean olely pemesiniah, lembogs
e ufoal  pihek wweela yaig enelnkaponhesn
LIFLIZATS pemerininhem B AL dengan
Rewenangnaisn o,

B peErapamn peroidssng-snanear domn  isu0 ereis-asts
Ly perssmiahan yang badk yang menjoad dosar
:E'-'-‘ﬂjih-'ln hukum =ebmgnimann dimnksud el o;

n

. permiataen agar prmenninh, mbogs oegarm. ooy
plhak  swastn  vang  melakKsabakan Wk
prmernaban umiuk melakssnmokan kewajibon
haskum s dengan Eraemnnnganmym.

[# Motiiknai  sebagsimana  dimaksod  pada eyer  §3)
menghopus  kewajibun melakokan vpses  ssdmicinkratil
sehapni =ywral peopnjuan. Gogavisn Warga Mepors pesdo
pergalilan i usnko negin,

Pasail 12
(1] Motifkasi sebogaimana dimaksod dalam Pasal 11 ayac §3)
disampalican & jennm . pulubl har sebelum gigatan
diaakan
2 Cuggatmn Worgn Mepomn dapat dimjubsan setelah bewait S0
frnam piahih) bhav notilikasl ssboagaimana dimkalsiinl foaids
oyt (1} dinsmpaikan  hepada pemarintnh, lemboga

=g
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meegnrn, o plhak semacn tong melskesnakon unosn
pemerininhan sesual dengan krernargannyn.

A Ketan pengodilan memenksa nobddkas prodn sse proses
dizmrrznl

M Dalam  bal  tdak  disertal notifibns)  sebagalmann
dirnaksnd pacdy ayot (2], ketoa pengadilon menetapkion
babwan gpagatan gidak dapni dilnrima

Hagian kediae
Cibspebi Basrigheti ol Tunvtiiban

Farupral i
Cihjek ek ta

Pamal 13
11y Objek wenghes dakem senghets Thm Usahn . Negarm
Limgkumgan Hidup melipan:
0, Eepusan Adminsiasi Peoerintaban dandatin
b Tiddakon Addibiisliod Peimstiatahinn.
|3 Kepujusen Adismiatcs Pemenntalsin  sehaguimana
damukwued s oyed (1] Bural e b pecss Digiio, b,
ubid Fepolieaid Adlmmiiros Pemeripdoban laineys dl
brmlang, Leglodmgin hadup
it Eepulussm  Adinmstras Pomedintoban  schagnemaona
dimakmuad pada ayai (4], aniaam Leim
H e rizman herimbg
h  perwtvman ke yeng . vkl pedmelongy sdan
prapelnduan Tng kg bl
- persrtuminn eghoogan, vany Derope  Kepsabsan
Kelayakon Lingioungan Hiddp ologd persstiunn atas
Pernyainan Hessnpgupan  Pengrlolasn Lingkungan
Hirbaip
d  pemctunmn pemenninb  echadap keginfam  wng
dilubakar cdoh innbanes pemenniah;
n weputuann poabat pemenninhan, bk vang berap
senmedar, dinpenal, mayn kopsesd
} Eegritsan pejabol pemeriifohin Bancra i Hidaeg
pelindungan dan  perggeininan  lingksmgnn hidop
Hun fwing
" bentik B scaiinl cdengan kelenfoen  perahin
preruslng- dlnngann,

Paragial 2
Turtuinn

Papad |8
(1] Tuniuiaan dengan ool grgian Kepatussn Adnurisicas
Peanermbahan beruga
- mengniakan  batal  wlan. 1k esh Eemiosan
Aalmmistrnss Peenerminhan: ato
b pencaboinn Eepensan Adminisirasi Pemenmniahong

niz
¢ pencabuaian Kepmioann Adminisims Pemenninhon
] prner ninn Krpmitiagn MAalmEiatn

Femrerininban yang bar
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2] Tuntidien desgan algel gugaten Tiodakan Adomnsdom
Pewneringabuns - daloim aenpghctn Thtn  Eesaki Nepsrs
Linghupiszn Hidug:

w,  melakukan Timdokan Adrminisicasi Pererintabun

b, tdak melakuknmn Tindaknn Admrinissrmsn
Pemerintihan; dan/atau

[ mreighientilnn Tindakun Admimascrusi Peenerintohan

13 Tumimeg schagabming dimakssd  pods ovab (1) dan
wynt (] dapat diseriai dengan permohionon geoti ruagi
i atau rehobilnusl Engkuangan

12| Bemaran gant eyl sehogrimann dimabsod pada syai (3]
dibenban sesuai deapnn kensgian nynts yang dinlami

Pasdl LG

1 Penpgupol dupal mengojuban perawheaan peaisdadn
pelzkaznuan  Beputusan  Adminismeas Pemecniahon
dnndatnu Tmdaken - Sdeninastrps;: Pemenmizhan . vang
meijadl nlajes = ogken dalom guginn,

12| Permobonom penuahdoon sebageomano dimaskoed  peda
ayat (1) dogal Hkabulan apabis oblek aenghem vany
digugei toiagp difskessnokan akun memmbulknn @denal
aton dampak negosil terbndop lingkungan hidyp

13 Permobronmn  penundonn  sebogaimonn dimaksed pesda
aval (1] bdak  daped  Gikabulkan  apobils  penuredaan
lErmelid metembralkesi paltensl atag dhdmpak  nepaibil
trrbesdap lingkimnpan hehap,

Pasil 16
[B) Tiiptiibad Chighlann Ofjansaas  Linghusgan Hihep o
Gugntan Wargn  Negorn yang berbenink Tinsinksn
fudneinistras Pemedntahan dapal benapa:
0 P lnatas eli fatsns penerian Hepnittiusn
Admirninlemsi Pernirinon s ;
b pelnhsnnnn atau didsk melskesnmkan  Tirsinksn
Admininirasl Pemerininban pereeni
H pelaksinann e regakan Buluim B aio
i, pembeviuiban Rebiakin 1erten
121 Peogmugat tidak dopat mengajuknn tenfuinn berapn
pandl rugi, EKecusll hinyn otou pengeluarmn Ny, seperi
besyia Iabopatoricim duis Biuyn perkar.

Pasnl 17

117  Gugiinn Tala Usalhin Megarmn yang Erdopef foniuion
Pepggiagal  unnek . meelafokan  Tiodoloans  Adtmibsniniras
Permeranalan BNty vorsg bDakan InerLpakan
peenbayaron  scphemlah  uang dopsl desertad  dempan
tumtuian aung paksno dandstmg saoksi admenistrami

2 Uang paksn dibebonkon  kepada Pejabat  Pensertntih
selaku TergLga

Plagman Botyea
Tengrang, Wk Persgefoan Guogaten Tam Usabs Negarn

Prmsl 1R

{1 Tenprang eukil pengejisn gegstin Tols Desho Negars
Lingkungan Hidur o progwliban dibitiang 90 tsemilan

| Lampiran RIS
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pidaild Ban el REpodcaas abes ey a sifrvry st il
diterimn oleh wmrgs aeosyversisl alea dibanimboen aolel
hadan dinfatnn peaha admimisras pemenniahon vardg
mnennigani peopelsaian upayas admiseiraiid
X Pihok Rerige yung Gdok dEiuje ol kepuimon ol
feddak  lanjul  wpeyu aaminstil,  ienggang  wukto
penaijunn  gageion lingkumgsn hidup o pengaslilon
dihitig W jpembglhn ahubg o secera kaalostis sk
g B gt
0 meperima mua mengrinhul adanye  Kopuiasan
Adminieirsl  Pemerisiokan - yong  oenjudl ol
sengketn nbak sefab menperahivl pdainyu poteansl sl
s jedinys dinnssak Unghungan, mou
b rengetalnd dilnibsenys aiao cidake dilalmbmnnys
Tindakzn Adminisirosl Pemenninban peng mengad
ofpek - senghrbl  aban ssjak  aemgelahion slanys
potnm wian ferpdines dampak ingcungan
w5 Teopgong wakiu  pengauan pygetan slalam  perkars
Chugmoian ‘Wange Nogurs ackdal 0 (Eemdsban puluh] b
dihitimp wriolah spleesinys panpka wakin pedifkasi
srhagaimann dinbur dsben Pasad 13
W] Terggung  wakln peceujusn gogslan doloss  gugaleg
perbnintan  melangaor  habom oled Dedlan  daifalai
peinbar pesretictaban  yung tdak melokakan ondaknn
chlifumy %0 (@wabilan  palub) hari seeelal © dlewnt
lengpand waktu 5 feal o seak Bepsiingannya
dirsgihan, kecunl dinmr secara khuss,

Hagian Kosmpat
Pembuknnn dolam Perknrn Tats Usahn Megara Lingkungan
Hiap

Faoasl 149
Alnt bukty dalam perkarn Tonin UYanhn Nepara Logkungan
Wik Serapa
& myrmt wiay fulisen, aniora lam
wimal  sehegmimons  dimakood  dalem Pasnl 13

avan {2);
2 biajiadis Hingkuongan ey el ralegag
1. Amdal;
4, LU
8, mumi permyamon kesanggupsn  permekdaan don

pemanEauan inghumgsn hidop;
L] Baku Mumu Lisgloangnn Hidup arew kTieErnn ek
Werusakan Hrgruegn hidups
T Eeritn  woar pEimaEhilen Lasgel seRio o dingin
mnmdar nosomnad Indonesin;
A dobumen  dayo dukung e daye  nanplmg
lingkuangan Bidup;
W, Eporan pormssntoann mandsn don progasasnn;
10, baperans hiasd saadia licghuangon hidups
L& fisbo erkrs sbwht; dom winw
L3 Huk Hminh yarng berups surnt misg mbean bunnyen
s dlapal dikumiban okl keivranpn uhli;
h. ketermngen ahli;
r keteramgan aake:
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. perapbooan pars pihals

Pk hukin)

nloi bukil elekimioik, beroapm

I infermos dlekimnik;

X dokvmen elekbmmk; dan filag

1 bl cemnk minrmasi clektrmnik dandsing dokoamen
elekionik.

™n

Famal 20

Bikiy lemb dajukl beiiipa:

. keternognn ahk & persidangan;

b perslapatahl yang diangkan calam bendigk o,

r Pl up Baharadnrie;

i laporan hasil peneliian;

v, ol [orenek, anes leim foreesek lingthangpin,  baikan,
wnben lior; can ninu

L bl laknnyo  osesuld dengan  periEmbongan oo
e L sk

Fusal 31

(] FPemerimaan  kelavakan . fAamdol sy UKL-UPL yang
menjadi dakar Kepudosan  Adminsissi Pemorinahan
mielgrus:

n lomrpeiens pemyvusun dolam el dipe rsyamekan oieh
pETAnAA perundang unddnngan;

b, tam cara penyususan, eocssuk pemenohan hak
ikses miformast dan hak akses masvarabag omiok
TP il secans Permikiing
substansr; dan

d. heabsohin berbagal delcumeen vang mengadi o
penertiinn Amelal otag UKL-UPL dan Ernrhisan
Adiminsirasl Pemenntafion (Erkait,

B Dalam memeriesa dan menidar sobsiarss e bagaimnrs
dimnkaid pesin aspet (1] hond g, Hakim Pemerikisa
Perknra mempertnmban gkan
W aelurul Bafn vamp divajiBksn dalam pemiisimn

perandeng uncangin, termosub  ajlan  senee il
Deibeggal  impakl  yang el o dan rereuans
e i f L bl

B, Hevubupan  debumen rercans pengeiolpen daen
pemantaivin brgkungan hidsip lerhedap. sslumah
campak yang dipgrkimkan muncual dan rereopa
Eeginlan f usalaa;

g Mesesimian orencaesi pengekdsis dals pemmsniauen
lingkungan  hedup  shngan - kebijpkan - di  Bdang
pekndlimpun chin  peogekalbon  liogkungae  hidup,
remcuny bt runeg, winnder ingoesgan dop, dina
dluakump dn davs lamgiane lngkiangan hidup, beko
miLilki. - procedorun,  cbnfnfaie  kciieris © Bmku
REndssian Dngiurpnb hidis v borlblkii: dan

i acd - arau Bdik adaniyve  perlimbsgas  terfluadag
samn, pendapat, cen anggupan Ve dis)ubms il
MAETamiag  sediud  desigan  BEeihbis  peailiou
pemimdnnp-urkianpan

4] Kedbsahon  sehogoimans | dimabasd  peds  ayal (1
hund [ilj bshwn doussen ersebat aSak medoganchemg

(=]
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cacal  hiakiiing | kekelirtun,  pensolabguiaus,  serla
krtidaklxnammin donfulsic  pemadsiiain dolan,  Bokihe,
el nw inbormasl.

Paaal 22

Searang, ahlh dapal memberikan pendapat berdasarkan

kemhlianmya, beak decgan aural mesugan dengon hisan,

vang dikaatken dengan sumpish aman jan)l menseut
kebemnmn  sepaninng  pengrinhusnnyn  vang sk
bexikrva,

Haktm Pemerilocsa Perbara doapai meallnd keahllnn secmng

bl dengan wemperhaiikng)

n  dimiphn  dlmu phli oo dibokfikEam o melelod
pendidikan formnl, {jussh aleedemis mindmal sagann
sirmte 2 jdun|, sertifiiod mengiuti | peladthan,
preinilivlikan Whiisiss, dai S obali peikpalansn.

. karya ilniksh stad peselition relevan; dan g aco

g keaktifanova dalam seminor atow eolurys dan
perconien dalam dolinr rivagat hicap,

Balam  hal sl daajukan ke pengadilan herdasarkan

pemeriksaon donSniaa penelition pangan, pendapat

ablk hares dicdaaarkan aine fdns yoisg valkd don relevan

Chrpng. sanp meomilik keahfiem Bhasus berclasackan

kearifnn okad yang dipemdeh idor penpgalamannyn dapnd

dinjukan oleh pihak di persdongon untuk memberilon
ket rangian keahilsinonym

Pagii] 232

Dalum memeriisn Bukd Emiah yomg, dajukan  dadan
prosen. pereidonpan perkarn Enghainpen hidop, Hokam
Pemeribsa Perkam mempertimbangkan kesepasan metsde
dar  valadites  peosedor  pengambilan sampel  deigan
neimperiiitllun skiediatng Lbafatoriiiem s le peivlopad
akur elun kidua bBelah pilnk,

Apalila  lerjadi perbediin pendapeil aolai paoa abli
Haliin Ptk Perbisds dapal memimie dibhadrkan ahli
ladn aras Hova pes pihokl oo senggunaksn perelipue
i yamg dinnggap bonar dengan memberiknn olasasnyo
dalom pertivhargan hitkiim

Fasil 24

Penenitin rjadings pencetssnin dan fulal Eeriaakan
Enghoungan hidgp diukuir meiaddiud haka mogiil lingkuongon
hidug donfptma Eribemsa boka kerosabon  lingloangan
g,

Pembuktian Eire ST s E A kervimakan
bnghungan lidup dolam  perkam Toin Usabia Negam
dapal  dlakukun  berdasarsny hasll Kajien &an
simramgan ghli ppabila Baky matw lingkangan hidug,
Eritcria haki kerusakon Impgkungan hidup,  doanetag
pormmeter & dalsmoya belum diteophknn.

Poamal 15

Cradam ol pemboktion Besesimion e gt usalin dengin
penainan  mseng  sehagrimsna dirakas)  dalam Pasal 21
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aval 2 hewd ¢, Fakem Pemerdios Perloim memenikai dan

el

W, kalemas Eesesmalon keglotan pemaniopion mang atao
prrestujuien bsscsusian pemsaniaatan muang ulely pejabot
vang melpksanakan wrusen  pemerinlabmn ds ledlaig
peis sy TUang, &

b, ke 1 ke saiann Kemoton/ Uaahs dengan rencans
tin nanng ying berlak,

Pasal 26
Pongiugion Hakisn Pesmeribsa Peddara  erhadop keabaahon
Keputvsan  Administrasi Pemerintabon dongdotng Tindakon
Mebmimiatrasi Pemecinculan dapsit dilabulkcin dengan
menggumakin alal ulic
. peraiurmn perancang-undsngam;
I amas unnon peicerintibhan vang balk; dan
o, ketemiuan hal seard mamns

Pasad 27T

|4y Hakm Pomoerikas Porkarm mencmglon Ased Kehob-
larinn  dpubila  lerdinpat ketldakpasisan dalam  Buioi
[Emish padn sunte persaen lingkungan helup,

[T Dalom  mencraplin Asas  Kehat-hatian  sebapaimmang
yong dimackma] pode pyat (1), Hiakion Pemenbees Perkim
mempertmbangkonn hal, sebagni berikiat:

o terdapat pncaman  eerus yang berpotens tidak
dapnt  dipulihknn  baik  ancomon erhadop
limghunpan  mespan erhoadap esehomnn  nasnusio
groeras =aal im dam geoarmsi yang akan datang:

L. terdapat Keckbakpsestian (miab doliom, menentulsan
halwingan  Eausslitne anterm beggadoen wevha - den
pergarubnye pado Engkungan hidop; dan

g upeye pencegnhan kerusaksn lingkargan  kehbih
diuamakun meskipun upoyy pencepphnon tersshol
membuliuchkan Mays vang kebib besir daripasdn o
iwnl renconn Begiinm ? usaki

Anpinn Kelinm
Pelisk sansam Puliisan

Paunl 28

11l Pelshsanopn  putusan dijplankan sesum  dengan
Eolepibian permilusan perirslang-uincdanpam,

2 Dafam  hal  fergupat fodak  melaksonakan pubossm
pengadilan vang telah berkekualan huloum tegog, pejabal
pemeriitnhon vang berangkutan dikenal apayn pakesy
berupn  pembayaran -sepumiakl nang pakiss  den st
Annbeis anleninialralil

) Tergugot sung tidak melsksanakan poumsan penpadilan
dagel dsumiiiskan pusila medin maans delak Sclemnpal

% Selain  Fnemumkon poads moedin massn oelnk setempal
sebupammne dimaksod poda syat 6, Ketas Penpadilan
hariss  imcngajuban hal inl képoalo  Presiden  scluga
pemegnng  eelosasaan | pemerintab teriinggl | ok
memerintahknn pegnhat terseinie mealnk=nakan mstusnn

| Lampiran
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pengadilan dan kepadn lembaga perwakilan ralkynr untuk

mwmjubanboan lenpsi pe g as

Pagial 20

{1} Petwlapan  pepundonn pellcsanoan  obpk sooghkobs
sehapmmana dimakaud dobsm Pasel 15 avat (2] wajib
dilaksamakon  moskipom  perwrikssan senggkels ois
gssha negars sedonp berjalon, sompen ada potosbn
penpndilan rang ke kuaton hokum eiap

2 Terhadwp pengEpan penundann yang tidsk dipsiobn okeb
tergupat, pelakanmeannye mengael pada ketentuan Pusal
b 16 gyl (1), avar (B ban oyat 6] Undong Usdlang Mo
51 Tahun 2061% tentang Perubabhon Kedun ams Undang:
Undarg Nomaor 5 Tolum 1986 tendomg Pesaddilan Tota
Umiha  Negera  dengail  mesvampalkan  fembusnya
brpadn  niumsn pepabal el osahoo  oogacs vang
ber=angkutan con pegakoi permbnie ke pe s

FAR IV
FERKARA PERDATA LIRGEUNGAN HIDUT

Eragziain Periama
Hnlk Ciuigal

Paxzal 0

A1) Orang persecrangan, bodan usaha yong berbadnn heaskom
matipuin yues, iak  Perbodasn  hokum,  Crganissis
Lingkungonn  Hidup, pemennpinh  pusai.  dan et
pemerininh doerah dopal mepgeakan gogainn ferhedop
vankn rian { mingi Wy lan Wi mnriyelaldoen
penormaran tdangotnn krrusakan lingkungan bikbap vong
mengakibatiom Kerugian

120 Oupuian  eebogmimioo dimakuud pedo et (1] dapan
berigpn TNy bam firnlabun penailihen Ran faleai
permdntain ey pemulibion,

Paragml 1
Crugminn Peerenmitnh Pusat dionf atma Permserininh Beaernh

Passl 11

I1}  Instnnm  pemenniob o pusai den nsinns pemenoizh
dnernb yang berienggung jewab di bdong BEmgkungan
hichip dopal mengasiican @ugnian gt nagl- dan/atau
lmdnkur lertrmEu, ik secam seradirs mospun boresma
=ums,

12 fhymian yang hama demian. oleh mystans) pemermiah
PIREL afakl iRalinal peiberiailoly Berali Bhlak dmeengi]iken
pugainn kumag pihak,

3]  Iastana pemnernbah sl danwnEl inalanai pemeriablsh
daerab cupat mengniakon gugnban gkl fegl dan ek
tindakan tertentn apabis
0. terjmdi peocemarnn dany otse kerusnkan ingleangan

I irpe miain
b menkmbnilknn  Kerugn  Limphongon Hidup vimg
basknm morupakan bak miSk priva
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1T

IFugntnn gantt reg dondatms bndakan ferenbe g
ik akeh  mstansl  peoenncabh o pusat  deny stnu
imstarmi penwesintah dacroh cdak preh dudahubl oleh
peigaiuhnn sanksl adminisrril,

Pengajimin  gugatan  oleh  insmnss  pemerinteh  poess
R ERTIATIN] TS ETTET peEerantal daeral Tk
menghilangknn  hak pupnt cemnp  perseomengnn siod
badan usahs vang berbadan hukam maapun yang tidak
I rbadnn bukum can Orgamztaai Rnelounygn ERiduip vy
larrke periangan.

Puragral 2
Thgatun Perwakilan Kelompok

Paimal 22
Fealam Clugatan Perwskilon Heompok, Pesigiugns dopat
mengEjvknn  tunfuinn gantl o mugl danfedog tunduban
pelalmamann  diedokan terienn yang bernajunm  anik
ieernpeinleh hali aton Teghoungan hidup yoang bolle dan
sefint
Preasclur dan tata =arm Gugstan Perwakilan Eelompok
icenpscu  pacdia  Keteoiunn Pasal 90 Usdong-Undang
Momor 32 Tahun 30089  fenmomg  Perbindungnm dan
Pergeloboen Linelungon  Hifup jumcds Pernneman
Mahl ah Ajguny N I Tuliuin ICET igdiaing Aduin
Chiggatnn PerwaRilne Kelunggabe
Dialam memerik=a gugainn pereakidan kelompok, Hakom
Pemerikss Perioars melakuknan hal sebogsl berdos
i, poula sidsineg perins:

1. pemilaian kenbsahan wakil kelompalks;

2. penseriksssn koibmeshon surat Koo do . wakil
ol Bepuedn ussuy Fdkum serla bz
Deraanra;

A, herwa mapells  hakim membenkon pen)elosan
tentang  hikum  acarm  Elgatan  perwabEan
porlompods,  mmpenad positn don petinam
Ehipgalan, dsEai peilisan dapak Blaksanakan; dan

4, apabila terrgl perhallin IR
disrmpikan Kepacda pthak Tergupl

b, mensiisskan  keulmahan  penggamaen  bats cnm
gugntun prrwaikilon kelompok:

.. opabile gugatnon memenubi keatmahon tata cara
] parrmikilm e lnen ok, Minhimmy
Pesmenksn  Periarn.  memberiknn  Kepuiusan
dolnm bentuk penetapan yang dspat cdlapulan
upsdva hikuisn  pedsoslioman hoaodiog Dersgma
dlemgnn patizsan pkhirs doan

4. npabila pugainn tdok memenuhl  keabaihan
Gith bl ugmitun permolilon Belomspok, Hakam
Pranerikan Perkarn menpehmskan usvsan vang
mertpakan pitwsan akhic vong dapat disgulean
upave hubzem permobonan Bandise

i poda sdong selanjuima’

L. rtonggzapan o Ergugol  terhadap Reabeabsen
Rrrrrlitas guigotan djuakan apcarn perwakilan
Enlermapiik;
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2. pomindkimn RErATR m-de riamria Lnidiik
membalmbon apaiesh wakil kelompok ok
mermmarg henar byak menjadi walol kelompok
melalul kesarmnan  fakbn pgnn perisiieen,
Eesnmean  dasoer bubaum, dee kemimnan jenss
tuntulan; dan

3, enlifikaal wahd Kelompok meruopakian  kocban
atuut dirugilon secan e

d, mpnbila Hokem  Poieribsa Peclara oo Chpan
pugatan telah  memenuhd  Kenbsabisn  Win carn
pugatan  peraukslon kelompol, HoBlm  Pemeriicoa

Perlears harus sepgeen oremmerinEnkikan oni=hkoasai:

| Hoken  Perwmiker Perkass  memernbahksn
Pengrugnt mengajuiean paulon mesied notilfcass
kepoda - sermmc angoba  kelompol unkik
meiperell persetisjusin Hakim,

a2 Hukam Pomorikss Perlisrs medenlukon janglos
wnkrtia dnn carn stodl e alifikaer kepals
sermun ppgeds kelompok o mmarn laysk
borednearkan visulon Perppoapnt; dan

1 dalam penentunn jamgks wakti dan cars abau
misann . fersclil memgertimbzingknn Kepastian
babren Bemuin angedn kekanpol et
pugatan kelmmpuk ynng dimjukon dan sekobgos
meneniukan kapan sdang berikuimya unnik
mendengarioun bastl loporon nocilesi

e sbdang dlanjoikan otk mendengar basil Lsporan
nlifikasi dnd pansiern vang bermi jowaban nbais
wurnt “pernyataan don angeata kelimpok  rang

Eenyatakon kelaar atal Udak lut dalam gszacan

perwakilan Helnmpak

1 Hakims Pemerikao Perlare  pemerieioblan s
phok unfuk Eenengun upayn medsisl sebogot
imivir dalorn Meraiuron Mahkaoanah Sgung Nomor §

Tahur 1014 ventarg Prosedur Medinal i Penggdilan.

" apahila proes mwehog Gdak Beshasil, dilasjyictkan
dengan pemborean gagntan, jowahan, replil dan
doplik

I, opshiln ferguest mecgmgubsn ckeepsi,  Hakim

Permeriks Perlcarn memedomani Pasal L3 Mersigna

Falwadaech Eealemienl (HIE Paanl §63 Becfatrecplement

wopwe e Ruiterageniestin (R

i pergajuan kesimpulan oleb pors pifink

A Hakim  dalom  oewilnl besamn ganl nog
mempertimbanplan  ganld el vang,  diajukan
PR

k. npambiln  pageisr pans rugl dikabuolkan,  omas

putusan hords memunt setidakrmo

L. memutuskon pumiliah gant eagl secir el

i | engiilikan kehimgol dan/abni ssibleelompok
vang brbink;

X molakukon dmiribum o ganti oram don
penguwasan  pelaksanaamiys odeln s yang
detnjub Ketun Perspacdilar; dan
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Bl melakukan langhah vy haros clitesupub olch
wildl kelompok Saliom mecudistribumknn  gomis
rugi.

i i - sebaguimmnnn dimakaod dalom bonal B angis 3
terdirl atas perwakilon soblelompok At
peraskilon Kelonpk dan. persakilan Koaah hakain
porssrapat vang dipimpin oleh Paniters Peragaadilan,

Praal 53
Apabils ferdagmi Bebecapa Qupaban Pereakal Eelcenpul
mengenai hod yang =mme veang deguken di bebemmps
e aifilan
A aergugad  wagib o mengejuban  permechonan konsolicesd

kepadn penpsdilan nggl dalvm bal gegetom degukan ke
Beheru - pengudlilnn negen dalam sabu wiliysh hokiom
pEmpslalan tmgd afan kepoods Mahkiomah Agungy dalun
binl gogatnn digjukean ke beberapn penpndilan negen yors
leradla  di hewnh  walmvwh hiokden dus oatan behil
prngmdilan  Enpgl denpan embmasn oepmlae seburub
Eeiun  progadsbm nepen oyang morerina GigmEan
Peraabolan Kedompole tersebui poda biori sidang perinma;
pemevikmaun perkara  akan  idiberhentikan.  sumps
dikehigarkannya  pubimon peogpalilin limpges e
Muhkamah  Agunpg mengenal kompetensi reladld
penpgnilalan,

dalans wakiu 7 jiajulil han sejolk permobanon. dierins
propmlalan bngpl, dalim wakii 13 femjanl Belas) har
sk permobmnan diterima, Mahkaomah Agong menanmk
penpndilan. miegeri yang berwenang memeriksa Crugninn
Perankalan Kelanijsd terschul;

dalam hal pengadilan tingm stms Maohkameh Agung telnh
mrngeluarkin  puinsan  mersenal knmpeiensl  reland
pengaddlan,  anggoita  kelompok  seara serta mera
menpadi kelompol e Ougatan Persalilaln BEekanpelk
padn pengdilon yong didurgek doan echadasp puiusan
tereebast tidak oda wpayn bekum;

pengadilan vang tdok deinnjuk oleh pengsdilin fingg
ming Mahkamsh Apang wagib mesgelunriesn genetapnn
yang benal prncoretnn perkira don doftor regster;

dalam waktu T (tuguhl han terbsiong sejol menerin
puusan  pengadilan gy otnn Mahlkomah  fgpuogg,
pengaililan  regert yang  tdak o ditunguk haros
menpinimhan s=hurah berkas perknm diseria siso by
perkora kepads pengadilin negerl yang ditenjul, dan
pengdilan negerl yang ditvingul scpem melasgyutkan
prusex peraidagignn

Pasagral 1
Chiga i Derganinnm Lingkungan Midep

Fasal 34

PersvaTatin  Orgunbsesl  Lingeungan Hidup seng Berluke
merpjuikan gugatan logkumgan hidep adaksh:

A

Lerbentuk Suelan Bizkim sl crgpoianel yang slisabkan
akeh pelmhal pang bersenang;
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b, arggaran desor  memsst bahwo organisasio fersebol
dufiriloan wniulk Eepenibmgor pebEacarion  fungsl
litggkungan akIup

g belub omelnkaanmkan kegidlan eyels eesoeel  dergai
nngpnran daanreye palicg angkal 2 ddos| cahise, meldi
sermnar ko advoicss lingkungan vang Derupd laporad
kegiatan, laporan whunan, dokamentys) kegiatnn, st
indormesd lain yung relewan; don

d.  bumbilen hanvs lerbotes podls melikokan gl
LErienTil Linpsl acangn st gunll nagl, kecuall beaya
aten pengrluamn mvadn seperti o labortorium: can
g perkiarn

Puoragerd 4
Chuggacni: Wienga Negam

Porsat 35
Cipgatan Wilnol Negari alsi desar perfruatan meliwan hiukum
dupal disgukan ke gempslilan degen apabila pefilizmk
memeripiahlcan oper Tergugal pewsrmiah, Iemshogs tegam
dan/sinu  pihak  swasin yong memelmpparsksn urusan
epentingan umism terkalt dengan pombeaiukan permiurnn
perundung-undengan don/oey perturen perusnhaan, boik
yurng diberi  pelimpuban wewensng . maupun  tdok anrik
melaksanakan kewanhban biilkcimnyva

L= e ]

{1l Persvarmian Cogaton Wargn Negam melipoi:

I penggugnt antn orang aau [ebdéh wdgn  oegaos
Imdomesin, huknn badan hukum;

b ferpugat  prmerimink, lembags oegarn, dongfactng
pliak  wwaald  yung  menyeREngEarchan  uridan
e peingan LmLn;

e gupatan dlajriban dniuk ke peitingan i, dan

if. gugstan  didabulul dengnn, peovampainn ot
Wepaads cadai Tergupal
{2 Eepentmpan umum sehagamana dimaksod pads svat (1)
Faral ¢ omelipnsti - kepenimpnn mvnpss dan g
pelayanan  umum  hagi masparakar huas,  danfatao
epentingan  lngkungan  yong  polevsdnl  alau wsdul
cerkensy - dampakl  pencemarin danabag perisakons
Efghungan.
|1 Motifikani avhopaimenn dimmbsod pada ayot (1) banal 9
digampmbnn B enom pululd el seleliom gugeton
dlinjiibu,
Ml Motbikasl dlsampoiknn calon penggugnt Bepeddn calon
tergugat dengan  tembosan kepada eetun peogadilan
NERE S lEEpaL.
15 Pemberinbuan singka nocilikam secarn torrules bense
i Informasl peliy  pelanggoran dan’ emhogn Sadig
rulirrnm demsgan prlangpsmn)

b, jenss pelnnpesrnn:

¢, lebnivan  permiuran  perundang-undangan o vang
Belum dipenulil danlalay peratoran. perundang-
urdiargan  vang diperiubsn  dalam pelicdongan
Empihii ngen bidip; dosy
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d pErmuntamn agne pemerimieh membosl persiuren
perundong-undangan  di  hownh  emdarg-undang
i cdwmjod]  leswajilan peEaneriatali e aioo
meem benbuk febijnkan eriomiu,

16) Dalagn hal polilios iedak Smmgailon selsigemamni
dimaksur] puca mvad |5 cunoaval (3], Hakim Pemenbsa
Perlenrn,.  mepgaiublm pubesan bahwa  puagaian
dinyaralon telnk dupal duerimo

Panak 37
Dalam ful temdutan &abafkan, Hakim Pemerilcss Peckurd
mameiapkan junpgks wsikiu  pelakseaen kewsjilaan hakam
nleh tergugnt berdaserknn kefwaiuban enpgang wakio vang
walar hag Tergugal unhik melaksonalean bewajibannya

Hagnan Keelun
Penerapon Tangaurg Jawnby Mualok

Paaal 38

(1] Dalnm perksm Terpagnt monipakan belon wusaba noos
Megiatun  yeng  eengginekog dan mengoloh halsan
berbnhaye doan hermom vang menghnsilkan dam sise
mengnlah  hmiboh baban  becbahayva dan Beracun,
i Jalay  yang  eenbmbaslkan  afdhmsn  yeng  Rerids
terhadap  lingkvngan, Hekim  Pemeriksn Perkocs
terwenany, meneraphan atou memberialbokan imngEgang
Jowal mitlak evhadong Terpiigal defmpan ok
Terpuget vk membayar  pont rogl  dan) ates
mmemulihbmn Englungan hidup lorenn telah melalookan
pertiamian molawsn hukim  meskipin Wopn ot
kesalaban.

2] Hakiin Pemerbsn, Perkam @apzil memberinkskin abai
menernpkan tunggung jowah padilek terhadop Tergugat
dalarn  perkard Tergugal oelaksaoalan Repzaiom Gl
usaba setwpnmnna chmaksad poda aynt {1 meskpun
Peogruget dalom petium gugatanma dok  memilista
p-:mber'.lﬂ.ku.-n AL pEREMBOE igg@llip jaeal miitlnhk
terhadap TerpLigat

[3  Hubam Pemnienksa Perkarm bormmmnng morwerapicnn o
memberlakuknn  imnpgung  jawab  matlak  berhedop
'I:'i:rg'u[ml iLpi bl Perigeugnd mumip. mem bakakun,

Umahia  danfamu  kegpalan  Tesgiggol  ewerupoksn
umgha dan atan kegiston yang merppunakan dan
menpodili b berhohayn don Beracun,
menghasilkan  danfatos  mengoloh limnbah  balues
erbabuwye  das  BeEracr, o faking o menimbillosn
ancaman vang =eriis terhadap Imgkungan,

b. adanya keruginn Linghosgarn Hidup, kebeedada
il Kesehatan sclapas aklbel dar perbaotion nkf
nenu pasll Tergugni; don

. adanye knmusalites vang omeounnikkan bobee
kerngmn yoang dikdonin adnlabh akibat dan osshae
dan/atay - kegiaan Tergugnt ynng  berbshays
nErmeliis

1% Balem menonbabsan bahan berbobavn don beracran dan
limbah bahon berbohaya dan berseum, Hokim Pemenios
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=¥

Merkarn memedlmmand @iuci ek pobs  kslemiiios

pe it g petriibe g -Gl i,

Trabum mementukan tindakan, veahin, donfsmgn epginean

Tergupni v menzmbralham ANEHICE) LR

sebognumnps disnaksodd pado spat 1], Hakim Pemerids

Perkirn mempenimbangkan upakab keglnton atog ussha

Tempripgut bukk vaing besisin muupan ddak berisin.

i ekl menbnbuiien dumpal otao meosilikl polens
dampak peitesiiarEn dinfatang Kerygeioan erhmdap
lingkungan dam scunber dayvs abvm vong liess;

i, teleh menimbulkon dompak atan memilikl polens
dampak vung aulik vivuk dipulilkas leslalis

& gkl meniminilkan dampuk abiu memilikl pilenm
ilampak yang sulis areiuk dicepnb;

d. elah memmbmbkan akibat dampak stau memnilik
poriEnal o atan adibar dompak vAngE sEngai
mmemnbadinyikin keselamiatan dan besehatan banyik
nrang sehinezs persnpgaranma tidsk dapee difandss
dan | s

e bkdak memibiki Kewesonian antors siist kepaton dom
linghurgan atou tempat kegintan disckoegankon,

Phagal 35

fhang persaaungan, Badon ok vaeg Berboden: bk
moupan yvang  tkink berbadan  hukum,  Osganisnm
Lingicungnn Hidup, matanal pemerinoah pusaor, dong’atng
pemerintah deerah dopat meesggunakan dalll tanggung
Fmmb prudlek tnpa herus didabualad deogsn lemsian
krtudaktontan claloin pergwasin odianisiralil,

Dokl gpang joeub muailak dapot digsntemban dalam
gugntan oleh Penggugst aioo diieipkan  oleh  Hakim
Pemeriie Peclisirn perelal soelilnil filor todakesin, i loi,
dlai fatal ke 1 fmil e i preriiarn.

Pannl 40

Hukim Pemeriksa Perkore hanyo dopar mensbebaskun
Tergugal dam langgung jawnb mutlnk apabiln. Tergupot
mampl membukiikon keruglan Unghuasgsn vang ek
vang disehabban oel bereana wlans koo prrbuaton
plhak lain yoog tdak memillld bubungan Kerjn afuu
hubsusgan knraloual Sesigan Texgmupul.
Peranggunguwaban dapol dimintokog kepadn Tergugal
apabila Udak dipael membokpdoan ahiwe Tergugnd gnilok
melakasksn pembinrn kegsxian pghak lam vane Ridok
memilikn hobungon kega atau Bubungon  Keabrakws
wehagnimonn wang demakssd peda avat L} vang ielah
meminmihulkuan i s elun fulsa krrurnknn
lirssivangan hidup, acrtn perhoaian ghak lnin e gidak
dipal ipmedikss aleh Terpupsl
Hakim: Pemwriksn Prerkasa dalam peneniuan enenecima
ptaw | tidok menenma  peenbelann  Berdasarkoy  dadl
bencana. alsm achagaimana dimaksug] pada mvat |1 aagEh
mempertimbampgknn hinl sebagad beribois
n,  bencann alome terashit rerupakion endsan sangal

husr bines  vong  akolaonga chldak  pErnah o eErjaedi

sebelumnya;
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I Demcana Wieeinil Ddak dapor dipredibs=i aleh Dl
penprbiliven  bevboill yorg. ade sl acaikabi
s daiis

- Ienrana Termizlrisl werli Eeriinan Wi
dipkdbalEannyn  terpedi  ange  campar o Loogan
Tergugat samn ackall

Baginn Kebgn
Medins Ligkungon Hidup

Pasul 21

(1] Medistor dolom membante meromeskan - keeepodntan
perdamaian  wajib  memastikan. babws  kesepakotan
perdamainn ok seoagiben Hepentingan  pelinduingan
e pedeslaran fungs lisgingnn [sdop

2] Hakin Pererikno Perfcorn memadcikan kepentingnn
prelicndurggun dan  pelestanasn umgsl lingkungan  bidap
telah dircmuskan dakvm aksis poedpmasin,

(3] Hakim Pemeribsa Perimrs wajlb menolank mengesahikan
kesepakaton  perlemaian. mengeh okila peendlairainn
npabila kesepakoman sersebut merugikan  kEpendingnn
prlindungen den prleatarinn Lingai Enpleangan hidug,

Hiipiuis Heestipail
Pembulkctinn dadam Peikam Pertlnta LingEungesn Hidup

Pardgeral 1

Alug Bk

Paanl 42
Alog bulkti perhom perdotn Iingkursen hidap
& surat

I haail aharatoriem yong difsanglan dolom btk
tertubs yang dapol dikustksn dengan kebernngnn
ahdi di persidongan;

2. berila ocarn pergaenbdlan  annpe]  sesas dengorn
smndar nosinnsl 1odomesin

A hasil mierprelasi bertulie dari fobo sabel;

4. surnr otal noto o dmas,  memorarcduen, bl
AL, alau asgals seenall Yasd ekt

B priag

B, dokamen kajian  ilmmd, antarn lvin, KEHS. Amdal,

LKL-UPL, dam SPPL dan/etnin
¥ prndapot ahl yong disemahkan secor terlis ienps
Kebsatirun di persaangn,

I ersrangan sakai;

o hetgrnngan ahili;

d.  penpoluaom

= sumpaly;

. persasgkann hobimyg

g, alwd bukti elelctronik, aminm. lain

1. imdormasl elektronik;
F dolvupeen elekiramibs; din
A heddl cerak mbofnia clekbondl don Jaid ok dteen
rlrktremik;
I, nsil doreneak lingkbongan, bivtam, sates Jine don ) ot
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I

b

4

130

[R1]

2)

bty |

sidal b Tadn yang distur dulem peraluran peromnosig
il i

Pl 42
Phalagn memecilan Buko lbmialy v diafokoan dolam
prosen permidangan perkore Engkungan hidugp, Hakim
Permoriban Porksmn mempertimbmnglkan ketepatan meiade
dnn vabdiiax  proasdur pengembiilan anmpel  dengan
memperhadibzan akroddasi labornborium serts penclapod
mhh dur kisdun belah pikak.
Hakim Prmerik=s Perkam delam memerkss don memlsi
Ht:ll'||:|||g.|:||l.u'||'|| i peorsslangan menguaji
kesmmumnn  dengan ilmis prmpetalivan dan elab
diterimno obeh kKommumisos ibmu pengetnbuan iecsuat
b widanya publibes yang delab digunokan sebagal
reipubenn eli eermunitas B pengetalivong G slad
& telnh tercppad pormpoosn nleh rmkan seaaat (peer
ey mergosal leurs dan metode #minh eang
diguanakai
Relbrvnrs antnim Bukil Dol din jendapal bl desg
fakin-fakin  dnlom pembabisen didasarkan pucdp lean
danfatay metpdp dmdah sebagnimana dimaksod - pada
avat {2}
Apaliba ierpels perbedinn pendapal Ol anlar pars alli,
Hokim Pemenksa Prrkarn dapai meminia sihbdekan abh
lnin ntns baya pars pibak ping menggemaknn perslapat
ahli yung diangeap bemar dengan memberion alosannya
dalnm perimbnngan haum

Pl 44

Searang  abll memdeciian perdopan Besdasarisen

kizhiiarnyn i persidampan

Hakim Pemerikan Perknrn menila keshBsn seormng ahils

dengmn memperhotian;

a.  lxiplin ilwu yeng dibokikon oeelale pendidiben
Errinad, jindmh akdemis fminimal st 2§, sertifthng
ekt pelatiban, peoidelikan khuss, dan/aino
pengalaman terkmt;

B larva leaab atsn penslilon relevan; din fatan

g, lkeaktfonnyn dofam semmar wiou lokokarvs din
tercumium dafur piwayat Bidup.

Dalamt fial okl disjulcan ke pemmadilan bealuaockoen

pemenksyn  dandofon pereliiion  lppampgan,  pecsdnpat

ahli barus didssarkan atos faken yang valid dan relovan.

Crang yoog memifike keahlion Khosos  berdssarkoen

kearlan  lnkal vanp diperaleh dagi  Keablinanyn dapai

deminta penslapatins sebagai abli & peesidamgan

Prasmal 45

Perenibuan terjadinyn pencemorarn San sy berusan
Iinghcgam. g diokoor pelalsi Hokos Moty Booghoeean
Hidup danfalay krigesis bakia Kerisakan  Empkacgan
hidup

Peimnblilotian [EEG N elam faliaig kerusalcanm
Imgkungan  hedup  dalom perkara perdain et
dilobukesn berdssaricns hasil knfan atau keberangan ahli
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apatels Baku Moty Linghungan Hidup, kotecs  baka

kerusakean  bnseinggen  Dxidug, dan /s puessincier di

dulamripm beliim diletuphan ok pemseehiiuh

Paunl 45

[Ralam hal percemoron danf ston kerasakan fmgloomgan

didugn dakibatknn oleh kegatan bonvak Bedon usaha,

Penggugat dapot menpggagnt saty bsdan uscha

Dinlem bl Torgaps! mengajuban cksepsi bahwa gugostnn

lusang pihnk - asbaguiman dimaksod pada ayat (0],

Hakim Pemerikesn Perkora harda menyaialan  ehsepsi

tilak dnpsi diterimn.

Tergogat  sebogainuans iEmamksd padn ayar |2 dapot

neenagih pikmk s@lag badan usaba Win anigk e

bertin ggumg jawab dafam persidangan |efeanng.

o mesnenbabean perisngpuingiawolsn uniuk peroird

yorg dilnknskan oleh banyak peinko sehapnsmnnn

drmakssd  padn ayar §3). Hokim Pemeriksa  Perlgaro
immemperambangkon skl sccard  Kuamulatil  sechagn
beerikenit;

. Heruglad yaing diderils dsebhoblas el pernuaiun
dan/ntan bohan yong memdlilel fungsd, Baik, silat,
neoapn rimiles Cyang sama cdon fidok  dapost
dibedlalni sarol-anmin Win dan

b pthak vang mmpuli Tergigged  memilibd  lenpasiias
usahn yang dominan  danfateg  kootribosi vang
algndlibean terhadag terjadines peneemarmn dan /atan
o=rusakon lmghomgun,

Apabiln  =yamt scbapgnimang dimakaud pade ayat @)

lerpemuhy,  lEmppung gvenl pam Terpagat didasackan

pexln  omimbwisl  teredinva pencemaman oo s

kerseaakan limpkuisngan,

Tergugat horen dopat lepas doel persnpgunegawalan

sehagasmomi,  Jdimaksud e oal  |5) jid e

membuktiion bohwa pemscemoren danfatag Kerusakon

lingkungan tdnk dischobkan alch kepistan atau limbah

var dilepaskannyn

Faragraf 3
Fevierapan: Ass Kehodi-hotian

Pranl 47
Hakmm Pemeriksn Perloerm meperapkan  Asas  Kelingk
Birian - eehagaitnntil dimeekaoe] sl Padsl 2 biaral T
Unduog-Undang  Momor 32 Talum 2009 iemtasg
Peslidungan dan Pengelolaan Lmphunmenan Fikup apabila
ierelupal ketfubpaation dalam peenbukeion  knusalims
dan dampak dalam per o Snghnisgsn hidug.
Dl menoophan Asss  Kehoti-hotlon  s=hagnisnmaria
dimaksod  paddi ayat (1), Hokim  Pedseriksa  Perlenrn
iwrimporrtinbangknn sobega berikoiti
i terdopat ancaman serus vaog  Berpetens  Hidak
&l Oipaililikan,  balk mpnciinan . terhodop
inglcungin maupun terhadan  keashatan msnkigio
gererast saak inl dan perserasl vong nkan datang
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I terdapat ketdskpsstian iimioh  dalnm menentulksn
hstimmn  katsalitas antaro lieginton fusole dais
pergparishnyva pecdo hegloonpan hidug; dan

[ wpayk  penccguiun kerismakan  Eaghoenpgan kEleh
dwtamakan meskipun wpsvs proceganhan deescho
membatuhlean binyn vang khik besar danpadn binyo
mwal ronconn eepaian uankag,

Haginz: Kedima
Peliodungnn Hukam ierbpdap Paguseng Hal
atas Lingkunean Hilup

Paidil 448
1by Meliodungnn bulkian dibenban kepace scliag: crmnp yomg
mesnperjiinghan ek abas Hingkonpan hadup yang baik
dnn. seheal.
13} Dalam emenddal perjoongsn hak alas lingkungan hidap
vamg hnik dan schad acbopsemong dbrmakaned pacla ayal

115, Hakim TPemmeriksa  Peclosrs meogsdon iihkosi ot

meesnpeertimbsanghon fskeor sebappd beriboui

n hak cpivtuk mempereleh kounliaa knplkeungnsn hidup
vang bk don sehal s=bhapgni bogian dam hok asas
ST LTS

l5  hak untuk eenidspalksi aiies  Infivmasl,  dkaes
partisipasi, dan akees  kesdilan dalam memsnahig
teak @taa Ingloungan hidup vang baik dan sshat;

e hak unmib mengajokan usal dan fatal keberaton
terhacdnp rencans wsthn domfetog leegodan yung
diperkiaknn  dapat memambulknn dampak negatl
lerhuclap lingkungan hidig)

i hak umtuk  EBerperin dalam pelincungan dan
pengelodann  lngkurgan  hikdup  eesual dengan
ketenilinn peratinan perueeleng-undaigon,

e, hak wnhik melakukan peogoduan akibat dugann
prentemarmn. dan oty perusakon Hngkungan hidisp;

| hak untsk berpeenn skl dalom peopelolann
lingkungan bemps penppwssan scoainl, pembern
Riran,  peidapat, el kelerime, o pengoilis.
peryninginn shlearmmdai, domatni bbpecang

g hentuk permongan bakoatmg peran serin masynrakar
yaig dilukiibsen sewbn devigan Belentlon rafurmn
perundang-undargen.,

B ketsrkuiran encorn perlara pelingganis  echodap
Paen] &6 Unednng-Desclong . Nomwr AF Tabhun 2009
tentang Parimdongan dan Peopelolon Lingioangnn
Hidup dan peran  seria masyorakat  dalam
memperivEngian hak atpe lpgkangan hdup yang
binik don sehoi;

L keterhambatan  perpuargan fak  kelikn  gugalan

dinjubsn arbsilag Terpuignl;

leperiunn dilabockannrs perjuangan bk dun s

proporsionalitns. antara kepentingan  publik sang

dipe gk dan gaguiiun vang dajubsan terkioidap

Tergugar.

HAl Perjuangan hak ataa Bnglungan hidig yang halk don
srhal sebngammama dimnabesid padn oyas (1 melipodi:

]
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i penynmpiam  uwalon  atwis - lcbesslan  iengenai
pellpdungan dan  penpelolsan  logkoangan hichap,
ik securm sin mikgnon tertules;

B penyampian . Eelubang pengechasn,  peksprrean

an findok pidana, plipelei ddimnisaisaal &
perdate, dlau prses huloom San yang Berkaitan
denaman pelicelurgan dam pengchelaan  lingKingn
tdup

¢ prnyamplan pemlapar, Besabsion, alau e g
dil permdangan:

d.  penyampakan pendapat i moks oo, embaga
porn, lmmthopgn proosran, medin sosanl, ke unjids
ramn, mimbzs elxin, atakl Bnsin lalienyal don/dra

o Resnikasi  badk lisan moawpun ertuli=  Iniongm
hepddn Lembogm  Nepnra  dongotou Lembaga
Pemerninb teckenit hak atas lagkongan bichep vorss
aak dnn sehnt

Persmangan - unruk mevugudkon hak stas linghongan

hidup vang baile dan sehol sehagalmions dimuakesnt poda

wynf 1], myml (2], eam ayud 3] dilakokoan sesial dengan
hukum vamg borlnke, kecunls dupat ditnaktikan habeses:

a ek ads allermatil loin acm giliben tndekon lain
melam perbaintan vang einhodlakikecan; dun

b,  perbuaatan dilalookon dalam melmdungi kepentingan
Fuakuaina yong  Ielak Dessr umtok kependlogion
mnsparakal [Lisa

Pasaal 92

Cliignian perdngs afouy pupgsion ehonvens fmng sesaem
langoung atnn tidek  lsngeang dimekssdkan untok
mengiianbal [E SR ITTSTT Ik unruk
mendepmitkan hild ates lingleungan Bllup vang balk dan
achal  merdpakan  pelioggearan echadoap . Pl G5
Urgapg-Urelorge  Mormer 52 Tahun  HHS  fendang
Perlid ungan dan Pengelolian Linghoosmgan Hidug

Soimp orang weng enelakuban  perjunngan hok  wpins
lingleumpan kidup yang Saik don sshot yang -digupnt
secarn gerdata dapor Eengajuien eksepal ann jawalion
Il grignion lecselunl berhubimgan despim apoyaoes
dalarm mempedianphkan hak stas lingkingnn bpbap sang
balk dan sehac

wwen| S0

Dabsm hinl Terwuest mengajukan ci=eps disertin dengnn
biakti awal habwin gugsian vang daguian aleh Peragipal
meripakan pelommoan  lechadlap keleabmn Tasl 66
Urdlisng-Umlang  Nomor 32 Tahnnm 2009 irniong
Perlimiungan dan Pengelolaan Lingeingan Hidup, Hakiis
Pemerskes  Perkara memberikan  Bescpapatan  kepsuia
Penggupgnt untuk menonpgapl eksepsl Terpugnt dalam
walkiru T [eujuh) han seek genvaimpalon chsepst diteremi,
Haikien Prineriksn Perlesrs dlnlovm walgthu poling Bambet 30
g pmiliabi hari sejak pengaean eksrped sslbognimann
dbmokaud avai |1 mendatufikan putusan sela

Hakimn Pernerikan Periora menmiulkan putosan berujio
pugaian tidak dapat dienme apsbils Tergoest mampo
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Al

membukbibkan doll ckscpanyn berlupackoon  bukin swal
yang culkup bahws gupntan Poopgesed telah ool
Pasal &0 Undnng-Undang Nomor 33 Talnsn 3000 entnng
Perlipdungen dan Pengeiniann Langloungon Haduap
Apulels  berloasikon  balol owol  Hakin Peinessi
Porkami T ismenikan  Sdikesl  pelanggacan
jerhadap Pasnl 66 Unilang-Undang Somoe 33 Tahoan
2008 deniang Perlidumgen dan Pengeloloan Lingjoamgam
Hidlusp, premerilosane berhadlap pokel pecianm ifilagiutiesn
Apohila  dalnm  pemmeriksnon pokok  perkarn termysin
terbinkts  hahwn popeinn Pepgaagat merupakon
pelanggurnn ierhisdop Pasal 66 Undong Undong  Nomor
A3 Tahun 2000 edimng Perlimdusgan dan Penpeholan
Limgkungan Hidup, pugsian diciak

Dadam hal gugeinn dilcdnk sebagaimana dimakesad poda
aval {5, Halam Pereerikas Perhurs dapat mengobulkon
urtigbary ganli ragh Tegpagel spakils dismintakan dalom
mEinn reoovesisi

Fhsal 51
Hikiizi Petmesikian Perliars medjaliihion purisn Berips
menolok  gugatan opaliks  setelnh memenkss  pobok
periars, Halkim Permerikse Periara menilal bepdasarkion
builetl yang colkig Bubuvs gugatos Penggugal seedpakan
pelanggaran techodap Pasal &5 Upslang-Ueelang Nomer
A2 Tahun 20X dendang Perlmdwenpgan dan Pengelidann
Limghungan Hidhug,
Hakim = Pererikes  Perkars menpgabulioss  gugndon
ki doigatai balik| ppobils gisgpiaon kenvens
lerbukt merupakan  pelangearen  terhadop  Pesad b6
UrBsnp-LUndpng  Nomor 31 Tubum 2000 derisng
Perlmdangan dan Pengelolsan Lingkungan Hidup, serin
menghokum  Pempmsgal  konvensi  untuk  membovar
keragian materid dam ) nco imaierdl
Padams hal Pengpupd] wargs negarn  obol)  Orgoonimsas)
Limgkungsn  Hidup yang  memperjuninghsn  bok  dtos
liegkungam hidug vang baik don sehet, Pesggugnt tidok
alupual dhlienld secarn pdorn dan dipsesl scars percdyin
mehagainiama diraskruel daluis Pl & Urslang-Undang
Mimar 53 Tl 2009 enteng  Perlislungan dan
Pemgelolosn Lingkungan Hidup

Pagian Kevnam

Putussan don Eksslual

Paurupind |

Pasal 53
Putiisis  dalam perbra geecliba Begiunpnn hidug
didakranakan sesunl dengan  Eetentusn hokum  sears
prrdabd vang berlakn
Khsus:  eksedom Pemuoliban Linghosgem - Hidug
Bk anakue sewil denpuin Peruttican Mabkamuh Agiing
i,
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Pmnl 53

I Balam kel Ha®im  Pemeriiss Perfoiry midngabelkan
enfinas gast ragl Degloogan  danaiei bisgu
permgiithan,  pantt rael lioghumpen dension bsagm
pemudihen lerschiol digeribnlanghan ik digenekan
dereni Keperiingan linpkungan bidug.

12 Dalams bl tecdapat lebil dord saco Tergugal,  ams
PEdugen  menyelioton pembebanan  iggiang jaeal
IR - TR Tergupat seagnl  dengan porsd
PertnrEEU WA Y O,

13 Hakim Pemerikss Perkars dalom amar  putissnres
mewa)ibkan pelaksanaan Pemalthan Lmgkungan Hidup
difnkuknn  berdasarkan eocmnn pemmubhon yang
duajirkai el Peniguigl

4] Pelargy hal o pgugabin Perggugnt - mesiniol - Terguapal
melakukan  pemalibon,  tecnpd  tidak  mencanfumkon
rencann pemashhan, Hakim Pemerlcss Perkorm daqpot
meemerinmhban. Pengaugal  apluk dmahi pr
permulihan poday possia dan pehbam,

15 Penambahan roncans pemidiban dadben guaminn
pehogaimana  dimoksud poda avat ) dilnksarsknn
eeheluen Tesplignl mesyempaiknn awoban

Fanil =4

[T PenpEagan dopead mengeosan permelarsan gy Sming
twrhadsp horte bends dan oasel lnicmya milik Tergugnt
mehnpgni  jaminnn dnlwm  pelskeanaan puatisnm
berdamirkaon  sanpgkn ying beralasan  balvs  Tergdgat
akan  mengalibkan horlasya  hepadn pihak lein, Baik
dnlam BLEL AL maupun iliajokon dengun
[ et LT 1T eer2eiwlii odehi PR gL il
[ rAblangan,

121 Permoheman sila pomnan scbagaimann dimaksod pada
oynt (1) hame ddenpgkapd dengan bukit awal berupa
diokumen  kepemnililian aset  wmilie Terpgugul  wang
dmolsikan sia

3 Dailam bl permchonan aitn jeminon dikabulion, Hakim
Pemesikan  Perlois menpeliscksn - peneipun sebelum
[ENLIRTTETEER Y (R

14| Pelnksnnunn sits gmanan dinymtakan =ah don berhomgs
npnhiln gugntan Priggigst dilehalkan

Parngraf
Rencann Perrlihan dian Amar P

Pazal 3%

11 Ougalon sacs petstummyn momintn Tergupst melskaknn
Pemislihan Lingkungan Hidup, pelitum gugnisn s
immengurdiban  eagkal atau o oremcuns permaddihan sang
mrirmimal me e
i, loknal pesnshhan hesdaaarknn biik kopnfinok;

B s ohjek pemndiban;

£ Enmponenn BEoghubgan vang akan  dpohbkan
ek dampak lingkungan yang muncul sk
ermdi - pencemaran dongoion keruseknn hinggs
prmnililinn selesni dilabeanakam;
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staiidi i’ galiby dian cobe penlidien,

jafwal dan lnmuo keogiatan pomaldihsr;

Tencand bavs, Temasul Taya pengawasan
manaEmen pelaksrmnmn

gl cnpaian per G [eoam| biilens dan atan

i 1eknik |_1||I|_I||l.‘|l.l|'u| PSR ILSATL

Pemgzugal dl dalem  gogaionnys  dapai mengajuliom
paArGEn ndaban - pemulilian  sehagaiminn  dinsaksod
ki mvalb [ 1] Persibuinn Malkamah Assinp i danniaa
Pagal 57 avat (1] Undang- Undang Nemor 32 Tahun 2009
ientang Perlindungnn dan Pengebolann Lingkungan Hdup
untull dilgkannakan Okh Penggugal dengan melhatkan
Tergupnt dan st binyn Terpapent

Haliim Pemerlioss Perliana dapar menga bullean sunnaan
wmng poksa yanyg dimintakan ok Penppupoer dakam bl
Tergugot irdpmbat melakzanokan pemousliban

Hakitn Penerikss Preriara memaius rencane pemulihan
berdasarican bkt persdangan.

Hekirn Pemsrikan Perlcarm bordassrhan ex aeguo of bBano
waplls  memastilan amdar yang beraifar penghuksman
dapat dilnicssrakom

FRsae

Paand 56

Apnar pasiiane pensddilsei eainsal berigilong:

[+

L1H

i1

£1

th

perintab pelalossnaan pemubhan berdosarkan timcdakan-
lanelabeas dalark remosig pEmllihen vang recliukll dagain
persidarsan;

perintah unnik menyusun rencana pemadiban stas hids-
nkias dalom  persdamgan,  vang  minomal  bensikan
welapaimazn dimakngd dalam Pessad 55 ayal (1]
pengawnsan  pelaksanonnm  patusan dilikokan  oléh
anetunal el Bladi lingkungon bidop yang ditunguak oich
kriua prngadilnn neger: dan

ik LETUEpayy, oo BoSamusaih prstusab.

Poasd 5T

Ritconn  pemulthan yamg lerpermci  dan leknis
sehngnimana thimaksod dolam Pasal 536 hueed boser
wang telah disssuaikon dengan terman ek peraidagssn
elan  periimbangan dcknss Bpangen bapms disusun
poding lambat 3 [tigs) bulon seteloh permohonon elosc ks
diajubknn

Rencana  pemuliban yang  berdasarkan  kesepobaimn
harus. disebhajiin oleh otontes wang  menvelengeoraloan
s prmerintahan Al bklang o perlicdungan  dan
penpeklonn fngkoomgan hidop dnghmt posat din sl
dadral palliag lama T fhetuy bidan  acjuk iliersmmngm
rensans permliham

Paragral 1
Firiiezin Prowptiomal

Panml S8
Hukum Pererikan Perkora dalam oenjotahbnn puatusan
provisind] memidlik pendekntan sebegal berloa
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n. menyatokam Luntuban alakl EuERtEel Eowial elek
dapar  diterima apabiln  Gdok  mememsle Cevarat
Taramiil]
I mwryninkan imenelak gligalan posvial apalalbi telilk
mda urgeEnsi sioupn relevansinva dengnn Eugntan
ik, el s Lliich ks SEPE] s VANE
dimodcnkan tkink pecs dilakubang akau
r.  menyatokan mengabullenn pogatan provisi, dengan
A& s hagsil Larlleiat
L memenmhi syt nemik
2. nlasan vang diajukan sehagal dasar Cniicam
memdil relevanss dan urgens! terloar gugotan
ke

3 jika dredokon  semeniven o ymng  dimobonkan
Lidak elilaiidkan, alsn Unsbul  Kerglan  yang
b, i

i tinchabmn setsentars yvang  dimohonkan  tidok
berupn penghiakuman bepads Tengegs)

13 Haldm  Pemeriksa Periesra . diapat mengabuoikan
permchionan  pooviel e pengleEniian  Dinede e,
usala, danfainu kegioknn scmepdsra diskam hal Kegintoan
Tergugn!  meegelala haban  berbuhayon  dan beracuan
i fatai limbali bahan berlsshajen dun Befaiin olui
] ENCImonn BEriLin yong dikhewatirkon
mwnamdiilkaa kerigeit vang bl bekar Qe aEad dajan
menanniulkan - pencemaran oigu kerasskan lingkungan
yang sulic diperianila

I Putusan provisionl sebagnimamm dimaksod poda eead (1)
dilnksanaknn sesunl dengon Pasal 285, Posal 332 don
Panal 351 Wetbowek op o Hurpiriphe Bechissariboning diin
preransan perdnding-urdangan.,

Parngne 4
Puliiikniz Berin Merm

Muanl 5%
(11 Hakim Perneriksa Perkara dapad menjatubkan puteson
serta meris besldenaen demggan tndalan peenulibun,
L2 Hakim  Peimenkss Perharn dapatl meemperimbangkon
urtisk menjatuhkmn puissan serin meris Gear kerisaknn
Hingkinigan &k fakin mchas sehimpen Hariass scépem

dipulibkan,
(3 Pumsan sern mertn sebagalmansa diuour dasam ayat (1)
don  aynt 2} depor dijgmobkon o dalam hal  tecadi

pencommmrun dangoiog kerusaknn bingkungan pads
Kownsan  lndung vong diteimplkeans dolam peronaron
perunedang - i isgan
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Parogesl &
Eksclivia Purasan

Ekmekum Putuann Berkisluatan Hulkuiin Telsp

Pazal &0

Eksekus pulvan dilakuksn Bemslassrkan putussm pengasdiipn
yung delal berkekuntan holum iotap stan dossse  pdamyn
prermckuman ekeehmi

]l

i1}

2t

tll

i

L1

{4

Elessbriini Puliean Provimanil

Pasnal G
Bakam  hal  puitisen pewiaionil dikebalkan,  ketaae
propniditan hepers o pabing b T fiifubl) o Han

melakaannkan puiusan iersbot seink kehiz penpndiian
nimgRl memberikan persEiupsen.

EetLin pepgmdilan tipggl member o tifsk memberian
persenuen dalam waktu palng lema 7 (ajubl Han seink
ditesimariyvn bevkna permaboman persetujuan dan Reluio
prongndilan nogeri

Elmekunl Purussn Serta Merma

Parcil 3

Dnlm bal puiussn serin merto. @kainedknn, paiussn
wilih dilaksaneknn poling lambst 21 doa pulab satu)
Husn  petelah ketis penggndilon ioges  oemmbervibean
FETHCLUaEn.

Ketun pengadilun tinggi memberikon/tidak memberiloan
persetufuskn dalnsn wakow palig lama 7 fajuls) Har scjak
diteromnoya berkos promohonan persetujuan dar kepun
pernignitidan negeri

Paenl B3
Erstkual  potunan scbapoumana dimaksod  dalam
Paral B, Pasal 61, don Pasa] 62 dilaksanakan menonst
keteniaan Perniirun Mahhsimah Aguing il dan prralimen
et umdamg-uindngan.
Eknelual poiusan provisond dan puousan seris e
berdosarkan  Perdiumin  Mahkgiah  Agung in o sk
diperlulian pemberian i

Pasal -
Pemulibn dilabsinoloun kel Tergidg il
pelpksamunayn depnl memmis bantunn pahnk. ketign
yung memidkl leeablion dalsm Pemulihon  Lenpkiicmen
Hiduif alas Bagss dari Tergignl
Mulam  hal Torgogat txdnk melksonskon  peoouilihan
serlin ston dibaote pikok ketign,  Pengpogat  dopad
melnlesanalean pemuliban dengan bisva dari Terpapat

Pl £5
Eknelnas  dilakuknn  ooelalal tnbapan  perercanimam,
pelakmnrnnn rksekies, don eyshonsi dengan nba UrLiban
e begid berpibours
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i Penggapst mengajukan permohonan ekeekoes;
(3] ketua penpodilsn pepen meembeniak fim prnelanh
hkrrlos vang bempepniakan hakmi, pansiers, dan
Jurmammn g memBoitu kelun pengnililen  neger
memben penddpat dalom resume ekscka; doan
e Hetun pepgadilan regen dapat memanggil Pemahon
pkrrkum din Termuihon cleackion  dempim  stimd
tercntat dengen memiots dokioesen duninfrauis)
labniy vang diperiukon
12} Putusan dilaksanakon secorn sukorels . denggan
Eeleibiiing
a,  kehus  pengudiien negert berosaho semakesisal
mungkin urduk memedins Pemobon dan Termnhaon
charkum  agad  Termohon =32 FaTE] s L
melakeanskin i pilanr seecarn sukareisg
b opohiln penlnmain ereapai,  penlEmogEn lecashial
dituangkan dalam nkta perdamsinn don dilammpidoan
dalum  berkes perkamn bahwa  oksekusi  tedinh
dlilakapcuibue,
1% Ehseimi  dildksanulen dengen Keteluan,  sebuagal
L]
m.  ppehiln pendnmainn fidak fercapal, picees dkedk o
dlilanguiiean dempan Wegatan
. pada tahapan feparan mio Eeiun jenpadilan noen
masih dapot benazahn meowdinsl Prmehon dan
Termobon.  chsskainl - agar Termeban ckackus
melsksarakon s putissan seorm sSokrels:
~ ilflakiskin persfupan @ial pesenconaan sk
Wetms  permadilin pegeri berkoordieosl | dengan
aparat keimamen clan inabanad derkaid bamsyn|
e, okeekues difnk=anakan setelnh semuon persinpon
sesheani;
. setnp wihapan pelaksansan eksekosl dnoangican
glalam bt prrn ekaolne;
g vealuas pelaksansan ekackusi dibunnpkan  dalam
beriin amm kbusus;
I, Bl groses  ckackusl Eilpeeioan Hepeida Belus
pengodilan tingg don Mahlomalh SAgung dan
I selelnh ehscual Berhoasil dilbesanaln, difiisetloun
penietapen don perkars dismyabakon selesai

o

Pasal S

11 PemuShan  schagaomiana  Bmoksod  abibiom Pasad 69
ayal | 1) dskzkannakan dergan meluinisme cksekusi unduh
rrelalngkan suniu perbuston

(@ Pemulihan  schogsdmans  dimoksod  dalam  Possd 64
ayal |3} dilkksdnokan  EEoisn mekaoeme  okackis
pembayaran sepuimlsh

1E Permolonon cksekioei schagsmann pedn nyal (1) don
ayob  [H hanm  melamgirkan eecsns - pemualibon
!I‘tll:l“.ﬂll.l'l.l.l:lll climaicsad dolom Pasal 55 o ||| [l114]
Pasal 5 sesul dEngan sy s,

4] Bz permiliban vamg dibsyacdean sebapnimnres ckaekusi
pedn ayot (A ditipkan dan  difelcda & orekening
lerpaniterman penguidsan unisk epentngan pernulihon
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Fasal (7
1 Pelabmaisan  pulusan pemuliliang dicwasi decho Ll
pengauae  yang el ofas  oloRlas o

menyelengirakon Urdaan. peineckiiafun i Thdang
pelipdungnn dan pongelolsan - lingkungan hidmp,
g tah daeral, Organiaas] Ueghusngan Hidugp, alli,
wgaur mosyarakut, doar inatunsd terhail Ennve v
divempkan oleh ketua penpadilan negen.

(& [Horitus  vang  mengawosi poinkspnaan paRituesn
pemitihan sebagaimans dsmoksud pada avab (1§ hams
melaporksn perberm beanpgan peluknaiman prikiizan
pemathhan kepadn ketus penpochlon negen setinp bulan
gerarn - berkaln dan dimost dalom SEtem Informoss
Pergadilan meng dopat dinkeses oleh mosvaraknt =com

Hisas
@l Porgoadilan miembiiol RN  coalaban  ophookd el
meslekumeotnsikam o lporun el m hapigan

peloimnaan purisan pemshhan

R TLRE R
FERKARSA PTDANA LINCIELUNOAN HIDLTP

Bagsan Pertmmna
Perinnupuisgawaban Ticdok Pdana Borporoni

FPasal 68
{1l Tadak pelaps kerporast corndl Jiks dndlok  pldsi
dilakubmn untulkc, oleh, danotog alas nama Korpormsi:
2 Tndak pidana karporast sehagoiming dimaksod peds
vt | 11 Eerindi jilken;
m Korporasi memperilel krontangan atois’ monfsat
dasi tisclak pelann gereebil;
b, timdnk pidana tersebut dilokoskoam untubc kepentingan
Koinrpaiaia ki
. tmdakan yang  dilakukan  dalom  melaksonoboan
keginton usnho Korpomsiz
d. tmdakasn persebut menggunakan sumber dova, dana
daunfmlau  segaln bentuk dukungan aimu EBsilithe
lmnmva dan Korpocast; aiou
e, thndakan  fersebil dadnsackan peda kepmibicean
pEmpuwrEs Korporas yong berwenang:
[ Korporasi dopet dmmtaloan pertangomgosaban . alas
Finelak palann peda ayart 1] berdaaackan:
a. tmdak pedana tersebot  dingeap  sefapml bedakan
Korparasi, jik:
| tmdak  pidann  dilskukan oleh omng wane
Levietn i Bawsh Berporasi atau pihsk keigs
vang: bekeno berdosarian hubungan kecja’ atas
hubuicgan L ales fefminbian ki pevinlials
kopparnai ntug . penpendali dari Korpornm yang
bersnagkutan; danf atmu
* iknduk - pidons  dilkbikan  oleh pengurus

lnrparasl.
53 tincluk: gudmns feradi kamena kresmlnbme Korpeera
bBerupn:
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Kurprernal  mwenpiniyil - Heninisplisn oduk
mirgah fecjadin lmdel pidana lapi Bilak
ek ik

2. Rorpmiiaal hdak ieamEiH bebdjalkan  don Safai

fidolh  melekuiknn  langkah  vong  diperiaksn

upiuk  memantikon kepatuhan hukam,
merueguh  tealak  pidana,  atau enesncegul
diampak yang lebil boia

Forprsrani swemlib el silsn ket meen yung

mirrulorueg winli iesnervin Enisl gidand yang

clitakiiksir alil
4. Korperasd meenbiarian terjadinys cliedak pidions
st tdnk melikukon losgkah yang lopak sns
limxdnk pidai yoag legai,

Pengirem Koopemuai vang il dirmnenknn

perinnggungaaabon pidons sialah penganes vang peds

wadt tinsdnlk pocoms i

6. imerapakon orong yang molakukan atay ot sea
mrvukoan finsdak pcluca;

l». mempenyai  kendalli  dan  kewenengn andul
mencegull  Hndak  pioms  tenadl  etap lidsk
ilnkiikan;

¢, menerims indalmn pelnkn sk dengan menyetojom,
membbarkan, donfainn  tdak cubup melakubsn
pengawnsin terhodip todakan pe ko s ot

it ridok memBikl Uebiaken  wang dapai mencegab
Semnungkisan ferading dndok gidnne,

£

Paaal 5%
Bunloi deilem sirelob padais Foeepeirisn Gajmil dijotulibsin
il
0 Errprraai; dan fuliis
B, pengurus Koopoeraai oy omemenibn EKoalilibesi
spbagnl uvrang  yoang  memben penniah ik
melakuknn imdak prlors erscbut by srang yang
hertindak sebapsl permimpen Eegiatan dosam tindak
phlama tersebud
Pudana begd Korporssi dony shog pengurus sebopnimama
dimnkaid gods vl (1] tidak menghermas paldams bag
pelabou fakitunl
Masing- masag  pelaku Umiak  pidano selriguaimama
dimaksiodd pade ayal (T] dan ayat 3] dopal dsgubcin
chidani persidanjan secarn. LErrhii-aame auid scudi-
sendEr

Fagul 70

Hankri pidarin baoitvn dapl ejiiifkan ods jeoreks ynng
menjad Tercdakows.

Hakizn Pemeribkan Perluis eswennng mendal Dunluten
penantidl wmenm yang berial reacana, Erimilshan anbak
meneniuknn  kelergkapan giag pErinoam neneann
pemulihan erwctne,

Dmlum hal Hokom Pemenksa Perbeam menilnl reneann
pemulihan. scheguemann dimaksad poda zvad (23 tidnk
ki terperinci, Haokim Pemerikesa Perlcars berwenang
mekngknpa rencama permifiban yang  dinjuknn oleh
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penuniul  umwm e dalom  omoc putusan apabilo
berdnenrkan  prmbukian don alaaean vang oakuip
pamoutan tersehut dapad delenbuslkan,

Dadam - bial Kerporost dijpnehi pidana tambaban berupa
perhallian) permadihon hngkungan don apabiia dalam
wakiu 3 jeigny bufan seink patusan berkelouatan hukam
ietap Terpidonn ticak melnkessnakan hdkumon ferscbait,
harta  bends  Horporesi disith dan dilelang - antik
membaynr biava pemufihan.

Uppya pemuhban sebagnimann dimakosnisd |,1.r|-:L'|- oyl {3p
llak menstup hak  keperdaaan . perarangan untuak
meEnpmipal  pganb gy dangaian  melakiuksn  tndaken
Temeni.

Huginn: Kedun
Pembaikilzan dalam Perksara Pidana Linghengan Heliip

Paanl T

Lrukil dalan: Uik pldans (ingleungan bidup odalals:

KELErIngan sksl;

keterungan alikly

T

| hamil  |sbocstorium,  difvanghian dslum bentuh
wertulin vang dapal dikuatkan dengan kKelrangan
nhi by persdnnpenn:

2. benin acars  pengambilan sl perambiary
anmpeel hartia vabid dismmbil dengoan presedur dmank
yung Lerlaki pada st in A6 atand sesunl atardar
nasionnl Indonesio;

k| lsssil piverpirelagl terlulia dari Teoo salelin

% murnt neau sois deiness, memorandum, noids  rps
oAl EeEila acmeaiig vang rerkosin;

5. pein:dan

& dokumei Rajinn bmdah o siiees leen KLHE, Aapednl,
UKL-UPL, BPPL!

alat bk elekermnik;

1 Il clekironib

T, abakiomenebekimoel can g aes

3. hamil ook mknnaal ekekimpik dandatni Gokuimen
elekmm ik,

mtunuk;

keterurigin tordaliyn:

keteraripgn Karprps;

hnil forensik limgloanpan, hmnm, saows sar; danf a i

alat Loky lnin yang dintkic dilsin Hefenbimn peraburan

perwndang: andangun.

Prasl T2

Dalom memerskan Bulol Basah yoang disgebon . dolam
praoses. paraidangan pereorn licgkungan hidup, Huoldm
Pemictikan Perdaam mempertimbangkan kelipoian merthode
tan walidiias  prosedur  pengambilan samped  dengan
mimaperbutiicin akreditse] bordanim seria pewlopal
il dar peniaiiur o Gk futaal lerdakwa,

Hakmn Pemenkes Perkorm deslom mememibe dane ook
kederangan aldl (1 perakdangan mengs
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m: kesgsuainn dengan ibmu prngetabcan oo sliersms
nleh Eoimnunltas Emu pengetabunn werkair
(i adaryn  gublikas oo b digunadkan  eashogei
raij i Kan i keenunitos oo pengetabioon, dang oo
T telahy derclapal peroejiusn alel rekin Sejial [pear
mdved)  Teengenal teor dan metode ilmiah vang
digmakan
Relevaimsi uribnss Baikid aniah s pPetulapual uhils lil‘:ll.\,H.I.lll
ks datam pembukton didssarkan peda o domn fatan
me=icde ibmiah sebagaimonn dirmaksod s aps |2
Apablls serjedl perbedoan pendapat antora pars ahl,
Hakam Pemerikza Perkors dapot - memimis dibpdickean ahii
it AEas v penuntat omum don Tesdokwa atau
eng@akon perdapat ahll vang dinnggap berar denpan
memsberiknn alasannyva dalom poramdbanpan hukum

Prasdal 771
Beorang,  ahll  membenkan pendapat berdasarkan
kephhianmma dll persidargan,
Hakim Pemerikss Perkarn menidnl keshlinn  seornng ahli
denpmn memperhatiloen
a. bmiplin  iws ahlE o yeng  dibekelkan melalo
pendidilean furmnl,  jjozabh  oksdenss  fmimamal
afruds i, sertifiksl mengihill pelatihan, peedidikan
feivisis, danfsau peogaiaman;
Ia kavryn ilmiah sbad gemeditiain reldin, dan )/ alati
e leealtifan mengikubi seminar atau lololErve yang
terconium dolsm dadinr riwayad fudup,
Dinjre Tiesl  ahl digjiskan ke penpgedibEn berraanyknn
pemeriksnun dunfatan  peneliglan lapangan, peodapa
ahlt harms didasarkan sdas Tnkta yang valed dan relevai
Cmng yang memdiki beahlinn khusas . lrcdianskan
kemritan loknl yong dip=raleh din pengainmonnyn dopsit
dirmin ta prndnpntoyn di porsidangnn,

Paeal T4
Barang ikl vang becbabayva, Beracun, mukdal rusak,
memimbaelkan beyvs pomchbarann Gingp, donlabog ynnge
karenn atfaimyn aalid untuk disisibkan  tidak borus
Wilaaikihis i e dod s g
Barnng buktl sebogaimmana donaksod pada ayal (1] dapat
dihmfirkam  dolam - proses. permdongen  dalam bentuk
Lerith  achm ferhmil  peianganan broneg bukl sang
dilenghap dengan Inta, dasgaten - heal  lebormbariom,
mipa s bogzan kel dan baransg bukti tersebul.
Haning bukil berupa satwa Har yvang masih bidugy dalom
perkarn tindak pidana di lonservosi sumber doya alam
layaln dan skesialcmnya  dagal  iBlepasliarkan,
direbabilies, arou dititipien Al lesbagu  Homaersi
turnps menunggy potusan berkekoatan bukuam ietog.
Fl:ll.'_i'd'n:]l.ul:'l sy Bkl aatéa s untuk Slepaslinckan,
dirchnbilrinsi, atou dibitipkan  harus disertai - dengan
Lrrrify, sewrn yang ditondedonmgani pihok boreooaog dan
dlilengiap dempgun Jubo,
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Pasal T3

Tendok pilano Hoghuisgan Dlddg vang dilakukom Der-sms
rantn ok rereha hag RiRdUK Dol Kewendingnn pensdliban
wman dan - peradilan © milieer diperiksa dan  dindili  nleh
perisEilan dalem lngkungan peraddan wmum, kecuall datam
keadnnn  terienie menured  keputuiaan Eebes Mahksmah
ApgiEng perkara fereeing hamis diperilcsa dan diadill oleh
penmadilan dalnm Enghunpn peradilan militer.

Hpgan Keciripal
Pelindungan Huakum terhadnp Sojuang Hak-liak
atan Lingkusagan Hidup

Pasal 76

11} Terhadlnp slalowsisin jrenimntian wsiie, lakire. memsmberikan
kescimpatnn . kepada  Tendshwa  dongdmiane  penaaibot
Iriikvien wnt menganikan keberaton gann membsalcikian
bahwn Terdnhwn mdadsh pejuani atas lingkungms bidag
wigg bidk dan sehint scbagaimana dimakesed defem Pasal
B Undmng-Unclang Momes 32 Talisn 2009 et
Perlisdurgnn din Pengelslaan Linglomgan Hidup,

[# Malam hal Terdakwn clanfaiage penaadhal hubiiensys
mengaguknn keberlon ciacriai demngan Dubo awal b
ialowaan  yang  diaguikan  oleh Prmuntuat menapakan
polampgaran  lerhsdip o kelenoiialn Pagal B Unsdang-
Undpngr Bamer 32 Tabum 3000 tendmng Perlindumgan dan
Pengilokan  Lngkuingan  Hidap,  Hakim  Pemserikaa
Perkra  membemiknn  esempaion kepodn Penumiut
uptuk  memanggop kEeberaton peedoloea dangdatad
ponnsiing hikumms, dalam walond 7 joapehy hor sejak
penyampaian keberotan diserima.

[A] Hakim Prrenkan Peroem dolam wikis paling lambat 6
itiga peluh) hord sejak pengajunn keberatan sehagaimnonn
dimalesud ayat (3] mensatubbzn pubisan seda

(% Dplam hal ierdoken dan/nino pennethnd hukom dapat
membakikan balwin Terdakwa  edabih pejuang aias
Nrsgfcungan hidup vang ek dan sehal  sehagalmiann
dimpkswd dalnm heteniunn Pasal 66 Undang-Undong
Mepir 2 Tahup 3000 embang Perbndsnain o
Pengelnlsan  Lingkungan  Hidup, seielsh  mendengar
tnggapuan . dan penunte oman,  hakom mengemhil
pLilissidy iiEhar FAaAE Amarova  iaetivhtakeais  piidin Dl
pemintyt ucnum tidak  dapat diterma tnpes harus
memerilma prdoak perkira.

= Terhodap poitaan scbsggueana dimakssel o apat (4,
pemumiul umnam  dapd  menenjubmn upsva huksem
knsaal

%  Dalam hal hokim meoolok keberptnn terdikess dongaing
peismningl nulsdmie, persldoisgen dilinjotln dengen
peierihAgan pobick: EEoara

iT} Apabiln dalom  pemerikzsan pokok  perkarn ternysis
testiukel  Dulvwea dakwaan PeEnontul meerupoksn
pelnngearan. inrhodap . Eeteoiupm Paspd 66 Undang-

188 Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang
pada Sektor Sumber Daya Alam




4G

Undomg Nomor 33 Tabwn 2000 bentanyg Perfmadugognn doan
Pengreiolonn Lingloengon Milop, dokwaan cdok dapat
(LR TS

Pasal 77

Dalam el #efsfall mewesikss pokok  perkcans,  Hakim
mnyienpilion bahwn perbaatan yang didokwalcan peoumin
v terkri, wetapd rerdakwa erbabkcn puda selwgad pejuing
hink winn lingkungan hidhip yong baik dan schai sehoagnimann
dimuksud dalum Pasal &6 Uodang-Undany Mognaer 32 Tahun
I Aetilang Perlitnlungan  dan - Pecgelsiuan  Leghanpan
Hidiap, hakims  menjatuhlon puaiuson  lepas dar]  segelo
trmsutan barkoam

Panal Til
111 Hakmm dadam menial  keberatand pembelsan  iendakwa
dain fdtiaik peiadhal Bukisny schagsl s Snaka
dofam: Pasal 76 don Pased 77 mempertimbangkan sebdgal

b keign

n. hok urmal mempemibeh kupdiios hngkongsn hidup
vang baik don sehal sshogal bagan dar hok aassi
=S THTUTTR

b hak wmiuk mendopeibon ekses  inlornaal,  akses
parimipas, dan akses Resghilsp dakam  memrenukil
bk adas Bnghiumpgan hidog vong bk don sehae

£ hak ook eengesibonn sl o aten kel ratan
lerhadap reochne e dok fafel Begeilan fang
digerkimakon. dapat memaminilkan dampak ierhadap
liigkaigdn hudugp,

i halk  wntuk  berperan dalom pelmduiean den
perpelolean legkussan.  hadup  eesual - denpgan
perafian perundang-uncasgan;

e hak umiuk melakuksan penpodosn akibat dugnom
pPefertennrnn o alen pero sibasn agiklngmnn hicligs

[ hak unbidk becporan ki dalam - penpreiolian
limgkungan bervpes: penpawasei oossal, pemberinn
warnm,  pendapat,  wsal,  keberotomn,  pengaduan,
dan/atau penyompacan inforenaa dan | aras laparan

B ek perjlangais Bk sl penan sdria o maaynsain |
wang difadoknn sesund dengan kolembman perafumn
peersirsclirg - e dan g,

B, keleckRitan anlkses perkats pelongesrnn iochimdoap
Pasal 66 Undang-Undong Momar 32 Toham 2040
leEatang Peclicaluitigyn don Pengrkilonn Lnghamgan
Hidup dam  peran sen mayacskol. dalam
e pedjuanplkan fok atss Tisgkune idup sung
l=miak: dmmwokng;

I keterhnmbatan periLinigan lruik lesailin
Terlapor  Tesdalisu dilopeirkoan sl didabwa;
heperiunn dilaloibamnyn peruangan bl din ) o
progereonaliiss antard Kepentimgan publsk  yang
diperjinngknn  dlan - dugaan  pelonggarnn yung
dElnkcsabisi
181 Petjuangar Bink bbak lUngkiingss hduip vang badk doan

prhot =ebopaimmnn dimoksud poda ayat (1] hamal g

e T

—
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i prenyampasan wsalan wian keberatan auesggensi
perlindungan dan  peopelolsan  nghnangan hidup
Faik seiiirn liaan mokpun certulis;

b, penyampasan  keluhan,  pengaduon,  peloporan
dugnan sindak pidane, puapnian adromiaboom abik
perdily atan proses huolom len yong berkalian
dengan perlindungnn don pengrlolamn lingkungan
hileag;

v penyampiean pendopad, kesnkemn, ateu beivrngan
di peraldangarn;

d. prmampasn peodspml odiomukn uamom, Semisps
pers. lembopn prensdaren. medlin soeial, als unjuk
ragi, mimbar bebas, aas forumeforum i,
el /st

e komynikas bal hsin maopem fErculls lalnoya
kepends  Lesndeign Negara  dmfatan Lemihuiga
Peinerinbaly 1erkuil hak atms Ungkungan dup yang
kil dan sehat

15 Porjosopon untuk mewujidkain Bal alas lnpkiidgen
hichup wang ik don sehat sebagaimana dmaksod pada
avat (1] dan pami 2] dilakulown sesumi dengan Bukam
pong berlihu, keciaals

. tdnk oda aliernata] lun pioa pehibnn andnkan Inen
welaity perlaaran vangg realy dlaknikan | den

b, pecbisaian dilakeuiban dulam :Hl‘."JlI.l'JIJr'cE,I ll.l‘.'.lu!l:ltllﬂ;ul.l‘l
bekyun yong  lebik bessar atau hepeniingan
Ay EarARal ik

BHBAH ¥
TTTIK SINGELRG

Paigaal T

|11 Dralam hal Evrussbon perocomamn terjndi dolam objek
perloirn. vang sama dan sudaly daponas dalomm gl
pitann Tl memerintahkan melakukan
perbailennf Pemmulthnn Linpkomgan Hidup, pengholoman
pemulibon dalom putuson perditn sebagainung
dimakszd dolam Peaal 55 con ol 86 ddak odapat
dierupian

121 Dhadien hal kergaehsn ! pencanatan  eepad dalan objck
perkarn yang s=uma don suadab dipucos dalom . potusan
pordabs yany mernernalian e Lk igMam
perbailean Pemulthan Lingoengan Hidup, penphulosman
pemulibnn calem pulu=an pidane sebagaimana
imaksiel dubany Padsl 560 odis Pasal 56 ticlak by
digrrugkan

A1 Dalam hal terhadap nbjek perkam vong sama, digikan
pugatan perdein dan tumiutnn pedons; - kedun puiusan
teraebut telab berkeloaatan hulosm eetap, pubisan yeng
difeksannknn adnloh put=sn yang lebdh dabuha telah
berkekLiniin hulfim egap
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11 Puilibsan pecbals Wy Elal beshelnialivi Bulius Lebgp
g beham Perpiuran Meahkomed Agung 0l berlaku dapat
malnmpirkan  pemrons pemalihan sl pongajunn
plesekusd pudusamnyas,
3 Unbek puotusan perdain yang belah berkekontan lokom
Delap febelivm Pesubenen Moldanaly Sgung ind Berlako
vang iremeriio kan peshuyasan ben peomuihan elagn
beham  slibaynrkan,  ttap  dipenantukean pemuliban
linghsngs doinm rangks peleksanaam uaizisan
Al Pt aani Perutuens HBahkamah  Agued) eu leerlakis,
ey Didkusy lechadag putiand schagaimaiss dimalois]
falne Pasad 7o avol &4, dienrioan sebagal benkuc
i erluelap purusen varsg ielah dinjuilon upsaya Biokien
Isprulivge,  trlup  diperikias doan dgnidom okh
e ngmdidam tingkat handhing beekaasty atmyg

b perlsedap  patvean yang behim disjpakon wpeya
mukum bandimg. dsjukan  wpove Bukum konsisl
dalam tenpeang waktu  onig Adilepickog dalien
peraturan pormncdnng-undnnenn

ERALRST
REETENTUAN PENLUTUP

Pasal 8L

Pl muni ey gran Mahkammh AENE s her ik

A, Punnl 2 Posal 5 ayal 4, dlon Posal 27 Keputusan: el
Mahkamah Agung Bomor 133 KMASSK/IKAI011 enieng
Sertifikosi Hedcen Linglungon Hidup;

] Kopnyssan Rt Mubkamials At Hdriining
AGKMAYSK /3013 temang . Pemberlakoon  Pedomon
Penamganan Perhior Lingkungdai Hidugs

¢ Repunsan  Eetun . MahKomah  Agung Mamar
AGTEMASH N 20ES  temiareg Perhahan  sias
Heputisan  Eeful Mahkumal Agung Heymom
L FERAA AR N 301 et Sertilikani Hokim

Lisglunigan Hidugp,

. Pagal 10 Kepulumian Weluon Mohkaroh Apung . Bomar
A7 P RBIAGER I 2005 femiang Stsbenn Permanisuun dan
Evalunsi-Sertkusl Huokiss Lisghaignas Halisg,
Sural Ederan Mabkamab Ageog Bomor 2 Tahus 20E5
tepinag  Pemdedakisan Keteptunn Pagal 10 Eepuriusan
Eetus Maliamuly Ajuag Newar 37 KMASKESIERI0] S
leriang  Sistem  Pemantven don Ewnlasn  Sertifikosi
Hulkun Lingkungsn Hedup,

dicabuit dan clinyarileen velak Beilakid,

Pans] Al
Proiiurnn Mabknmah Agung mi mulni beriakn padn canggal
dlitmefampkan
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